PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

BAB |
PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan

informasi mengenai posis keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas,
hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Adapun secara spesifik, tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Kudus adalah untuk menygjikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola,

dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
ekuitas Pemerintah Kabupaten Kudus;

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posis sumber daya ekonomi,
kewagjiban, dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Kudus;

3. Menyediakan informas mengenai sumber, alokas dan penggunaan sumber daya
ekonomi;

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan redisas terhadap anggaran yang
ditetapkan;

5. Menyediakan informasi mengenal cara mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan
kas,

6. Menyediakan informasi mengenai potens Pemerintah Kabupaten Kudus untuk
membiayal penyelenggaraan kegiatan; dan

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluas kemampuan entitas

pelaporan dalam mendanai aktivitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus juga menyajikan informas

bagi pengguna mengenai:

1
2.

Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan,
termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Kudus menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

©CoNO~O®DNE

Aset;

Kewsgjiban;

Ekuitas;
Pendapatan-LRA;
Belanjg;

Transfer;

Pembiayaan;

Saldo Anggaran Lebih;
Pendapatan-L O;

10.Beban; dan
11.ArusKas.
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Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan

pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk
laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas
pel aporan selama satu periode.

B. Landasan Hukum Penyusunan L aporan K euangan

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyusun laporan keuangan mendasar pada:

1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolus dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengel olaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntans Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kudus Nomor 99);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah K abupaten Kudus Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka M enengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 8);
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23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor
39);

24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 40);

25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknik Pusat Kesehatan
Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2015 Nomor 21);

26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknik Pusat Kesehatan
Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2015 Nomor 42);

27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 41);

28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2018 Nomor 4);

29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 13);

30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 21);

31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2018 Nomor 27).

C. Sistematika Penulisan Catatan atas L aporan K euangan
BAB | : PENDAHULUAN
A.  Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
C.  Sistematika Penulisan Catatan atas L aporan Keuangan

BAB II . EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A.  Ekonomi Makro
B. Kebijakan Keuangan Daerah
C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
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BAB Il . IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target
yang Telah Ditetapkan

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI
A.  Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

B. Basis Akuntans yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Penjelasan Pos-Pos Neraca

Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Penjelasan Pos-Pos L aporan Operasional

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN

A. Letak Geografis

mmoow»

Organisas
Struktur Kepegawaian / Sumber Daya Manusia
Kegiatan Pokok

moow

Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Kegiatan
Operasional

BABVII : PENUTUP
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BAB I
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD
A. Ekonomi Makro

Melalui beberapa parameter/indikator makro kondisi ekonomi Kabupaten
Kudus pada tahun 2018 telah berjalan searah dengan perekonomian nasional. Beberapa
capaian indikator ekonomi makro sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya daerah
(alam dan buatan), sumber daya manusia, modal, dan penerapan teknologi. Kabupaten
Kudus memiliki sumber daya alam tanah yang sangat terbatas, sedangkan sumber daya
buatan (jaringan jalan, listrik, air, telepon, sarana ekonomi) terus ditingkatkan kuantitas
dan kualitasnya untuk memacu kinerja ekonomi daerah, sebagaimana terinci dalam
penjelasan berikut:

1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus

Struktur perekonomian Kabupaten Kudus tahun 2018 (beberapa data
BPS tahun 2018 belum rilis) diasumsikan belum banyak bergerak dari data tahun
2017, digambarkan pada tingginya kontribusi sektoral PDRB yang didominasi oleh
industri pengolahan, terutama industri pengolahan hasil tembakau. Pertumbuhan
ekonomi dapat dilihat dari melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Di Kabupaten Kudus, karakteristik pembentuk
PDRB Kabupaten Kudus, berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya Hal ini
disebabkan struktur lapangan usaha pada sektor Industri Pengolahan pada rincian sub
sektor Industri Pengolahan Tembakau berperan sangat dominan. Hal ini terlihat dari
besarnya kontribus sektor Industri Pengolahan sub sektor Industri Pengolahan
Tembakau dibandingkan dengan sub sektor Industri Pengolahan lainnya yang
mendukung pada pembentukan PDRB K abupaten Kudus.

Pada tahun 2017 kontribusi PDRB terbesar dihasilkan oleh lapangan
usaha @ Industri Pengolahan,  Perdagangan Besar dan Eceran; Reparas Mobil dan
Sepeda Motor, ® Konstruksi dan “ Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara
peranan lapangan usaha lainnya di bawah 2%. Kontribusi terbesar dari tahun ke tahun
masih berada pada sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada Sub Sektor
Industri Pengolahan Tembakau.

Kondis perekonomian Kabupaten Kudus semakin membaik seiring
dengan meningkatnya konsums masyarakat dan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kudus periode 2014 sampai dengan 2018 cenderung fluktuatif. Dalam
kurun waktu 2013-2017, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada tahun 2014
yaitu sebesar 4,43 persen yang kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2015,
sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2017 sebesar 2,97
persen masih mengalami perlambatan. Hal tersebut seiring dengan perkembangan
ekonomi nasional dan regional yang dipengaruhi ekonomi global. Faktor utama
pemicu perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus disebabkan oleh
rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan khususnya pada industri
pengolahan tembakau yang mendominasi sekitar 80% lebih dari PDRB Kabupaten
Kudus. Apabila pertumbuhan ekonomi dihitung tanpa industri pengolahan tembakau,
pertumbuhan ekonomi terus mengalami pelambatan dari tahun 2014 sampai dengan
pada tahun 2017 masing-masing sebesar 5,23 persen, 5,72 persen, 5,72 persen dan
5,38 persen. Sdlanjutnya redisas investasi Kabupaten Kudus pada tahun 2017
sebesar 104,23% sedangkan pada tahun 2018 hanya terealisas sebesar 58,10% yaitu
Rp7.028.822.939.129,00. Target untuk tahun 2018 tidak terpenuhi disebabkan oleh
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adanya pergantian pelayanan perijinan online berbasis sistem SIPTO (sistem lokal
DPMPTSP) menjadi pelayanan perijinan berbasis OSS (sistem pelayanan perijinan
dari Pusat secara Nasiona). Hal ini berdampak pada sistem pelaporan realisas
investas yang semula dapat terekap secara sistem dari perijinan SIUP danTDP
olehsistem SIPTO menjadi putus atau lost data sehingga data yang disgjikan hanya
sampai dengan bulan Juli 2018 yaitu sebesar 58,10%.

2. Lgulnflas

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang
dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual
mata uang suatu negara. Pada tahun 2018 angka inflasi di Kabupaten Kudus relatif
terkendali. Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya
inflasi pada Desember 2018 yaitu telur ayam ras, beras, pisang, bawang merah, dan
daging ayam ras. Komoditas penahan lgju inflasi terbesar adalah salak, minyak
goreng, batu bata, emas perhiasan, dan ikan bandeng. Pada tahun 2018, lgju inflas
Kabupaten Kudus mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Lgu inflasi pada
posis 3,11% atau sedikit lebih rendah dibanding inflasi nasional dan lebih tinggi
dibanding inflasi Jawa Tengah yang sebesar 2,82%.

3. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun cenderung
mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari keberhasilan pelaksanaan program
tersebut dapat dilihat pada jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin
tahun dari ke tahun 2013 - 2018 menunjukkan adanya penurunan. Persentase
penduduk miskin tahun 2013 sebesar 8,62% menurun dibandingkan tahun 2018 yang
sebesar 6,98%. Pada indeks keparahan kemiskinan (P2) relatif mengalami penurunan
dari 0,21 di tahun 2017 menjadi 0,19 pada tahun 2018. Berbagai program/kegiatan
perlindungan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat serta pemberdayaan
dilaksanakan di Kabupaten Kudus merupakan upaya konkrit untuk mengurangi angka
kemi skinan.

4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Partisipas Angkatan Kerja mengindikasikan besarnya
persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah
dengan interpretas semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula
pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan
jasa dalam suatu perekonomian. Adapun konsep tenaga kerja adalah Penduduk yang
termasuk angkatan kerja dengan usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau
punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari
®mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, ®mereka yang tak punya
pekerjaan dan mempersiapkan ussha dan ®mereka yang tak punya pekerjaan dan
tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
Kabupaten Kudus sudah berhasil menekan penurunan Tingkat Pengangguran
Terbuka pada angka 3,33%. Pada kurun waktu 2013 - 2018 diketahui angka
pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,07%. Ha ini
dikarenakan waktu pendataan dilaksanakan 1 (satu) minggu setelah lebaran, sehingga
tercatat sebagian angkatan kerja informal (tukang, pedagang, atau wiraswasta lain)
yang bekerja di kota lain pada posis menganggur. Jumlah pengangguran dalam
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kurun waktu 2013 — 2018 mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan tingkat
kesgahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus lebih baik dibanding tahun
sebelumnya.

Sumber : 1. SPD - Badan Pusat Satistik Kabupaten Kudus Tahun 2018.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Tahun 2019.
3. Data 2016 : Pusdatin Kemenaker.

B. Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi “ Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera”
melalui 8 Mis sebagai mana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, maka dirumuskan kebijakan pembangunan
daerah, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegras
dengan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.
Sedangkan kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan
belanja daerah dan pembiayaan daerah. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai
konsekwensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, melaui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian
manajemen keuangan daerah termasuk arah pengel olaan pendapatan dan belanja daerah.
Dalam rangka meningkatkan manajemen keuangan daerah, kebijakan yang diambil
adalah :

1. Kebhijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah salah satu komponen dalam struktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan perkiraan terukur secara
rasional yang dapat dicapa untuk setiap sumbernya, yang terdiri dari pendapatan adli
daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan
pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintah daerah. Pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan
berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menggali potensi sumber
penerimaan guna menunjang beban belanja daerah. Untuk itu perlu ketepatan dalam
perencanaan, kebijakan, strategi dan penetapan target. Kebijakan yang ditempuh
dalam pencapaian target pendapatan daerah:

a. Merencanakan target Pendapatan Adi Daerah (PAD) yang redlistis dengan
mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potens dan asumsi
pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis
penerimaan daerah;

b. Mengupayakan kebijakan yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;

c. Menyederhakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan
retribusi daerah;

d. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi dalam pembayaran;
e. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
f.  Meningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan; dan

Disamping hal tersebut, kebijakan peningkatan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan ditempuh dengan memperhatikan :
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a. Membandingkan secararasional hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan nilai
kekayaan daerah yang disertakan;

b. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum
dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan swasta.

2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang
diadokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh masyarakat
tanpa diskriminatif, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah
dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan wgjib yang menjadi
kewenangan daerah yang terdiri dari:

Urusan Wajib Pelayanan Dasar sgjumlah enam Urusan dan Urusan Wgjib
Bukan Pelayanan Dasar sgjumlah 17 Urusan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan pentaan
ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat dan sosial. Selanjutnya mengingat pentingnya
belanja daerah maka perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan belanja dengan
memperhatikan prioritas pembangunan, kendala dan strateginya. Arah pengelolaan
belanja daerah tahun 2018 adalah :

a. BelanjaTidak Langsung

1) Kebijakan belanja tidak langsung diprioritaskan pada belanja yang wajib
dikeluarkan antaralain : Belanja Pegawai dipergunakan untuk membiayai:

- Gaji dan tunjangan pegawai termasuk uang representasi anggota DPRD;
gaji pegawai diasumsikan tetap, ditambah acress 2,5% dan pemberian ggji
ke 13 dan 14;

- Belanja pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan komunikasi
intensif;

- Tambahan Penghasilan PNS;

- Tambahan Penghasilan Guru PND dan Tunjangan Profesi Guru PNSD;

- Belanja penerimaan lainnya untuk Bupati/Wakil Bupati berupa penunjang
operasional.

2) Belanja hibah digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

Pada tahun 2018 pemberian dana hibah dilakukan secara lebih selektif sesua
dengan regulasi yang baru.

3) Belanja bantuan sosial, diadokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas
kehidupan sosia dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi
dari kemungkinan terjadinyarisiko sosia pada tahun 2018.

4) Belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota digunakan untuk pemenuhan
kewajiban atas redlisas pendapatan pajak dan retribusi daerah.

5) Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan kepada pemerintah desa baik yang
bersfaa umum maupun khusus dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan. Sedangkan bantuan kepada partai politik
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diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk belanja kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
yang telah ditutup.

b. BelanjaLangsung

Belanja Langsung diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan
yang mengarah pada pencapaian pada vis dan misi Kabupaten Kudus dan
memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip:

1) Efisens, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2) Efektivitas, yang diprioritaskan kepada program/kegiatan untuk mendorong
program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (leverage) atau pengaruh
ganda (multi effect) yang lebih besar, misalnya peningkatan infrastruktur,
perluasan  pertumbuhan  ekonomi, perluasan kesempatan Kerja,
penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, akses
pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kepemerintahan, serta
pencapaian visi, misi Kabupaten Kudus.

3) Akuntabilitas, kejelasan tolok ukur dan targetnya, yang sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam RPIMD Kabupaten
Kudus.

4) Transparansi, dimaksudkan bahwa setiap pengeluaran dipublikasikan dan
dipertanggungjawabkaan sesuai dengan ketentuan yang berl aku.

C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam APBD Tahun Anggaran 2018 telah
menetapkan target capaian kinerja setiap pendapatan dan belanja, baik dalam konteks
daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun program dan kegiatan, yang bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas
dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan telah memberikan informasi
yang jelas dan terukur serta memiliki korelas langsung dengan keluaran yang
diharapkan dari program dan kegiatan yang dimaksud, ditinjau dari aspek indikator,
tolok ukur dan target kinerja. Dalam APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018
pel aksanaan dan penatausahaan keuangan daerah oleh Kepala Daerah selaku pemegang
kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dan oleh SKPD selaku Peabat Pengguna
Anggaran/Barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dengan Pgabat Pengguna Anggaran/Barang daerah ini
akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab,
mencerminkan adanya mekanisme automatic control serta untuk mendorong upaya
peningkatan profesionalisme dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.
Selanjutnya hasil dari pelaksanaan dan penatausahaan keuangan tersebut
dipertanggungjawabkan dengan indikator capaian target kinerja APBD Tahun
Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

1. Pendapatan.

Target pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp2.016.314.097.000,00 teredlisas
sebesar Rp1.996.530.094.357,00 atau 99,02% dengan rincian:

a. Pendapatan Adli Daerah (PAD).

Target PAD ditetapkan sebesar Rp310.288.695.000,00 teredlisasi sebesar
Rp337.364.609.424,00 atau 108,73%. Terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah
dengan target sebesar Rp102.160.000.000,00 terealisasi Rp114.155.438.957,00
atau 111,74%; Pendapatan Retribus Daerah target Rp26.302.115.000,00
terealisasi Rp18.367.332.884,00 atau 69,83%; Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan target Rp.7.118.227.000,00 teredisas
Rp7.574.356.302,00 atau 106,41%; dan Lain-lan PAD yang Sah target
Rp174.708.353.000,00 terealisas Rp197.267.481.281,00 atau 112,91%.

b. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer ditetapkan sebesar Rp1.638.401.963.000,00
terealisasi sebesar Rp1.591.654.394.537,00 atau 97,15% terdiri dari:

- Transfer Pemerintah Pusat target ditetapkan sebesar Rpl.330.333.676.000,00
terealisasi sebesar Rp1.281.771.374.568,00 atau 96,35%, yang terdiri dari :
Dana Bagi Hasil Pgjak ditetapkan sebesar Rp 277.212.901.000,00 teredisas
Rp 234.319.736.596,00 atau 84,53%; Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber
Daya Alam) dengan target sebesar Rpl1.377.992.000,00 terealisasi sebesar
Rp1.340.380.149,00 atau 97,27%; Dana Alokas Umum dengan target
sebesar Rp807.711.173.000,00 teredlisas Rp807.056.990.772,00 atau
99,92%; Dana Alokasi Khusus dengan target sebesar Rp244.031.610.000,00
terealisasi sebesar Rp239.054.267.051,00 atau 97,96%.

- Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya yaitu Dana Penyesuaian dengan target
sebesar Rp143.120.780.000,00 terealisasi sebesar Rp143.594.518.400,00 atau
100,33% .

- Tranfer Pemerintah Daerah Lainnya, yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil
Pajak Proving dengan target sebesar Rpl45.253.247.000,00 teredisas
sebesar Rp147.274.056.569,00 atau 101,39%.

- Bantuan Keuangan yaitu Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi
Lainnya dengan target sebesar Rp19.694.260.000,00 terealisasi sebesar
Rp19.014.445.000,00 atau 96,55%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar
Rp67.623.439.000,00 terealisas Rp67.511.090.396,00 atau 99,83%.

2. Bdanja

Pagu belanja ditetapkan sebesar Rp1.892.755.440.000,00 terealisas sebesar
Rp1.719.107.548.945,00 atau 90,83% dengan rincian sebagal berikut:

a. BelanjaOperasi.

Pagu Belanja Operas ditetapkan sebesar Rpl.454.234.755.000,00 terealisas
sebesar Rp1.341.529.256.745,00 atau 92,25 % dengan penggunaan, sebagai
berikut:

- Belanja Pegawai, dengan mengakomodasi gaji ke 13, 14 dan TPP ke 13 dari
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pagu yang ditetapkan sebesar Rp869.576.822.000,- teredlisasi sebesar
Rp825.901.628.175,00 atau 94,98%.

- Belanja Barang dan jasa, dari pagu yang ditetapkan sebesar
Rp514.778.056.000,00 terealisasi sebesar Rp453.849.265.039,00 atau
88,16%.

- Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp62.330.097.000,00 teredlisas sebesar
Rp54.557.133.531,00 atau 87,53%.

- Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp7.549.780.000,00 terealisas
sebesar Rp7.221.230.000,00 atau 95,65% dengan peruntukan organisas
kemasyarakatan, kelompok masyarakat. Realisasi ini sesuai dengan yang
memenuhi persyaratan untuk penerima Belanja Bantuan Sosial.

b. BelanjaModa

Belanja modal dialokasikan sebesar Rp437.020.685.000,00 terealisasi sebesar
Rp377.578.292.200,00 atau 86,40% yang dipergunakan untuk mendukung
terwujudnya keberlangsungan pembangunan utamanya dalam peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Belanja Tanah yang dialokasikan sebesar Rp21.572.126.000,00 tidak
terealisasi dikarenakan ijin pinjam pakai kawasan hutan masih dalam proses
pengajuan kelengkapan yang berupa rekomendasi Gubernur dan Pertek Dirut
Perhutani serta peta Kawasan hutan yang dimohon.

- Belanja Peradatan dan Mesin dialokasikan sebesar Rp109.684.390.000,00
terealisasi sebesar Rp93.014.373.816,00 atau 84,80%.

- Belanja Gedung dan Bangunan dialokasikan sebesar Rp174.515.094.000,00
terealisasi sebesar Rp159.967.977.672,00 atau 91,66%.

- Beélanja Jaan, Irigasi, dan Jaringan  dialokasikan  sebesar
Rp120.211.792.000,00 terealisas Rp114.260.375.450,00 atau 95,05%.

- Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rpl11.037.283.000,00 terealisas
Rp10.335.565.262,00 atau 93,64%.

c. BelanjaTak Terduga

Belanja Tak Terduga sebesar Rpl1.500.000.000,00 pada tahun 2018 tidak
digunakan.

3. Transfer

Transfer sebesar Rp254.492.595.000,00 teredlisasi sebesar Rp238.594.103.550,00
atau 93,75% dengan perincian sebagai berikut:
Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp12.919.412.000,00 terealisas
Rp12.829.396.700,00 atau 99,30%, terdiri dari:

a. Transfer Bagi Hasil Pgjak dialokasikan sebesar Rp10.216.000.000,00 terealisasi
Rp10.142.631.800,00 atau 99,28%

b. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya dialokaskan Rp2.703.412.000,00
terealisasi Rp2.686.764.900,00 atau 99,38%.

Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp241.573.183.000,00 teredisas
Rp225.764.706.850,00 atau 93,46%, terdiri dari :
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a Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar
Rp500.000.000,00 terealisasi Rp200.000.000,00 atau 40,00%.

b. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp239.893.463.000,00 terealisasi
Rp224.385.399.800,00 atau 93,54%

c. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rpl1.179.720.000,00 terealisasi
Rp1.179.307.050,00 atau 99,96%

4. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp138,933.938.000,00 teredlisas sebesar
Rp138.850.753.150,00 atau 99,94%. terdiri dari penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SILPA) dengan pagu sebesar Rp138.933.938.000,00
teredlisas Rp138.845.378.580,00 dan Penerimaan Kembali Investas non
permanen (dana bergulir) yang semula tidak dipasang terget, terealisasi
Rp5.374.570,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp8.000.000.000,00 terealisasi
sebesar Rp8.000.000.000,00 atau 100,00%. Terdiri dari Penyertaan Modal
(Investas) Pemerintah Daerah sebesar Rp8.000.000.000,00 teredisas
Rp8.000.000.000,00 atau 100,00% dengan perincian sebagai berikut :

- Investasi pada PDAM sebesar Rp7.500.000.000,00.
- Investasi pada PD BPR BKK Kudus sebesar Rp.500.000.000,00.

Dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan, didapat
Pembiayaan  Netto, yang pada APBD  diprediksikan  sebesar
Rp130.933.938.000,00 teredisas Rpl130.850.753.150,00 atau 99,94%.
Pembiayaan Netto ini biasanya digunakan untuk menutup defisit anggaran,
namun di tahun 2018 terjadi surplus sebesar Rp38.828.441.862,00 sehingga
terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) tahun 2018
sebesar Rp169.679.195.012,00.

Jumlah SILPA tersebut terdiri dari:

a Kasdi KasDaerah Rp 133.404.168.934,00
b. Kasdi RSUD Kab. Kudus Rp 23.970.193.809,00
c. KasBLUD di Puskesmas Rp 3.934.991.584,00
d. Kasdi Bendahara Penerimaan Rp 6.780.499.504,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 5.875.000,00
f. Kasdi BendaharaBOS Rp 1.583.466.181,00
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BAB I11
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. lkhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

NO. NAMA SKPD ANGGARAN REALISASI %
1| DS PENDIOIAN, KEPEMUDAAN 654.061.435.000,00 |  626.197.245.062,00 | 95,74
2 | DINAS KESEHATAN 116.986.237.000,00 96.489.373.737,00 | 82,48
3 | Puskesmas Wergu Wetan 4.124.973.000,00 3.572.828.366,00 | 86,61
4 Puskesmas Purwosari 3.944.339.000,00 3.382.982.850,00 85,77
5 | Puskesmas Rendeng 3.779.754.000,00 3.303.512.759,00 | 87,40
6 | Puskesmas Jati 4.944.817.000,00 4.454.065.807,00 | 90,08
7 | Puskesmas Ngembal Kulon 4.623.593.000,00 4.072.215.249,00 | 88,07
8 | Puskesmas Undaan 6.894.701.000,00 6.111.519.649,00 | 88,64
9 | Puskesmas Ngemplak 3.856.954.000,00 3.333.047.499,00 | 86,42
10 | Puskesmas Mejobo 6.413.450.000,00 5.692.795.181,00 | 88,76
11 | Puskesmas Jepang 6.115.057.000,00 5.075.354.409,00 | 83,00
12 | Puskesmas Jekulo 7.576.813.000,00 6.973.583.704,00 | 92,04
13 Puskesmas Tanjungrejo 5.919.020.000,00 4.913.042.832,00 83,00
14 | Puskesmas Dawe 8.434.111.000,00 7.192.478.831,00 | 85,28
15 | Puskesmas Rejosari 7.898.854.000,00 7.406.910.986,00 | 93,77
16 | Puskesmas Bae 4.105.833.000,00 3.454.792.296,00 | 84,14
17 | Puskesmas Gribig 6.458.321.000,00 6.041.695.965,00 | 93,55
18 Puskesmas Gondosari 5.048.486.000,00 4.170.757.931,00 82,61
19 | Puskesmas Kaliwungu 6.599.872.000,00 5.817.795.785,00 | 88,15
20 | Puskesmas Sidorekso 5.037.886.000,00 4.377.182.281,00 | 86,89
21 Puskesmas Dersalam 3.643.045.000,00 3.113.786.044,00 85,47
22 | Laboratorium DKK 1.380.299.000,00 1.207.618.508,00 | 87,49
53 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. 0350
LOEKMONO HADI 213.307.746.000,00 |  199.641.000.525,00 '

oa | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN o105
PENATAAN RUANG 179.220.419.000,00 |  145.257.623.293,00 '
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

25 | PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN 87.880.771.000,00 83.547.340.858,00 | 95,07
HIDUP

26 | SANTOR KESATUAN BANGSA DAN 2.881.272.000,00 2583.210.618,00 | 89,66

27 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 20.382.691.000,00 18.609.276.885,00 | 91,30
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

28 Zﬁiﬁwﬁé’,@é,ﬁgiﬂgﬁﬂﬁgﬂDUK 15.238.415.000,00 13.010.717.366,00 | 85,38
DAN KELUARGA BERENCANA

29 | DADAN PENANCSULANGAN 3.675.104.000,00 3.304.492.768,00 | 92,36
DINAS TENAGA

30 | KERJAPERINDUSTRIAN,KOPERASI, 30.673.476.000,00 27.728.270.335,00 | 90,40
USAHA KECIL DAN MENENGAH

31 | DS e D JKAN DAN 10.410.790.000,00 9.512.905.181,00 | 91,38

B2 | D R e 10.717.316.000,00 8.756.711.656,00 | 81,71

33 | DINAS PERHUBUNGAN 25.703.311.000,00 23.690.860.491,00 | 92,17

34 | DNAS HOVUNIKASIDAN 10.805.434.000,00 9.893.956.003,00 | 91,56

35 | P L N TL 6.712.965.000,00 6.170.537.247,00 | 91,92

36 | DINAS KEBUDAYAAN DAN 24.591.214.000,00 23.110.580.968,00 | 93,98
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NO. NAMA SKPD ANGGARAN REALISASI %
PARIWISATA
3T | D e DAN 4.845.183.000,00 4.232.460.523,00 | 87,35
38 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 26.129.290.000,00 24.356.522.343,00 93,22
39 DINAS PERDAGANGAN 44.215.032.000,00 36.604.771.225,00 82,79
40 Bi\éVRAA\IHPERWAKILAN RAKYAT 24.720.726.000,00 22.896.085.398,00 92,62
41 BUPATI DAN WAKIL BUPATI 721.173.000,00 698.835.512,00 96,90
42 Bagian Tata Pemerintahan 2.243.773.000,00 1.758.348.401,00 78,37
43 Bagian Hukum 2.691.814.000,00 2.502.549.891,00 92,97
44 Bagian Perekonomian 1.226.708.000,00 1.173.242.784,00 95,64
45 Bagian Pengendalian Pembangunan 2.674.950.000,00 2.637.272.778,00 98,59
46 Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.610.657.000,00 3.773.887.340,00 81,85
47 Bagian Perlengkapan dan Keuangan 8.412.131.000,00 7.697.502.361,00 91,50
48 Bagian Organisasi 3.321.589.000,00 2.978.660.746,00 89,68
49 Bagian Umum 16.921.625.000,00 14.451.133.204,00 85,40
50 igﬂ?ﬂr} Sfrea;‘?k;e”n‘:g‘;ﬁgf:;n 335.290.000,00 253.990.951,00 | 7575
51 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.083.202.000,00 952.906.716,00 87,97
52 SEKRETARIAT DPRD 31.763.979.000,00 27.707.260.214,00 87,23
53 KECAMATAN KALIWUNGU 4.532.663.000,00 4.334.792.877,00 95,63
54 KECAMATAN KOTA 6.446.291.000,00 6.212.081.887,00 96,37
55 Kelurahan Purwosari 1.587.283.000,00 1.489.594.742,00 93,85
56 Kelurahan Sunggingan 1.396.769.000,00 1.322.227.371,00 94,66
57 Kelurahan Panjunan 1.738.119.000,00 1.647.773.028,00 94,80
58 Kelurahan Wergu Wetan 1.569.587.000,00 1.462.096.630,00 93,15
59 Kelurahan Wergu Kulon 1.604.863.000,00 1.440.321.336,00 89,75
60 Kelurahan Mlati Kidul 1.534.748.000,00 1.430.545.062,00 93,21
61 Kelurahan Mlati Norowito 1.241.330.000,00 1.103.217.970,00 88,87
62 Kelurahan Kerjasan 1.473.185.000,00 1.372.267.763,00 93,15
63 Kelurahan Kajeksan 1.518.508.000,00 1.386.877.248,00 91,33
64 KECAMATAN JATI 4.536.926.000,00 4.381.762.300,00 96,58
65 KECAMATAN UNDAAN 4.104.699.000,00 3.667.685.752,00 89,35
66 KECAMATAN MEJOBO 4.557.480.000,00 4.397.190.892,00 96,48
67 KECAMATAN JEKULO 9.285.291.000,00 4.231.289.724,00 45,57
68 KECAMATAN BAE 4.234.161.000,00 3.887.161.393,00 91,80
69 KECAMATAN GEBOG 5.348.611.000,00 5.065.124.647,00 94,70
70 KECAMATAN DAWE 5.170.754.000,00 5.021.654.701,00 97,12
71 INSPEKTORAT DAERAH 14.432.960.000,00 13.173.806.258,00 91,28
BADAN PERENCANAAN
72 PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 11.435.216.000,00 10.435.546.510,00 91,26
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
8| A, (EUANGAN DAN 350.150.377.000,00 |  322.930.915.528,00 | 223
74 EQBS'I\IDFK%APNESQ\IGVQ:EAL%TIHAN 13.382.318.000,00 11.370.209.564,00 84,96
2.147.248.035.000,00 1.957.701.652.495,00 91,17
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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Tar get yang telah ditetapkan.

1. Pendapatan

Pada tahun anggaran 2018 realisasi Pendapatan Adli Daerah (PAD) secara kumulatif
realisasinya kurang tercapai.

Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi terus
dilakukan, namun ada beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat
mencapai target, meliputi:
ALASAN TIDAK MENCAPAI TARGET PENDAPATAN ASL|I DAERAH (PAD)
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.

Jenis Penerimaan

Target

Realisasi

%

Penyebab tidak mencapai

Upaya yang dilakukan untuk

Umum

target memperbaikinya
1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PANATAAN RUANG
Target terlalu tinggi
karena tidak sesuai
- Penjualan Drum 15.780.000 7.640.000 48,42 dengan pengadaan
Bekas aspal (Pengadaan aspal
kwantitasnya dibawah
yang ditargetkan)
2. DINAS PERHUBUNGAN
1 Retribusi Daerah
Kenaikan target yang Merencanakan strategi
dibebankan cukup tinggi pemetaan wilayah-
dari tahun sebelumnya wilayah perparkiran di
Retribusi Pelayanan Ka?up?tgq qultjs yang
1.1 | Parkir Di Tepi Jalan | 2.014.061.000 537.050.000 26,67 meliputl jalan-jalan

protokol non kawasan
tertib lalu lintas dan
wilayah pertokoan di
sekitar jalan-jalan kota

Dengan
berkembangnya ruko-
ruko baru yang
mempunyai lahan parkir
sendiri baik besar
maupun kecil, dapat
mengurangi pendapatan
retribusi parkir tepi jalan
umum

Mengorganisir petugas
parkir agar
terkendali/terpantau oleh
koordinator (dinas) sesuai
dengan target
pendapatan yang telah
ditetapkan

Akibat regulasi
Kawasan Tertib lalu
lintas (KTL) yang
melarang kendaraan
parkir di sepanjang
kawasan tertib lalu
lintas.

Menggali potensi lahan-
lahan perparkiran baru

Menganalisis kinerja
petugas perparkiran
sesuai potensi lokal

Mengoptimalkan petugas
parkir yang sudah ada
dengan beberapa ruas
lokasi perparkiran yang
dianggap berpotensi

Memberikan motivasi
kepada petugas parkir
dengan memberikan
pembinaan 2 kali setiap
tahun

Melakukan pembinaan
terhadap petugas parkir
yang kurang disiplin
secara persuasif dan
lugas
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CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Penyebab tidak mencapai

Upaya yang dilakukan untuk

PINTU (DPMPTSP)

NO. Jenis Penerimaan Target Realisasi % o
target memperbaikinya
Mengendalikan potensi
pendapatan dari petugas
parkir agar lebih optimal
dari target yang telah
ditetapkan/disepakati oleh
masing-masing juru parkir
Berkurangnya Mengadakan operasi
kendaraan yang masuk pada ruas-ruas jalan dan
Retribusi Terminal - terminal sebagai akibat memberikan teguran
1.2 | Fasilitas Lainnya di 58.625.000 32.313.600 55,12 dari meningkatnya kepada awak sopir / PO
Lingkungan Terminal penggunaan kendaraan Angkutan Penumpang
pribadi yang tidak masuk
Terminal
Kurangnya peminat Melakukan peningkatan
untuk menyewa gudang fasilitas terminal
yang ada di lingkungan
terminal
Lokasi parkir khusus Mengoptimalkan lahan
— yang berkurang dengan parkir yang ada
13 | Retibus Tempat 25581.721.000 | 660.815.000 25,60 adanya bencana
kebakaran pada kudus
plasa
Berkurangnya luasan
area parkir khusus
ramayana karena lahan
parkir yang sebelumnya
disewa, diminta kembali
oleh pemerintah desa
barongan
Kenaikan target yang
dibebankan cukup tinggi
dari tahun sebelumnya
Pendapatan retribusi -
tergantung ada tidaknya
Retribusi 1zin Trayek pemohon yang
1.4 | Kepada Orang 200.000 0,00 membutuhkan izin
Pribadi trayek kepada orang
pribadi
P Lain-lain PAD Yang
Sah
Sebagian besar Memberikan teguran
kendaraan wajib uji secara tertulis berupa
telah melaksanakan uji peringatan atau himbauan
Denda Retribusi kendaraan tepat waktu kepada pemilik
2.1 | Pengujian 30.000.000 11.817.700 39,39 kendaraan wajib uji untuk
Kendaraan Bermotor melaksanakan uji
kendaraan sesuai
persyaratan yang berlaku
3 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU

Retribusi Pelayanan

Belum bisa dilakukan
upaya jemput bola
terhadap obyek retribusi

Pembuatan data terhadap
obyek retribusi pelayanan
penguburan yang lebih

1. Penguburan 6.000.000 2.765.000 46,08 karena data dukung baik
belum terkuasai
seluruhnya
Peralihan pelayanan Telah melakukan
perijinan IMB yang sosialisasi tentang
mulai bulan Maret 2018 penggunaan sistem
S menggunakan sistem pelayanan perijinan
Retribusi Izin online perlu dibutuhkan secara online baik kepada
2. Mendirikan 3.351.987.000 1.218.119.150 36,34 waktu bagi masyarakat pengusaha dan aparat di
Bangunan dan pelayan masyarakat tingkat kecamatan

untuk dapat beradaptasi
dengan sistem baru
tersebut
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CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO.

Jenis Penerimaan

Target

Realisasi

%

Penyebab tidak mencapai

target

Upaya yang dilakukan untuk
memperbaikinya

Penggunaan sistem
OSS dalam pelayanan
perijinan di PTSP
seluruh indonesia,
membutuhkan adaptasi,
sehingga pada tahun
2018 merupakan tahun
transisi dalam
penyesuaian semua
kegiatan pelayanan dan
ini berdampak pada
pemenuhan retribusi
IMB

Telah melakukan
pendampingan kepada
pengusaha dan
melakukan pelatihan OSS
untuk aparat kecamatan
sebagai simpul pelayanan
di PTSP

DINAS PERTANIAN, PERIKA

NAN DAN KEHUTANAN

Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah -
Penyewaan Tanah
dan Bangunan

Retribusi Rumah
Potong Hewan

15.600.000

8.229.280

52,75

Jumlah target terlalu
tinggi dibanding dengan
obyek luas lahan yang
disewakan.

51.612.000

10.189.500

19,74

Banyak pemotongan di
luar RPH sehingga
pemungutan retribusi
tidak maksimal, RPH
pemerintah di
Prambatan tidak optimal

Kurangnya kesadaran
masyarakat untuk
memotong ternak di
RPH dan banyaknya
pemotongan ternak
diluar RPH pemerintah

DINAS PERDAGANGAN

Retribusi Pelayanan
1. Parkir Di Tepi Jalan
Umum

446.800.000

233.725.000

52,31

Pengalihan target dari
Dinas Perhubungan ke
Dinas Perdagangan
pada bulan September
2017 sedangkan target
untuk 1 Tahun

Optimalisasi pengelolaan
parkir termasuk
pembinaan petugas parkir

Retribusi Pemakaian
kekayaan Daerah -
Penyewaan tanah
dan bangunan

4.880.902.075

1.665.777.879

34,13

PKD pasar bitingan dan
pasar jember belum
bisa dipungut karena
pengelolaan dari pihak
ketiga belum diserahkan
kepada pemerintah
kabupaten

Masa peralihan aset
kios dan los dari
investor ke Pemerintah
Daerah sehingga butuh
waktu untuk sosialisasi
ke pedagang

Sosialisasi ke pedagang
dan intensifikasi
pendapatan PKD

Retribusi Tempat
Khusus Parkir

1.438.550.000

589.827.000

41,00

Melanjutkan target dari
Dinas Perhubungan
dengan target tinggi
yang tidak sesuai
dengan potensi yang
ada

KECAMATAN UNDAAN

Retribusi 1zin
Mendirikan
Bangunan

3.120.000

908.280

29,11

Minimnya kesadaran
masyarakat untuk
mengurus perijinan
bangunan
Spesifikasi bangunan

diatas standart perijinan
yang ada di kecamatan

Sosialisasi menyeluruh ke
masing-masing desa

Pengajuan perubahan
standart luasan bangunan

KECAMATAN BAE

Retribusi 1zin

- Mendirikan

Bangunan

3.120.000

1.398.590

44,83

Banyak bangunan yang
berada di atas tanah
kavling dan juga
perumahan dimana
kewenangan bukan di
kecamatan

Sosialisasi kepada warga
masyarakat terkait
pengajuan ijin mendirikan
bangunan tempat tinggal
(IMB) dibawah 100 m2
pada saat kegiatan di
desa
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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

NO. e e - Target R % Penyebab tidak mencapai Upaya yang dilakukan untuk
target memperbaikinya
- Banyak bangunan Sosialisasi kepada kepala
rumah tinggal yang desa, perangkat, desa,
berada dilokasi tokoh masyarakat,dalam
bersepadan jalan dan kegiatan rapat koordinasi
bukan kewenangan di tingkat kecamatan
kecamatan
- Banyak masyarakat
mengajukan
permohonan IMB
karena ada kepentingan
saja
8. KECAMATAN GEBOG
- kurang dari 100 m2tetapi Sosialisasi ke Aparat
Retribusi Izin tidak masuk dalam Pemerintah Desa dalam
- Mendirikan 3.120.000 1.617.469 51,84 ranah paten kecamatan pengajuaniMB di bawah
Bangunan 100 m2yang masuk ranah
Paten kecamatan
- Masih rendahnya
kesadaran masyarakat
9. KECAMATAN DAWE
Terkait pemberlakukan Telah melaksanakan
- 0SS (online single pendampingandan
submission) untuk mengarahkan pelayanan
pelayanan legalisasi perijinan ke DPMPTSP
perijinan (SIUP, TDP, Kabupaten Kudus dan
L IUMK dan IMB) mulai bisa diakses lewat online
ﬁet”db.”i' Izin Bulan Agustus 2018,
- endirikan 3.120.000 898.583 28,80 semua pelayanan
Bangunan e
perijinan dialihkan ke
DPMPTSP Kabupaten
Kudus,yang mana
kecamatan hanya
melayani perijinan diluar
ijin berusaha
2. Belanja

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target belanja
yang telah ditetapkan adalah antaralain:

a. Regulasi, datangnya kadang terlambat.

b. Pembebasan Tanah Logung masih dalam proses.
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CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANS

A. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan K euangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Kudus, yang terdiri dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntans adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan
oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Basis Akuntans yang Mendasari Penyusunan L aporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus
adalah Basis Akrual, entitas pelaporan dan entitas akuntans menyelenggarakan
akuntans berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntans yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban
dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
menggunakan basis kas.

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan L aporan K euangan

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyusun laporan keuangan mendasarkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Kudus dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntans
Pemerintah Kabupaten Kudus.

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-L O dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sgarah dan budaya. Dalam
pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar
laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak
kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
a Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)
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bulan sgak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan
persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

1) Kasdicatat sebesar nilai nominal;
2) Investas jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersh yang dapat direalisasikan (net
realizable value), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan
piutang tidak tertagih;

4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar
persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan
piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman
masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang
masih beredar (outstanding).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang.
Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

a) Piutang Pgjak dan Retribus

Umur Piutang % Penyisihan Piutang Tak
Tertagih
1 0-1 tahun 15
2 >1-2 tahun 25
3 >2-3 tahun 40
4 >3-4 tahun 60
5 >4-5 tahun 80
6 >5 tahun 100

b) Piutang terkait layanan RSUD
(1) Pasien NonUmum/ IKS

Umur Piutang % Penyisihan Piutang Tak Tertagih
1 0-1 tahun 0
2 >1-2 tahun 25
3 >2-3 tahun 50
4 >3-4 tahun 75
5 >4 tahun 100

(2) Pasien Umum

Umur Piutang % Penyisihan Piutang Tak Tertagih
1 0-1 tahun 10
2 >1-2 tahun 50
3 >2-3 tahun 75
4 >3 tahun 100

¢) Piutang Lainnya Selain angka a) dan b)

Setelah jatuh tempo % Penyisihan Piutang Tak
Tertagih

0-1 tahun 0

>1-3 tahun 25
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Setelah jatuh tempo % Penyisihan Piutang Tak
Tertagih

>3-5 tahun 50

>5 tahun 100

5) Persediaan dicatat sebesar:
a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

c) Nila wagar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan.

b. Investas Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investas yang dimaksudkan untuk dimiliki
selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan
untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau
manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat. Investas jangka panjang terdiri atas (1)
Investasi Permanen; dan (2) Investass Non Permanen.

1) Investasi Permanen
Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagal investas apabila
memenuhi kriteria

a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial
di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah;

b) nilai perolehan atau nilai wajar investas dapat diukur secara memadai
(reliable).

Pengukuran
Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:
a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investas dicatat sebesar biaya
perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil
yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investas pada badan
usaha/lbadan hukum yang terkait.Metode ini diterapkan untuk
kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat
investas awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi
sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal
perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang
diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah
daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap
nilai investas juga diperlukan untuk mengubah pors kepemilikan
investas pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul
akibat pengaruh valuta asing serta revaluas aset tetap. Metode ini
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diterapkan untuk: (1) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan
kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan
metode ekuitas, dan (2) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan
metode ekuitas.

¢) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode
ini diterapkan untuk investas bersifat nonpermanen.

2) Investas Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investas non permanen pada
Kabupaten Kudus berupa pengelolaan dana bergulir untuk kelompok
masyarakat.

Pengukuran

Investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai
sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat
direalisasikan adalah saldo investasi dalam bentuk dana bergulir kepada
kelompok mayarakat setelah dikurangi penyisihan dana bergulir yang tidak
tertagih.

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Penyisihan dana bergulir tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari saldo dana bergulir yang telah diklasifikasikan sesuai dengan
jatuh temponya (aging scedule), sebagai berikut:

1 0-1 tahun Lancar 0

2 >1-3 tahun Kurang Lancar 25
3 >3-5 tahun Diragukan 50
4 >5 tahun Macet 100

Untuk dana bergulir berupa hewan ternak berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Jika Ternak mati diluar kelaaian petani maka langsung dikatagorikan
macet;

b) Jika Ternak mati karena kelalaian atau kesengajaan petani maka katagori
mengikuti tabel diatas;

c) Dalam hal ternak dipotong paksa (karena sakit), maka kerugian (selisih
antara harga pokok dengan harga jual daging) dikatagorikan sebagai
macet. Pengembalian hargajua mengikuti tabel diatas;

d) Apabila petani penggaduh/mitra mati dan ternak tidak ada/mati diusulkan

untuk penghapusan dengan mengikuti prosedur/tatacara penghapusan
aset.

C. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

LKPD Kabupaten Kudus TA. 2018 23




PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilar wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi
dalam pengerjaan dan asset tetap lainnya, seluruh aset tetap dapat disusutkan
sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap
yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga
kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peraatan, dan semua biaya
lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerapkan nilai satuan minimum
kapitalisas aset tetap (minimum capitalization threshold), yakni batasan jumlah
biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus
dikapitalisas atau tidak. nilai satuan minimum kapitalisas aset tetap terdiri atas
pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil
pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisas aset
tetap diatur sebagai berikut:

1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau
lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan catatan belanja
modal yang jumlahnya dibawah Rp.500.000,00 tetap dicatat dalam
daftar/buku inventaris secara terpisah;

2) Pengukuran nilai satuan minimum Pengeluaran perolehan yang dapat
dikapitalisasi untuk gedung dan bangunan, adalah yang sama dengan atau
lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3) Nila satuan minimum Kkapitalisas aset tetap dikecualikan terhadap
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa
buku dan perpustakaan; barang bercorak kesenian/kebudayaan; dan
hewan/ternak dan tanaman.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investas jangka panjang,
dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan
Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih
dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatas
Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewgjiban dicatat sebesar nila nominal. Kewsgjiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-L RA

a Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah,
diterimaoleh SKPD atau diterima oleh entitas lain atas nama BUD.

b. Akuntans pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto.

c. Pengembalian yang sifathya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan
pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang pendapatan.
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d. Koreks dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai
pengurang pendapatan pada periode yang sama.

e. Koreks dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan
pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang
ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian
tersebuit.

4. Pengukuran Belanja

a Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan.

c. Beanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi,
dan fungsi. Adapun Klasifikas Belanja yang digunakan:

1) BelanjaOperas

Belanja operas adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun
belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial.

2) BelanjaModa

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntans.
Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peradatan dan
mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigas dan jaringan, dan aset tetap
lainnya.

3) BelanjaTidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-
bukti yang sah.

5. Pengukuran Pembiayaan
a.  Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nila
sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang
dikeluarkan atau yang akan dikel uarkan.
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6. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan- LO apabila telah
timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (earnaed) atau
telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya airan masuk
sumber daya ekonomi (realized). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas
Pendapatan-L O adalah sebagai berikut:

a  Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangundangan
diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat
diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya
dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk
menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat
diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh peabat yang berwenang yang
mempunyal kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal
ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang
telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih
imbalan yaitu setelah diserahterimakannnya barang atau jasa dari Pemerintah
Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan- LO ini adalah
pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti
IMB.

2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi
hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari
Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran
paj ak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip self assessment.

b. Pengakuan Pendapatan-LO

Berdasarkan Jenis Pendapatan Entitas Pemerintah Daerah menyajikan
Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan
pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Adli Daerah-LO
a) Pendapatan Pgjak Daerah-LO

Pendapatan Pgjak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang
berasal dari pendapatan perpgjakan yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali. Mekanisme pencatatan Pendapatan Pgjak Daerah-LO
berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai
berikut:

(1) Pengakuan Pendapatan Pgjak Daerah-LO dengan metode self
assessment.

Pengakuan Pendapatan Pgjak Daerah-LO yang dipungut dengan
metode self assessment diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas
Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat
ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pgjak Daerah-
LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan
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menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah
mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

(2) Pengakuan Pendapatan Pgjak Daerah-LO dengan metode official
assessment.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode official
assessment diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih
pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat
otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang
mempunyal kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib
pajak sesuai ketentuan peraturan perpagjakan yang berlaku. Surat
ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat
Pendapatan Pgjak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan
metode official assessment meliputi: Pgjak Bumi dan Bangunan,
Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas
Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun
pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan
pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat
diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribus Daerah (SKRD) atau
yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi
retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribus ljin Mendirikan
Bangunan (IMB), ljin Gangguan (HO), ljin Tempat Penjualan Minuman
Berakohal, dan ljin Trayek.

Pendapatan retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui
berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued) pendapatan. Pendapatan

pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa
tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran
telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

¢) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian
laba BUMD.
d) Lain-lain PAD yang Sah-LO
(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui
Penetapan PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui
ketika telah diterbitkan Surat K etetapan atas pendapatan terkait.
(2) Lain-lain PAD yang Sah-L O tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa
Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih
Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosia
dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan
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dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjuaan, Hasl
dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pagjak, dan
Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui
ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke
RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-L O dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak
menunaikan kewajibannya.

Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi
yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-L O yang ditetapkan dengan perjanjian sewa
diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD
atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi jikaitu terkait
dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori
pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah melipuiti
pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang
lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat
penerimaan di RKUD (realized).

4) Pendapatan Non Operasiona

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset
Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewsjiban Jangka Panjang, Surplus dari
Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita
Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus
Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

7. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potens
pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaks tersebut dalam
periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa
pengeluaran, konsumsi atau timbul nya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawa dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen
sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar ggji, peraturan perundang-
undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada
pegawai dimaksud.
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Koreks dan pengembalian

Koreks beban pegawa yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban
dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila
diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawa dibukukan dalam
pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban
dilakukan dengan pembetul an/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang
1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset
atas pembelian barang persediaan.

a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban

Dengan pendekatan ini, setigp pembelian persediaan akan langsung
dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk
seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit
Umum Daerah.

b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset

Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai
penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan
dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan
aset digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjaanan dinas dicatat sebesar nilai nominal
yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesua ketentuan
peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari
kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah
dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai
pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila
diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa,
pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan
lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetul an pada akun ekuitas.

c. Beban Hibah
Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam
nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai
wajar barang/jasatersebut saat terjadinyatransaksi.

Koreks dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan
sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada
periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam
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pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan
dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

d. Beban Bantuan Sosial
Pengukuran

Beban bantuan sosia dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen
keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan
barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreks dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan
sebagai pengurang beban bantuan sosiad pada periode yang sama. Apabila
diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan
sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan
penambahan beban dilakukan dengan pembetul an/pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisas
Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban
Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban
penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang
Pengakuan

Beban penyishan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan
piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang
Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimas
besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer
Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat
terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen
sumber penetapan nilai transfer.

Koreks dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada
periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang
sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali
beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan
penambahan beban dilakukan dengan pembetul an/pengurangan pada akun ekuitas.
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h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat
pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis
beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang
seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah
Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran
yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.
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BAB V
PENJELASAN POS-POSLAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN ATASPOS-POSLAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Redisas Anggaran (LRA) menygiikan informasi terkait realisas
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan
ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-
pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-
LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto,dan sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya
perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam
bab ini.

1. PENJELASAN POS-POSPENDAPATAN

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan
lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2018, jumlah anggaran pendapatan daerah
adalah sebesar Rp2.016.314.097.000,00 sedangkan redlisasinya adalah sebesar
Rp1.996.530.094.357,00 atau sebesar 99,02%. Redlisasi pendapatan pada tahun 2018
mengalami kenaikan sebesar Rp13.317.016.110,00 atau sebesar 0,67% jika dibandingkan
dengan realisas pendapatan tahun 2017 sebesar Rp1.983.213.078.247,00.

Redlisas Pendapatan ini termasuk redlisas pendapatan BLUD pada RSUD dan
puskesmas dari program Jaminan Kesehatan Daerah yang dibayarkan oleh Dinas
Kesehatan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya
(Pgjak Rokok) masing- masing sebesar Rpl13.326.205.405,00 dan Rp3.756.647.500,00
atau sebesar 0,85% dari total anggaran pendapatan.

Rincian anggaran dan realisas masing - masing kelompok pendapatan tahun 2018
dijelaskan padatabel di bawah ini:

No. Uraian Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 % Realisasi TA 2017
(Rp) (Rp) (Rp)

1 Pendapatan 310.288.695.000,00 337.364.609.424,00 108,73 366.031.203.778,00
Asli Daerah
(PAD)

2 Pendapatan 1.638.401.963.000,00 1.591.654.394.537,00 97,15 1.608.793.622.469,00
Transfer

3 Lain-Lain 67.623.439.000,00 67.511.090.396,00 99,83 8.388.252.000,00
Pendapatan
Daerah yang
Sah

Jumlah 2.016.314.097.000,00 1.996.530.094.357,00 99,02 1.983.213.078.247,00

a. Pendapatan Adli Daerah (PAD)
Pada tahun 2018, anggaran PAD adalah sebesar Rp310.288.695.000,00 dan

realisasinya sebesar Rp337.364.609.424,00 atau sebesar 108,73% .

Redlisas PAD

pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp28.666.594.354,00 atau sebesar
7,83% jika dibandingkan dengan realisas tahun 2017 sebesar Rp366.031.203.778,00.
Rincian anggaran dan realisasi PAD tahun 2018 adalah sebagai berikut:
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No. Uraian Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 % Realisasi TA 2017
(Rp) (Rp) (Rp)

1 Pendapatan Pajak 102.160.000.000,00 114.155.438.957,00 | 111,74 103.927.599.502,00
Daerah

2 Pendapatan Retribusi 26.302.115.000,00 18.367.332.884,00 | 69,83 19.849.728.536,00
Daerah

3 Pendapatan Hasil 7.118.227.000,00 7.574.356.302,00 | 106,41 17.677.058.831,00
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan

4 Lain-lain PAD Yang Sah 174.708.353.000,00 197.267.481.281,00 | 112,91 224.576.816.909,00

Jumlah 310.288.695.000,00 337.364.609.424,00 | 108,73 | 366.031.203.778,00

1) Pajak Daerah

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2018
adalah sebesar Rp114.155.438.957,00 atau sebesar 111,74% dari anggaran yang
telah ditetapkan sebesar Rp102.160.000.000,00. Realisasi pagjak daerah pada tahun
2018 mengalami kenaikan sebesar Rp10.227.839.455,00 atau sebesar 9,84% jika
dibandingkan dengan readlisasi tahun 2017 sebesar Rp103.927.599.502,00 Rincian
anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2018 adal ah sebagai berikut:

. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Pajak Hotel 2.200.000.000,00 2.491.453.313,00 | 113,25 2.483.257.317,00
2 | Pajak Restoran 6.000.000.000,00 7.956.490.339,00 | 132,61 6.577.261.823,00
3 | Pajak Hiburan 350.000.000,00 473.746.655,00 | 135,36 519.740.175,00
4 | Pajak Reklame 2.700.000.000,00 3.320.329.041,00 | 122,98 2.899.155.381,00
5 5’;’;‘1‘ Penerangan 48.500.000.000,00 |  49.358.801.155,00 | 101,77 |  44.972.069.055,00
6 | Pajak Parkir 325.000.000,00 343.631.660,00 | 105,73 399.488.450,00
7 | Pajak Air Tanah 1.500.000.000,00 1.974.330.668,00 | 131,62 1.104.657.223,00
8 Svaﬂ‘t Sarang Burung 35.000.000,00 41.263.726,00 | 117,90 36.836.300,00
g | Pajak Mineral Bukan 50.000.000,00 34.000.800,00 | 68,00 178.588.238,00
Logam dan Batuan
Pajak Bumi dan
10 | Bangunan Pedesaan 21.500.000.000,00 | 23.911.343.590,00 | 111,22 20.175.738.220,00
dan Perkotaan
Bea Perolehan Hak
11 | Atas Tanah dan 19.000.000.000,00 |  24.250.048.010,00 | 127,63 24.580.807.320,00
Bangunan (BPHTB)
Jumlah 102.160.000.000,00 | 114.155.438.957,00 | 111,74 | 103.927.599.502,00

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan self assessment system dan official
assessment system.  Self assessment system  memberikan kewenangan kepada
wajib pgjak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang
terutang. Pemungutan pajak daerah secara self assessment system berlaku untuk
jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak
parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan. Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu official
assessment system, berlaku untuk pajak reklame, pajak air tanah, serta pajak bumi
bangunan pedesaan dan perkotaan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan yang dipungut dengan official assessment
system tidak dapat teredlisasi secara optimal karena berkurangnya jumlah wajib
pajak karenaijin usahanyatelah habis.
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a) Pajak Hotel

Pendapatan Pgjak Hotel TA 2018 teredlisas sebesar Rp2.491.453.313,00 atau
113,25% dari anggaran sebesar Rp2.200.000.000,00. Redlisas Pgjak Hotel ini
meningkat sebesar Rp8.195.996,00 atau sebesar 0,33% jika dibandingkan
dengan redisasi TA 2017 sebesar Rp2.483.257.317,00. Rincian anggaran dan
reaisas pendapatan pajak hotel tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Hotel 2.080.800.000,00 2.318.073.234,00 | 111,40 2.365.095.917,00
2 | Losmen 25.800.000,00 39.680.079,00 | 153,80 27.000.500,00
Rumah Kos dengan
3 | Jumlah Kamar Lebih 93.400.000,00 133.700.000,00 | 143,15 91.160.900,00
dari 10 (Sepuluh)
Jumlah 2.200.000.000,00 2.491.453.313,00 | 113,25 2.483.257.317,00
b) Pajak Restoran
Pendapatan Pgjak Restoran TA 2018 teredlisas sebesar Rp7.956.490.339,00
atau 132,61% dari anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00. Realisasi Pajak
restoran ini naik sebesar Rp1.379.228.516,00 atau sebesar 20,97% jika
dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp6.577.261.823,00. Rincian
anggaran dan realisasi pendapatan pajak restoran tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Restoran 3.191.000.000,00 3.395.058.930,00 | 106,39 3.079.044.165,00
2 | Rumah Makan 1.276.000.000,00 1.666.868.020,00 | 130,63 1.406.365.278,00
3 | Kafetaria 433.000.000,00 498.524.591,00 | 115,13 434.168.440,00
4 | Jasa Boga/ Katering 1.100.000.000,00 2.396.038.798,00 | 217,82 1.657.683.940,00
Jumlah 6.000.000.000,00 7.956.490.339,00 | 132,61 6.577.261.823,00

¢) Pajak Hiburan

Pendapatan Pajak Hiburan TA 2018 teredisasi sebesar Rp473.746.655,00 atau
135,36% dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00. Realisasi Pajak Hiburan ini
turun sebesar Rp45.993.520,00 atau sebesar 8,85% jika dibandingkan dengan
redisas TA 2017 sebesar Rp519.740.175,00. Rincian anggaran dan redisas
pendapatan pajak hiburan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Anggaran TA Realisasi TA Realisasi TA
(Rp) (Rp) (Rp)

1 Tontonan Film/Bioskop 30.000.000,00 30.705.500,00 102,35 128.546.700,00
Pagelaran

2 Kesenian/Musik/Tari/Bu 9.700.000,00 7.400.000,00 76,29 0,00
sana
Pacuan Kuda,

3 | Kendaraan Bermotor, 307.800.000,00 | 431.436.905,00 | 140,17 384.247.475,00
Permainan
Ketangkasan

4 Sirkus/Akrobat/Sulap 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Panti Pijat, Refleksi,

5 | MandiUap/ Spa dan 2.000.000,00 3.904.250,00 | 19521 1.946.000,00
Pusat Kebugaran
(Fitnes Center)

6 Pertandingan Olahraga 500.000,00 300.000,00 60,00 0,00

Jumlah 350.000.000,00 473.746.655,00 135,36 519.740.175,00
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d)

Pajak Reklame

Pendapatan Pgjak Reklame TA 2018 teredisas sebesar Rp3.320.329.041,00
atau 122,98% dari anggaran sebesar Rp2.700.000.000,00. Redisas pajak
reklame ini naik sebesar Rp421.173.660,00 atau sebesar 14,53% jika
dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp2.899.155.381,00. Rincian
anggaran dan realisasi pendapatan pajak reklame tahun 2018 adalah sebagai
berikut:

. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
Reklame
1 Papan/Billboard/Videotr 1.903.500.000,00 2.588.579.715,00 | 135,99 1.945.904.735,00
on/ Megatron
2 Reklame Kain 460.000.000,00 409.900.800,00 | 89,11 742.412.320,00
3 Reklame Melekat/Stiker 500.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Reklame Selebaran 6.000.000,00 5.241.796,00 | 87,36 6.320.876,00
5 Reklame Berjalan 330.000.000,00 316.606.730,00 | 95,94 203.433.400,00
6 Reklame Udara 0,00 0,00 0,00 1.084.050,00
Jumlah 2.700.000.000,00 3.320.329.041,00 | 122,98 2.899.155.381,00

e) Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan Pgjak Penerangan Jadan TA 2018 teredlisas sebesar
Rp49.358.801.155,00 atau 101,77% dari anggaran sebesar
Rp48.500.000.000,00. Redlisas pajak penerangan jalan ini naik sebesar Rp
4.386.732.100,00 atau sebesar 9,75% jika dibandingkan dengan redisas TA
2017 sebesar Rp44.972.069.055,00.

f) Pajak Parkir

Pendapatan Pajak Parkir TA 2018 teredlisas sebesar Rp343.631.660,00 atau
105,73% dari anggaran sebesar Rp325.000.000,00. Realisas pajak parkir ini
turun sebesar Rp55.856.790,00 atau sebesar 13,98% jika dibandingkan dengan
realisas TA 2017 sebesar Rp399.488.450,00

g) Pajak Air Tanah

Pendapatan Pgjak Air Tanah TA 2018 terealisasi sebesar Rp1.974.330.668,00
atau 131,62% dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00. Redlisasi pagjak air
bawah tanah ini naik sebesar Rp869.673.445,00 atau sebesar 78,73% jika
dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.104.657.223,00.

h) Pajak Sarang Burung Walet

Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2018 teredisas sebesar
Rp41.263.726,00 atau 117,90% dari anggarannya sebesar Rp35.000.000,00.
Redisas pajak sarang burung walet ini naik sebesar Rp4.427.426,00 atau
sebesar 12,02% jika dibandingkan dengan realisass TA 2017 sebesar
Rp36.836.300,00.

i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2018 teredlisas
sebesar Rp34.000.800,00 atau 68,00% dari anggarannya Sebesar
Rp50.000.000,00. Redlisas pajak mineral bukan logam dan batuan ini turun
sebesar Rp144.587.438,00 atau sebesar 80,96% jika dibandingkan dengan
realisas TA 2017 sebesar Rp178.588.238,00.
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J) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pendapatan Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2018
teredlisasi sebesar Rp23.911.343.590,00 atau 111,22% dari anggarannya
sebesar Rp21.500.000.000,00. Realisas pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan ini meningkat sebesar Rp3.735.605.370,00 atau sebesar
1852% jika dibandingkan dengan redlisasi TA 2017 sebesar
Rp20.175.738.220,00.

k) BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2018 terealisasi
sebesar Rp24.250.048.010,00 atau 127,63% dari anggarannya Sebesar
Rp19.000.000.000,00 Redlisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini
turun sebesar Rp330.759.310,00 atau sebesar 1,35% jika dibandingkan dengan
realisas TA 2017 sebesar Rp24.580.807.320,00.

2) Retribusi Daerah

Retribus daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun
2018 adalah sebesar Rp18.367.332.884,00 atau sebesar 69,83% dari anggaran
yang telah ditetapkan sebesar Rp26.302.115.000,00. Redlisasi retribus daerah
pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp1.482.395.652,00 atau sebesar
747% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017  sebesar
Rp19.849.728.536,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah
tahun 2018 adalah sebagai berikut:

. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Retribusi Jasa Umum 7.858.363.925,00 6.900.163.413,00 | 87,81 | 6.790.829.078,00
2 | RetribusiJasaUsaha | 15 043 484075,00 |  10.171.400.370,00 | 67.61 | 8.774.063.649,00
Retribusi Perizinan
3 | Tertentu 3.400.267.000,00 1.295.769.101,00 | 38,11 |  4.284.835.809,00
Jumlah

26.302.115.000,00 | 18.367.332.884,00 | 69,83 | 19.849.728.536,00

a) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan retribusi  jasa umum TA 2018 teredlisasi  sebesar
Rp6.900.163.413,00 atau 87,81% dari anggaran sebesar Rp7.858.363.925,00.
Realisas retribusi jasa umum ini naik sebesar Rp109.334.335,00 atau sebesar
161% jika dibandingkan dengan realisass TA 2017 sebesar
Rp6.790.829.078,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa

umum tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Anggaran TA 2018

Realisasi TA 2018

Realisasi TA 2017

No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
Retribusi Pelayanan
1 Persampahan/ 1.023.839.400,00 1.142.229.323,00 | 111,56 1.078.562.160,00
Kebersihan
Retribusi Pelayanan
2 Pemakaman dan 6.000.000,00 3.327.500,00 55,46 3.211.500,00
Pengabuan Mayat
Retribusi Pelayanan
3 Parkir di Tepi Jalan 2.460.861.000,00 775.709.000,00 31,52 768.206.000,00
Umum
4 | Retribusi Pelayanan 3.465.013.525,00 |  4.083.808.090,00 | 117,86 |  4.068.140.418,00

Pasar
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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

. Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
5 | Retribusi Pengujian 867.650.000,00 797.461.500,00 | 91,91 841.744.000,00
Kendaraan Bermotor
Retribusi Pemeriksaan
6 Alat Pemadam 35.000.000,00 38.108.000,00 | 108,88 30.965.000,00
Kebakaran
7 | Retribusi Pengendalian 0,00 59.520.000,00 | 0,00 0,00
Menara Telekomunikasi
Jumlah 7.858.363.925,00 6.900.163.413,00 87,81 6.790.829.078,00

Retribus jasa umum yang tidak dapat terealisasi secara optimal di tahun 2018
adalah retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat serta retribus
pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribus pelayanan pemakaman dan
pengabuan mayat hanya terealisas 55,46% karena belum terdatanya objek
retribusi secara baik. Sedangkan parkir ditepi jalan umum belum dapat optimal
karena belum optimalnya pemetaan wilayah-wilayah perparkiran di kabupaten
kudus yang meliputi jalan-jalan protokol non kawasan tertib lalu lintas dan
wilayah pertokoan disekitar jalan-jalan protokol.

Retribus Jasa Usaha

Pendapatan Retribus Jasa Usaha TA 2018 teredlisas sebesar
Rp10.171.400.370,00 atau 67,61% dari anggaran sebesar
Rp15.043.484.075,00. Redlisas retribusi jasa usaha ini meningkat sebesar
Rp1.397.336.721,00 atau sebesar 15,92% jika dibandingkan dengan realisas
TA 2017 sebesar Rp8.774.063.649,00. Rincian anggaran dan realisas

b)

pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2018 adalah sebagai berikut:

. Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
Retribusi Penyediaan
1 dan/atau Penyedotan 7.750.000,00 10.300.000,00 132,9 11.000.000,00
Kakus
Retribusi Pemakaian
2 Kekayaan Daerah 7.461.556.075,00 5.119.256.020,00 | 68,61 4.414.233.889,00
8 | Retribusi Terminal 331.288.000,00 495.278.800,00 | 1495 303.334.000,00
Retribusi Tempat
4 Khusus Parkir 4.310.320.000,00 1.634.792.500,00 | 37,93 1.321.174.500,00
Retribusi Tempat
5 Penginapan/ 237.769.000,00 239.525.000,00 | 100,74 227.095.000,00
Pesanggrahan/ Villa
Retribusi Rumah
6 | Potong Hewan 51.612.000,00 45.708.400,00 | 88,56 39.866.100,00
Retribusi Tempat
7 Rekreasi dan Olah 2.605.939.000,00 2.590.536.000,00 99,4 2.368.664.500,00
raga- LRA
Retribusi Penjualan
8 Produksi Usaha 37.250.000,00 36.003.650,00 96,65 88.695.660,00
Daerah
Jumlah
15.043.484.075,00 10.171.400.370,00 67,61 8.774.063.649,00

Retribus jasa usaha yang tidak dapat terealisasi secara optimal di tahun 2018
adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat khusus
parkir. Retribusi tempat khusus parkir hanya teredisasi sebesar 37,93% dari
anggaran yang telah ditetapkan karena lokasi parkir khusus yang berkurang
dengan adanya bencana kebakaran pada kudus plasa serta berkurangnya luasan
area parkir khusus ramayana karena lahan parkir yang sebelumnya disewa,
diminta kembali oleh pemerintah desa barongan. Sementara retribus
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pemakaian kekayaan daerah hanya terealisasi sebesar 68,61% dari anggaran
yang telah ditetapkan antara lain karena besaran nilai perjanjian pemanfaatan
kekayaan daerah untuk pengelolaan area parkir di lokasi kudus extention mall
mengalami pengurangan dikarenakan sebagian area parkir (roof top kudus
extention mall) digunakan untuk aktivitas perdagangan PT. Mulia Persada
Pertii sebagai akibat kebakaran kudus plasa. selain itu PKD pasar bitingan dan
pasar jember belum bisa dipungut karena pengelolaan dari pihak ketiga belum
diserahkan kepada pemerintah kabupaten.

¢) Retribusi Perijinan Tertentu

Pendapatan Retribus  Perijinan Tertentu TA 2018 terealisas sebesar
Rp1.295.769.101,00 atau 38,11% dari anggaran sebesar Rp3.400.267.000,00.
Redlisas retribusi perijinan tertentu ini turun sebesar Rp2.989.066.708,00 atau
sebesar 69,76%  jika dibandingkan dengan redlisass TA 2017 sebesar
Rp4.284.835.809,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi
perijinan tertentu tahun 2018 adalah sebagai berikut:

. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)

1 | Retribusilzin 3.380.067.000,00 1.257.210.701,00 | 37,19 3.476.034.009,00
Mendirikan Bangunan

o | Retribusi Izin 0,00 21.558.400,00 | 0,00 784.601.800,00

Gangguan
3 | Retribusi Izin Trayek 20.200.000,00 17.000.000,00 | 84,16 24.200.000,00
Jumlah 3.400.267.000,00 1.295.769.101,00 | 38,11 4.284.835.809,00

Pendapatan dari retribusi perizinan tertentu tidak dapat terealisasi secara
optimal. Retribus IMB hanya teredlisas 37,19% dari anggaran yang telah
ditetapkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus
IMB serta penggunaan sistemOSS dalam pelayanan perijinan di PTSP seluruh
indonesia, membutuhkan adaptasi, sehingga pada tahun 2018 merupakan tahun
transisi dalam penyesuaian semua kegiatan pelayanan dan ini berdampak pada
pemenuhan retribusi IMB. Sedangkan retribusi izin trayek tidak terealisas
secara optimal karena jumlah badan usaha yang diwgibkan mengurus
perizinan trayek mengalami penurunan.

3) Bagian Hasil Pengelolaan K ekayaan Daerah Y ang Dipisahkan

Pendapatan Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA
2018 teredisas sebesar Rp7.574.356.302,00 atau 106,41% dari anggaran sebesar
Rp7.118.227.000,00. Bagian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
ini turun sebesar Rp10.102.702.529,00 atau sebesar 57,15% jika dibandingkan
dengan redlisass TA 2017 sebesar Rpl17.677.058.831,00. Rincian anggaran dan
realisas pendapatan bagian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
tahun 2018 adalah sebagai berikut:

. Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)

1 | Perusahaan Daerah Air 1.552.210.000,00 | 2.008.337.775,00 | 129,39 1.224.036.185,00
Minum Tirta Dharma

PD BPR Bank Pasar 905.941.000,00 905.941.485,00 | 100,00 889.039.472,00

PD BPR BKK Kudus 503.388.000,00 503.388.380,00 | 100,00 494.481.343,00

Bank Jateng 4.156.688.000,00 | 4.156.688.662,00 | 100,00 15.069.501.831,00

Jumlah 7.118.227.000,00 | 7.574.356.302,00 | 106,41 17.677.058.831,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jateng, PD
BPR BKK Kudus dan PD PBR Bank Pasar merupakan setoran dividen atau
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bagian laba Pemerintah Kabupaten Kudus untuk tahun buku 2017. Pembagian
dividen pada PT Bank Jateng dilakukan sesuai dengan banyaknya saham yang
dimiliki Pemerintah Kabupaten Kudus.

Pembagian Deviden PD BPR BKK didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa
Tengah No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan PD BKK di Provins
Jawa Tengah yaitu sebesar 55% dari Bagian laba Bersih yang dihitung
berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perusahaan
Daerah Air Minum merupakan setoran dividen atau bagian laba Pemerintah
Kabupaten Kudus untuk tahun buku 2017 dan setoran atas bagian laba yang
ditahan. Penetapan bagian laba pemerintah daerah untuk tahun buku 2017
dilakukan setelah laporan keuangan audited PDAM Kabupaten Kudus tahun 2017
terbit. Pembagian laba pemerintah daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Kudus, bagian laba pemerintah daerah adalah sebesar 40% dari laba
bersih perusahaan.

Sedangkan Pembagian laba untuk PD BPR Bank Pasar didasarkan pada Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus ditetapkan sebesar 40% dari
laba bersih Perusahaan.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan dari pos Lain-lain PAD yang Sah TA 2018 terealisasi sebesar
Rp197.267.481.281,00 atau 112,91% dari anggaran sebesar
Rp174.708.353.000,00. Redlisas Lain-lain PAD yang sah ini turun sebesar
Rp27.309.335.628,00 atau sebesar 12,16% jika dibandingkan dengan realisasi TA
2017 sebesar Rp224.576.816.909,00. Rincian anggaran dan redlisasi lain-lain
PAD yang sah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

) Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
Hasil Penjualan Aset
1 | Daerah Yang Tidak 50.000.000,00 343.580.000,00 | 687,16 489.930.000,00
Dipisahkan
Penerimaan Jasa Giro 4.419.139.000,00 4.120.969.751,00 93,25 4.578.195.357,00
Pendapatan Bunga 7.735.723.000,00 9.125.410.252,00 | 117,96 12.351.712.315,00
Pendapatan Denda
4 | atas Keterlambatan 0,00 217.187.538,00 0,00 130.256.634,00
Pelaksanaan Pekerjaan
5 ggj”a?(apata” Denda 50.000.000,00 782.560.521,00 | 1.565,12 357.739.050,00
g | Pendapatan Denda 30.000.000,00 158.004.950,00 | 526,68 149.458.250,00
Retribusi
7 | Pendapatan Hasil 0,00 0,00 0,00 692.475,00
Eksekusi atas Jaminan
g | Pendapatan dari 4.220.000.000,00 2.433.796.037,00 57,67 2.623.344.340,00
Pengembalian
g | Hasil dari Pemanfaatan 168.000.000,00 144.000.000,00 85,71 166.300.000,00
Kekayaan Daerah
10 | Pendapatan BLUD 157.985.491.000,00 | 173.731.410.892,00 | 109,97 141.647.042.583,00
11 'Egm;:sg‘ PAD yang Sah 50.000.000,00 6.210.220.497,00 | 12.420,44 252.676.325,00
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. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1o | Hasil dari pengelolaan 0,00 340.843,00 | 0,00 2.379.121,00
dana bergulir
13 Dana BOS 0,00 0,00 0,00 61.827.090.459,00
Jumlah 174.708.353.000,00 197.267.481.281,00 112,91 224.576.816.909,00

Pendapatan yang melebihi target anggaran dari pos lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah adalah pendapatan denda pajak , pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
pendapatan bunga atas pinjaman bergulir, dan pendapatan lainnya. Pendapatan
denda pajak terealisas sebesar Rp782.560.521,00 atau sebesar 1.565,12 % dari
pendapatan denda pajak sebesar

anggaran yang telah ditetapkan. Rincian hasil

Rp782.560.521,00 terdiri dari:

. Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Pendapatan Denda 0,00 4552.611,00 | 0,00 0,00
Pajak Hotel
» | Pendapatan Denda 0,00 9.648.451,00 | 0,00 0,00
Pajak Restoran
3 | Pendapatan Denda 0,00 3.962.687,00 | 0,00 0,00
Pajak Hiburan
Pendapatan Denda
4 Pajak Reklame 0,00 1.549.582,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda
5 Pajak Parkir 0,00 2.132.766,00 0,00 0,00
g | Pendapatan Denda 0,00 1.211.780,00 | 0,00 968.142,00
Pajak Air Tanah
Pendapatan Denda
7 Pajak Sarang Burung 0,00 388.275,00 0,00 0,00
Walet
Pendapatan Denda
8 Pajak Mineral Bukan 0,00 297.393,00 0,00 0,00
Logam dan Batuan
Pendapatan Denda
Pajak Bumi dan
9 Bangunan Pedesaan 50.000.000,00 758.816.976,00 | 1.517,63 356.381.458,00
dan Perkotaan
Jumlah 50.000.000,00 782.560.521,00 | 1.565,12 357.349.600,00

Pendapatan jasa giro merupakan salah satu pendapatan yang tidak terealisasi secara
optimal, yaitu sebesar 93,25%. Pendapatan jasa giro merupakan bunga yang
diberikan oleh bank kepada giran atas sumlah saldo gironya yang mengendap di
bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan
hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagal sarana memperlancar transaksi. Sehingga
pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar
jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasagiro yang diberikan.

Dana BOS pada tahun 2017 dianggarkan pada pos lain-lain PAD yang sah
sedangkan untuk tahun 2018 dianggarkan pada pos pendapatan hibah.

b. Pendapatan Transfer

Anggaran pendapatan transfer tahun 2018 adalah sebesar Rp1.638.401.963.000,00
dan terealisasi sebesar Rp1.591.654.394.537,00 atau sebesar 97,15%. Realisas

pendapatan

transfer pada

tahun

2018 mengalami

penurunan  sebesar

Rp17.139.227.932,00 atau sebesar 1,07% jika dibandingkan dengan redlisas

pendapatan tahun 2017 sebesar Rpl1.608.793.622.469,00. Berikut ini

merupakan

rincian anggaran dan realisasi masing - masing jenis rekening pendapatan transfer
tahun 2018:
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. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)

Pendapatan Transfer

1 Pemerintah Pusat - 1.330.333.676.000,00 | 1.281.771.374.568,00 | 96,35 | 1.310.924.033.469,00
Dana Perimbangan
Pendapatan Transfer

2 Pemerintah Pusat - 143.120.780.000,00 143.594.518.400,00 | 100,33 111.187.281.000,00
Lainnya
Pendapatan Transfer

3 Pemerintah Daerah 145.253.247.000,00 147.274.056.569,00 | 101,39 134.625.008.000,00
Lainnya

4 Bantuan Keuangan 19.694.260.000,00 19.014.445.000,00 | 96,55 52.057.300.000,00

Jumlah 1.638.401.963.000,00 | 1.591.654.394.537,00 | 97,15 | 1.608.793.622.469,00

1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan TA 2018 teredisas
anggaran  sebesar
Rp1.330.333.676.000,00. Realisas transfer pemerintah pusat-dana perimbangan ini
turun sebesar Rp29.152.658.901,00 atau sebesar 2,22% jika dibandingkan dengan
realisas pendapatan tahun 2017 sebesar Rpl.310.924.033.469,00. Berikut ini
merupakan rincian anggaran dan readlisas masing - masing jenis rekening
pendapatan transfer tahun 2018:

sebesar  Rpl.281.771.374.568,00 atau 96,35%

dari

. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Bagi Hasil Pajak 277.212.901.000,00 | 234.319.736.596,00 | 84,53 244.716.547.953,00
Bagi Hasil Bukan
2 | Pajak/Sumber Daya 1.377.992.000,00 1.340.380.149,00 | 97,27 1.328.040.132,00
Alam
3 | DanaAlokasi 807.711.173.000,00 | 807.056.990.772,00 | 99,92 807.711.173.000,00
Umum (DAU)
4 | DanaAlokasi 244.031.610.000,00 | 239.054.267.051,00 | 97,96 257.168.272.384,00
Khusus (DAK)
Jumlah 1.330.333.676.000,00 | 1.281.771.374.568,00 | 96,35 | 1.310.924.033.469,00

a) Bagi Hasll Pajak

Realisas Pendapatan dari

Pejak TA 2018 sebesar

sebesar

Rp234.319.736.596,00

Rp277.212.901.000,00. Reslisas bagi

pos Bag Hasl
atau 84,53% dari anggaran
hasil pgak ini

turun sebesar

Rp10.396.811.357,00 atau sebesar 4,25% jika dibandingkan dengan realisas
pendapatan tahun 2017 sebesar Rp244.716.547.953,00. Berikut ini merupakan
rincian anggaran dan realisas masing - masing jenis rekening pendapatan bagi

hasil pajak tahun 2018:

No.

Uraian

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

%

Realisasi TA 2017
(Rp)

Bagi Hasil dari Pajak
Bumi dan Bangunan
sektor Pertambangan

3.908.154.000,00

3.528.147.951,00

90,28

3.646.521.229,00

Bagi Hasil dari Pajak
Bumi dan Bangunan
sektor Perkebunan

0,00

52.591.545,00

0,00

0,00

Bagi Hasil dari Pajak
Bumi dan Bangunan
sektor Perhutanan

130.263.000,00

241.754.167,00

185,59

170.017.650,00

Bagi Hasil dari PPh
Pasal 25 dan Pasal 29
WP Orang Pribadi
Dalam Negeri dan PPh
Pasal 21

121.867.950.000,00

79.367.847.963,00

65,13

84.576.712.532,00
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. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)

5 | Bagi Hasil Cukai Hasil 147.894.137.000,00 | 147.894.137.000,00 | 100,00 | 151.181.818.787,00

Tembakau

Bagi Hasil Pajak Bumi
6 | dan Bangunan Bagian 3.412.397.000,00 3.235.257.970,00 | 94,81 5.141.477.755,00

Pemerintah Pusat

Jumlah 277.212.901.000,00 | 234.319.736.596,00 | 84,53 | 244.716.547.953,00

b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Resalisas Pendapatan dari pos Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2018 sebesar
Rp1.340.380.149,00 atau 97,27% dari anggaran sebesar Rpl.377.992.000,00.
Redlisas bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam ini meningkat sebesar
Rp12.340.017,00 atau sebesar 0,93% jika dibandingkan dengan realisas
pendapatan tahun 2017 sebesar Rp1.328.040.132,00. Berikut ini  merupakan
rincian anggaran dan realisasi masing - masing jenis rekening pendapatan bagi
hasil bukan pajak/sumber daya alam tahun 2018:

. Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Bagi Hasil dari Provisi 227.858.000,00 282.347.985,00 | 123,91 216.039.329,00
Sumber Daya Hutan
Bagi Hasil dari luran
2 Eksplorasi dan luran 0,00 0,00 0,00 4.352.112,00
Eksploitasi (Royalti)
3 | Bagi Hasil dari Pungutan 943.027.000,00 701.234.591,00 | 74,36 525.572.127,00
Pengusahaan Perikanan
Bagi Hasil dari
4 Pertambangan Minyak 21.519.000,00 36.346.929,00 | 168,91 30.278.848,00
Bumi
5 | BagiHasil dari . 160.453.000,00 291.237.025,00 | 181,51 480.660.548,00
Pertambangan Gas Bumi
Bagi Hasil dari
6 | Pertambangan Panas 21.547.000,00 26.570.761,00 | 123,32 71.137.168,00
Bumi
Bagi Hasil Sumber Daya
7 | Alam Mineral dan Batu 3.588.000,00 2.642.858,00 | 73,66 0,00
Bara (Royalti)
Jumlah 1.377.992.000,00 1.340.380.149,00 97,27 1.328.040.132,00

¢) Dana Alokas Umum

Anggaran Pendapatan dari pos Dana Alokass Umum berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2017 tanggal 30 Nopember 2017
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2018 sebesar Rp807.711.173.000,00 dan terealisas sebesar
Rp807.056.990.772,00  (99,92%). Redlisas tersebut turun  sebesar
Rp654.182.228,00 atau sebesar 0,08% jika dibandingkan dengan realisas
pendapatan tahun 2017 sebesar sebesar Rp807.711.173.000,00.

d) Dana Alokas Khusus

Anggaran Pendapatan dari pos Dana Alokasi Khusus berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2017 tanggal 30 Nopember 2017
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2018  sebesar  sebesar  Rp244.031.610.000,00  teredlisas  sebesar
Rp239.054.267.051,00 (97,96%). Redlisasi tersebut turun  sebesar
Rp18.114.005.333,00 atau sebesar 7,04% jika dibandingkan dengan realisasi
pendapatan tahun 2017 sebesar Rp257.168.272.384,00. Berikut ini  merupakan
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rincian anggaran dan realisasi masing - masing jenis rekening pendapatan dana

alokas khusus tahun 2018:

Anggaran TA 2018

Realisasi TA 2018

Realisasi TA 2017

No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
DAK Bidang Pendidikan 9.869.664.000,00 8.602.128.800,00 | 87,16 | 12.460.099.300,00
DAK Bidang Kesehatan 11.684.542.000,00 9.976.557.341,00 | 85,38 8.420.979.526,00
3 | DAK Bidang Keluarga 1.288.000.000,00 261.635.200,00 | 20,31 780.231.000,00
Berencana
DAK Bidang Perumahan
4 | dan Kawasan 0,00 0,00 | 0,00 1.275.000.000,00
Pemukiman
DAK Bidang Pertanian 1.054.389.000,00 1.054.389.000,00 | 100,00 0,00
DAK Bidang Sanitasi 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 | 100,00 0,00
7 | DAK Bidang Infrastruktur 17.509.000.000,00 |  16.720.080.000,00 | 95,49 | 31.034.854.000,00
Jalan dan Jembatan
8 ﬁggs?'dang Infrastruktur 4.246.000.000,00 4.031.130.000,00 | 94,94 8.510.075.000,00
g | DAK Bidang Infrastruktur 4.415.000.000,00 4.120.484.000,00 | 93,33 0,00
Air Minum
10 | DAK Bidang Pasar 6.998.000.000,00 4.898.600.000,00 | 70,00 3.437.079.000,00
11 | DAK Bidang Lingkungan 757.000.000,00 745.250.000,00 | 98,45 0,00
Hidup dan Kehutanan
1o | Bantuan Operasional 10.245.465.000,00 |  10.245.465.000,00 | 100,00 | 13.018.200.000,00
Penyelenggaraan PAUD
13 :,‘,{{g%”ga” Profesi Guru 157.867.224.000,00 | 160.301.223.055,00 | 101,54 | 168.270.655.660,00
Tambahan Penghasilan
14| oD 0,00 0,00 | 0,00 1.452.000.000,00
15 | Bantuan Operasional 11.354.449.000,00 | 11.354.448.357,00 | 100,00 5.469.620.398,00
Kesehatan
16 | Akreditasi Puskesmas 0,00 0,00 0,00 798.736.500,00
17 | Jaminan Persalinan 2.554.607.000,00 2.554.607.000,00 | 100,00 767.069.500,00
18 | Bantuan Operasional KB 2.161.122.000,00 2.161.121.381,00 | 100,00 289.329.500,00
Dana Pelayanan
19 | Administrasi 1.027.148.000,00 1.027.147.917,00 | 100,00 1.184.343.000,00
Kependudukan
Jumlah 244.031.610.000,00 | 239.054.267.051,00 | 97,96 | 257.168.272.384,00

2) Transfer Pemerintah Pusat-L ainnya

Realisas Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2018 adalah Dana
Penyesuaian sebesar Rpl143.594.518.400.000,00 atau 100,33%
sebesar Rp143.120.780.000,00. Redlisasi transfer pemerintah pusat-lainnya ini naik
sebesar Rp 32.407.237.400,00 atau sebesar 29,15% jika dibandingkan dengan
merupakan
rincian anggaran dan realisasi masing - masing jenis rekening pendapatan transfer
pemerintah pusat-lainnya tahun 2018:

pendapatan tahun 2017 sebesar Rpl111.187.281.000,00. Berikut ini

dari

anggaran

Anggaran TA 2018

Realisasi TA 2018

Realisasi TA 2017

No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Dana Insentif Daerah 26.250.000.000,00 |  26.250.000.000,00 | 100,00 7.500.000.000,00
2 | DanaDesayang 116.870.780.000,00 | 117.344.518.400,00 | 100,41 103.687.281.000,00
bersumber dari APBN
Jumlah 143.120.780.000,00 | 143.594.518.400,00 | 100,33 | 111.187.281.000,00

Semua pendapatan pada transfer pemerintah pusat

lainnya terealisas sesual

dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dana desa merupakan dana yang
bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat untuk
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membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa, serta
pemberdayaan masyarakat desa. Sementara pendapatan dana insentif daerah
merupakan dana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI yang bertujuan
untuk memberikan penghargaan (reward) kepada Pemerintah Kabupaten Kudus
dengan kriteria kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah , pelayanan
dasar publik, serta perekonomian dan kesegjahteraan.

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Bagi Hasil Pgjak dari Provins.
Transfer dari Proving TA 2018 terealisasi sebesar Rpl47.274.056.569,00 atau
101,39% dari anggaran sebesar Rp145.253.247.000,00. Transfer pemerintah
proving ini meningkat sebesar Rpl2.649.048.569,00 atau sebesar 9,40% jika
dibandingkan pendapatan tahun 2017 sebesar Rp134.625.008.000,00. Berikut ini
merupakan rincian anggaran dan realisas masing - masing jenis rekening
pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2018:

. Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | BagiHasil Dari Pajak 34.647.926.000,00 | 38.208.032.769,00 | 110,28 | 33.719.435.600,00
Kendaraan Bermotor
Bagi Hasil Dari Bea Balik
2 Nama Kendaraan 28.018.151.000,00 30.726.106.004,00 | 109,67 27.187.490.065,00
Bermotor

Bagi Hasil Dari Pajak
3 Bahan Bakar Kendaraan 35.623.260.000,00 38.646.974.974,00 | 108,49 37.028.147.877,00
Bermotor

Bagi Hasil Dari Pajak
Pengambilan dan

4 : 10.323.000,00 22.827.347,00 | 221,13 19.804.993,00
Pemanfaatan Air
Permukaan

5 | BagiHasil Dari Pajak 46.953.587.000,00 | 39.670.115.475,00 | 84,49 | 36.670.129.465,00

Rokok

Jumlah 145.253.247.000,00 | 147.274.056.569,00 | 101,39 | 134.625.008.000,00

4) Bantuan Keuangan

Realisas Bantuan Keuangan dari Provins Jawa Tengah TA 2018 sebesar
Rp19.014.445.000,00 atau 96,55% dari anggarannya sebesar Rp19.694.260.000,00.
Redlisas bantuan keuangan ini turun sebesar Rp33.042.855.000,00 atau sebesar
63,47% jika dibandingkan realisas pendapatan tahun 2017 sebesar
Rp52.057.300.000,00. Berikut ini  merupakan rincian anggaran dan redisas
pendapatan transfer bantuan keuangan tahun 2018:

. Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
TNI Manunggal
1 | Membangun 501.600.000,00 501.600.000,00 | 100,00 494.400.000,00
Desa/Kelurahan
(TMMD)
Pengembangan

Ekonomi Lokal (PEL)
melalui Penguatan

2 Forum for Economic 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00
Development and
Employment Promotion
(FEDEP

Pengembangan Sistem

Informasi

3 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00
Pembangunan Daerah

(SIPD)
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No.

Uraian

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

%

Realisasi TA 2017
(Rp)

Bantuan Forum
Pendidikan Untuk
Semua (PUS)

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

Bantuan Kegiatan
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Kabupaten/Kota
(NANGKIS)

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00

50.000.000,00

Bantuan Pengawasan
Peredaran Garam Tidak
Beryodium dalam
rangka
Penanggulangan
Gangguan Akibat
Kekurangan Yodium
(GAKY)

40.000.000,00

40.000.000,00

100,00

40.000.000,00

Pengembangan Sistem
Informasi Desa (SID)

44.660.000,00

44.660.000,00

100,00

44.660.000,00

Bantuan Sarana
Prasarana

18.908.000.000,00

18.228.185.000,00

96,40

51.228.240.000,00

Jumlah

19.694.260.000,00

19.014.445.000,00

96,55

52.057.300.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Redlisas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2018 adalah Pendapatan Hibah
dari Pemerintah. Realisas pendapatan hibah TA 2018 sebesar Rp67.511.090.396,00
atau 99,83% dari anggaran sebesar Rp67.623.439.000,00. Redisasi lain-lain
pendapatan daerah yang sah ini naik sebesar Rp59.122.838.396,00 atau sebesar
704,83% jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2017  sebesar
Rp8.388.252.000,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan
hibah tahun 2018:

. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Pendapatan Hibah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 | 100,00 | 8.388.252.000,00
dari Pemerintah
2 | Hibah Dana BOS 60.123.439.000,00 60.011.090.396,00 | 99,81 0,00
Jumlah 67.623.439.000,00 67.511.090.396,00 | 99,83 8.388.252.000,00

Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp7.500.000.000,00 merupakan
pendapatan program hibah air minum. Program hibah air minum dilaksanakan dalam
rangka meningkatkan cakupan pelayanan ar minum melalui jaringan perpipaan
sekaligus meningkatkan deragjat kualitas kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah.
Sedangkan redlisasi pendapatan dari dana BOS sebesar Rp60.011.090.396,00 atau
sebesar 99,81%, yaitu bantuan keuangan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan RI  kepada sekolah-sekolah negeri guna menunjang kegiatan
operasionanya.

Pendapatan Hibah Dana BOS pada tahun 2017 dianggarkan pada pos lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.
2. BELANJA DAERAH

Redlisas belanja daerah tahun 2018 sebesar Rpl1.719.107.548.945,00 atau sebesar 90,83%
dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.892.755.440.000,00.
Jika dibandingk an dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami penurunan
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sebesar Rp54.298.071.351,00 atau sebesar 3,06%.

Redlisas belanja daerah ini termasuk realisas belanja jasa pewatan dan pengobatan pada
program Jaminan Kesehatan Daerah yang dibayarkan oleh Dinas Kesehatan kepada BLUD
RSUD dan Puskesmas melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan
Jaringannya (Pgjak Rokok) masing- masing sebesar Rpl3.326.205.405,00 dan
Rp3.756.647.500,00 atau sebesar 0,80% dari total anggaran belanja dan transfer.

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2018:

Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017

No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Belanja Operasi 1.454.234.755.000,00 | 1.341.529.256.745,00 | 92,25 | 1.272.624.847.869,00
2 Belanja Modal 437.020.685.000,00 377.578.292.200,00 | 86,40 500.780.772.427,00
3 Belanja Tak Terduga 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 1.892.755.440.000,00 | 1.719.107.548.945,00 | 90,83 | 1.773.405.620.296,00

a. Belanja Operas

Redlisas Belanja Operas TA 2018 sebesar Rpl.341.529.256.745,00 atau 92,25% dari
anggaran sebesar Rpl.454.234.755.000,00. Belanja Operas ini naik sebesar
Rp68.904.408.876,00 atau sebesar 5,41% jika dibandingkan dengan belanja tahun 2017
sebesar Rpl.272.624.847.869,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan reaisas
belanja operas tahun 2018:

. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)

1 | Belanja Pegawai 869.576.822.000,00 825.901.628.175,00 | 94,98 | 810.113.613.403,00
2 ?iaama Barang dan 514.778.056.000,00 453.849.265.039,00 | 88,16 | 392.506.812.722,00
Belanja Hibah 62.330.097.000,00 54.557.133.531,00 | 87,53 62.424.781.744,00
Belanja Bantuan Sosial 7.549.780.000,00 7.221.230.000,00 | 95,65 7.579.640.000,00
Jumlah 1.454.234.755.000,00 | 1.341.529.256.745,00 | 92,25 | 1.272.624.847.869,00

1) Bedanja Pegawai

Realisas Belanja Pegawai Tahun 2018 sebesar Rp825.901.628.175,00 atau 94,98%
dari anggaran sebesar Rp869.576.822.000,00. Realisas belanja pegawal ini nak
sebesar Rp15.788.014.772,00 atau 1,95% jika dibandingkan belanja tahun 2017
sebesar Rp810.113.613.403,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisas
belanja pegawai tahun 2018:

. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)

1 Belanja Gaji dan 664.919.224.000,00 | 643.435.410.060,00 96,77 495.463.216.797,00

Tunjangan
5 Belanja Tambahan 141.351.931.000,00 | 126.523.382.163,00 89,51 103.408.263.871,00

Penghasilan PNS

Belanja Penerimaan 9.203.388.000,00 8.740.170.000,00 94,97 4.894.980.000,00
3 lainnya Pimpinan dan

Anggota DPRD serta

KDH/WKDH

Belanja Insentif 5.038.000.000,00 4.761.573.626,00 94,51 3.763.146.808,00
4 Pemungutan Pajak

Daerah
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. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
Belanja Insentif 367.604.000,00 154.571.438,00 42,05 163.990.137,00
5 Pemungutan Retribusi
Daerah
6 Belanja Uang Lembur 3.539.207.000,00 3.000.768.850,00 84,79 2.897.999.600,00
7 Penghasilan Lainnya 0,00 0,00 0,00 159.709.551.700,00
8 Belanja Pegawai BLUD 19.172.117.000,00 16.534.103.173,00 86,24 11.086.953.889,00
9 Belanja Honorarium PNS 7.696.685.000,00 6.721.434.500,00 87,33 6.829.275.950,00
10 Belanja Honorarium Non 13.713.554.000,00 11.503.224.115,00 83,88 9.335.832.138,00
PNS
Belanja Honorarium 4.575.112.000,00 4.526.990.250,00 98,95 12.560.402.513,00
11
Pengelola Dana BOS
Jumlah 869.576.822.000,00 | 825.901.628.175,00 94,98 810.113.613.403,00

Realisas insentif pemungutan retribusi daerah tidak terealisas secara optimal karena

beberapa pendapatan retribus tidak dapat
ditetapkan padatahun 2018.

a) Gaji dan Tunjangan

Redlisas Ggji dan Tunjangan TA 2018 sebesar Rp643.435.410.060,00 atau 96,77%
dari anggaran sebesar Rp664.919.224.000,00. Readlisasi gaji dan tunjangan ini naik
sebesar Rpl47.972.193.263,00 atau sebesar 29,87% jika dibandingkan dengan
belanja tahun 2017 sebesar Rp495.463.216.797,00. Berikut ini merupakan rincian
anggaran dan realisasi belanja ggji dan tunjangan tahun 2018:

teredlisas sesuai target yang telah

Anggaran TA 2018

Realisasi TA 2018

Realisasi TA 2017

Perumahan

No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Belanja Gaji Pokok PNS/ | 379 553 195 000,00 | 368.302.616.179,00 | 99,21 | 383.997.946.795,00
Uang Representasi
o | Belanja Tunjangan 33.782.314.000,00 | 33.962.020.885,00 | 100,53 32.973.071.355,00
Keluarga
3 | Belanja Tunjangan 7.686.310.000,00 6.934.419.262,00 | 90,22 6.671.027.750,00
Jabatan
4 | Belanja Tunjangan 28.968.380.000,00 | 26.776.900.000,00 | 92,43 25.958.275.000,00
Fungsional
5 | Belanja Tunjangan 5.124.752.000,00 5.204.944.000,00 | 101,56 5.195.857.000,00
Fungsional Umum
6 | Belanja Tunjangan Beras | 19.112.558.000,00 | 17.703.358.440,00 | 92,63 18.666.825.734,00
7 | Belanja Tunjangan 1.616.062.000,00 1.435.479.952,00 | 88,83 1.304.287.812,00
PPh/Tunjangan Khusus
8 | Belanja Pembulatan Gaji 18.139.000,00 4.782.880,00 | 26,37 4.764.770,00
g | Belanja luran Jaminan 12.403.116.000,00 | 10.383.828.205,00 | 83,72 10.824.054.477,00
Kesehatan
10 | Belanja Uang Paket 86.304.000,00 84.010.500,00 | 97,34 86.058.000,00
11 | Belanja Tunjangan 27.024.000,00 27.024.375,00 | 100,00 23.294.250,00
Badan Musyawarah
12 Egm’f‘ Tunjangan 56.208.000,00 52.693.72500 | 93,75 46.177.425,00
13 | Belanja Tunjangan 29.592.000,00 25.928.175,00 | 87,62 23.597.850,00
Badan Anggaran
14 | Belanja Tunjangan 7.896.000,00 7.856.100,00 | 99,49 6.546.750,00
Badan Kehormatan
15 | Belanja Tunjangan Alat 45.900.000,00 5.374.425,00 | 11,71 0,00
Kelengkapan Lainnya
16 | Belanja Tunjangan 6.558.000.000,00 6.404.100.000,00 | 97,65 6.558.000.000,00
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. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)

17 | Belanja Uang Jasa 28.980.000,00 15.750.000,00 | 54,35 0,00
Pengabdian

1g | Belania luran Jaminan 3.743.676.000,00 3.711.003.032,00 | 99,13 1.801.231.079,00
Ketenagakerjaan

19 | Belanja Tunjangan 14.520.000,00 10.185.525,00 | 70,15 10.200.750,00
Badan Legislasi

20 | Belanja Tunjangan 2.646.000.000,00 1.911.000.000,00 | 72,22 0,00
Reses

21 | Belanja Tunjangan 3.936.000.000,00 3.866.700.000,00 | 98,24 1.312.000.000,00
Transportasi
Belanja Tambahan

22 | penohasiian Gura PNSD 1.056.000.000,00 0,00 | 0,00 0,00
Belanja Tunjangan

23 | o e an 166.748.468.000,00 | 156.605.434.400,00 | 93,92 0,00

Jumlah 664.919.224.000,00 | 643.435.410.060,00 | 96,77 495.463.216.797,00

b) Tambahan Penghasilan PNS

Redisas Tambahan Penghasilan PNS TA 2018 adaah  sebesar
Rp126.523.382.163,00 atau 89,51% dari anggaran sebesar Rp141.351.931.000,00.
Tambahan penghasilan PNS ini naik sebesar Rp23.115.118.292,00 atau sebesar
22,35% jika dibandingkan dengan belanja tahun 2017  sebesar
Rp103.408.263.871,00.

¢) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah

Redisas Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah TA 2018 sebesar Rp8.740.170.000,00 atau 94,97%
dari anggaran sebesar Rp9.203.388.000,00. Redlisasi belanja penerimaan lainnya
pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah naik
sebesar Rp3.845.190.000,00 atau sebesar 78,55% jika dibandingkan dengan belanja
tahun 2017 sebesar Rp4.894.980.000,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran
dan realisasi belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepaa
Daerah/Wakil Kepala Daerah tahun 2018:

. Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
Belanja Tunjangan
1 | Komunikasi Intensif 8.138.340.000,00 |  7.761.600.000,00 | 95,37 |  4.158.000.000,00
Pimpinan dan Anggota
DPRD
Belanja Penunjang
2| Operasional KDHWKDH 600.000.000,00 598.890.000,00 | 99,82 715.980.000,00
3 | Dana Operasional 465.048.000,00 379.680.000,00 | 81,64 21.000.000,00
Pimpinan DPRD
Jumlah 9.203.388.000,00 |  8.740.170.000,00 | 94,97 |  4.894.980.000,00

d) Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Realisas Insentif Pemungutan Pajak TA 2018 sebesar Rp4.761.573.626,00 atau
94,51% dari anggaran sebesar Rp5.038.000.000,00. Insentif pemungutan pajak ini
naik sebesar Rp998.426.818,00 atau sebesar 26,53% jika dibandingkan belanja
tahun 2017 sebesar Rp3.763.146.808,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran
dan realisasi belanjainsentif pemungutan pajak daerah tahun 2018:
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No.

Uraian

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

%

Realisasi TA 2017
(Rp)

Belanja Insentif
Pemungutan Pajak
Daerah - Pajak Hotel

122.741.000,00

118.800.987,00

96,79

76.483.938,00

Belanja Insentif
Pemungutan Pajak
Daerah - Pajak Restoran

311.888.000,00

290.430.683,00

93,12

180.120.515,00

Belanja Insentif
Pemungutan Pajak
Daerah - Pajak Hiburan

19.728.000,00

17.315.760,00

87,77

13.379.375,00

Belanja Insentif
Pemungutan Pajak
Daerah - Pajak Reklame

128.759.000,00

118.630.001,00

92,13

87.924.552,00

Belanja Insentif
Pemungutan Pajak
Daerah - Pajak
Penerangan Jalan

2.392.955.000,00

2.298.973.543,00

96,07

1.712.675.250,00

Belanja Insentif
Pemungutan Pajak
Daerah - Pajak Parkir

15.542.000,00

9.854.814,00

63,41

14.828.064,00

Belanja Insentif
Pemungutan Pajak
Daerah - Pajak Air Tanah

60.699.000,00

56.227.213,00

92,63

52.336.500,00

Belanja Insentif
Pemungutan Pajak
Daerah - Pajak Sarang
Burung Walet

1.622.000,00

1.380.951,00

85,14

1.395.150,00

Belanja Insentif
Pemungutan Pajak
Daerah - Pajak Mineral
Bukan Logam dan
Batuan

2.343.000,00

467.500,00

19,95

8.728.875,00

10

Belanja Insentif
Pemungutan Pajak
Daerah - Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan

1.042.014.000,00

946.781.899,00

90,86

848.047.750,00

11

Belanja Insentif
Pemungutan Pajak
Daerah - Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan
Bangunan

939.709.000,00

902.710.275,00

96,06

767.226.839,00

Jumlah

5.038.000.000,00

4.761.573.626,00

94,51

3.763.146.808,00

€) Insentif Pemungutan Retribus
Realisas Insentif Pemungutan Retribusi TA 2018 sebesar Rp154.571.438,00 atau
42,05% dari anggaran sebesar Rp367.604.000,00. Insentif pemungutan retribusi ini
turun sebesar Rp9.418.699,00 atau sebesar 5,74% jika dibandingkan dengan belanja
tahun 2017 sebesar Rp163.990.137,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan
realisas belanjainsentif pemungutan retribus daerah tahun 2018:

) Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)

Insentif Pemungutan

1 Retribusi Daerah - 152.058.000,00 97.500.779,00 | 64,12 112.230.642,00
Retribusi Daerah
Belanja Insentif
Pemungutan Retribusi

2 Daerah - Pelayanan 15.370.000,00 8.104.800,00 | 52,73 7.356.502,00
Persampahan/
Kebersihan
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No.

Uraian

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)

%

Realisasi TA 2017
(Rp)

Belanja Insentif
Pemungutan Retribusi
Daerah - Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan
Umum

15.945.000,00

2.643.455,00

16,58

1.857.514,00

Belanja Insentif
Pemungutan Retribusi
Daerah - Pelayanan
Pasar

81.355.000,00

29.151.405,00

35,83

28.655.548,00

Belanja Insentif
Pemungutan Retribusi
Daerah - Pengujian
Kendaraan Bermotor

9.761.000,00

3.036.775,00

31,11

3.036.775,00

Belanja Insentif
Pemungutan Retribusi
Daerah - Pemeriksaan
Alat Pemadam
Kebakaran

420.000,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Insentif
Pemungutan Retribusi
Daerah - Penyediaan
dan/atau Penyedotan
Kakus

79.000,00

55.827,00

70,67

59.500,00

Belanja Insentif
Pemungutan Retribusi
Daerah - Pemakaian
Kekayaan Daerah

46.252.000,00

9.080.628,00

19,63

5.176.083,00

Belanja Insentif
Pemungutan Retribusi
Daerah - Terminal

2.819.000,00

1.609.260,00

57,09

1.489.358,00

10

Belanja Insentif
Pemungutan Retribusi
Daerah - Tempat
Khusus Parkir

41.235.000,00

3.388.509,00

8,22

4.128.215,00

11

Belanja Insentif
Pemungutan Retribusi
Daerah - Rumah
Potong Hewan

1.320.000,00

0,00

0,00

0,00

12

Belanja Insentif
Pemungutan Retribusi
Daerah - Tempat
Rekreasi dan Olah
raga- LRA

720.000,00

0,00

0,00

0,00

13

Belanja Insentif
Pemungutan Retribusi
Daerah - Izin
Mendirikan Bangunan

245.000,00

0,00

0,00

0,00

14

Belanja Insentif
Pemungutan Retribusi
Daerah - Izin Trayek

25.000,00

0,00

0,00

0,00

Jumlah

367.604.000,00

154.571.438,00

42,05

163.990.137,00

f) Belanja Uang Lembur

Realisas Uang Lembur TA 2018 sebesar Rp3.000.768.850,00 atau 84,79% dari
anggaran sebesar Rp3.539.207.000,00. Belanja uang lembur ini naik sebesar
Rp102.769.250,00 atau sebesar 3,55% jika dibandingkan dengan belanja tahun
2017 sebesar Rp2.897.999.600,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan
realisas belanja uang lembur tahun 2018:

LKPD Kabupaten Kudus TA. 2018

50




PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)

1 | Belanja Uang 3.075.295.000,00 | 2.606.962.850,00 | 84,77 2.510.769.600,00
Lembur PNS
Belanja Uang

2 | e o PNS 463.912.000,00 393.806.000,00 | 84,89 387.230.000,00

Jumlah 3.539.207.000,00 | 3.000.768.850,00 | 84,79 2.897.999.600,00

g) Belanja Pegawai BLUD

Redlisas Belanja Pegawai BLUD TA 2018 sebesar Rp16.534.103.173,00 atau
86,24% dari anggaran sebesar Rp19.172.117.000,00. Belanja Pegawai ini naik
sebesar Rp5.447.149.284,00 atau sebesar 49,13% jika dibandingkan dengan belanja
tahun 2017 sebesar Rp11.086.953.889,00.

h) Belanja Honorarium PNS

Redisas Belanja Honorarium PNS TA 2018 sebesar Rp6.721.434.500,00 atau
87,33% dari anggaran sebesar Rp7.696.685.000,00. Belanja Honorarium PNS ini
turun sebesar Rp107.841.450,00 atau sebesar 1,58% jika dibandingkan dengan
belanja tahun 2017 sebesar Rp6.829.275.950,00. Berikut ini merupakan rincian
anggaran dan realisasi belanja honorarium PNS tahun 2018:

. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
Belanja Honorarium
1 Panitia Pelaksana 6.526.630.000,00 5.619.734.500,00 86,10 5.452.480.950,00
Kegiatan
Belanja Honorarium Tim
2 Pengadaan Barang dan 1.138.830.000,00 1.101.700.000,00 96,74 1.376.795.000,00
Jasa
3 | Belanja Honorarium PNS 31.225.000,00 0,00 | 000 0,00
Lainnya
Jumlah 7.696.685.000,00 6.721.434.500,00 87,33 6.829.275.950,00

1) Belanja Honorarium Non PNS

Realisas Belanja Honorarium Non PNS TA 2018 sebesar Rp11.503.224.115,00
atau 83,88% dari anggaran sebesar Rp13.713.554.000,00. Belanja Honorarium non
PNS ini naik sebesar Rp2.167.391.391.977,00 atau sebesar 23,22% jika
dibandingkan dengan belanja tahun 2017 sebesar Rp9.335.832.138,00.

j) BdanjaHonorarium Pengelola Dana BOS

Redisas Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS TA 2018 sebesar
Rp4.526.990.250,00 atau 98,95% dari anggarannya sebesar Rp4.575.112.000,00.
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS ini turun sebesar Rp8.033.412.263,00
atau sebesar 63,96% jika dibandingkan dengan belanja tahun 2017 sebesar
Rp12.560.402.513,00.

2) Belanja Barang

Realisas Belanja Barang TA 2018 sebesar Rp453.849.265.039,00 atau 88,16% dari
anggaran sebesar Rp514.778.056.000,00. Realisasi belanja barang ini naik sebesar
Rp61.342.452.317,00 atau sebesar 15,63% jika dibandingkan belanja tahun 2017
sebesar Rp392.506.812.722,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisas
belanja barang tahun 2018:
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Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Belanja Bahan Pakai Habis 11.037.535.500,00 9.380.985.406,00 | 84,99 8.085.660.203,00
2 | Belanja Bahan/Material 14.890.693.000,00 12.666.671.446,00 | 85,06 | 14.858.641.562,00
3 | Belanja Jasa Kantor 124.471.714.500,00 | 112.942.685.262,00 | 90,74 | 101.231.570.518,00
4 | Belanja Premi Asuransi 9.171.286.000,00 7.895.180.603,00 | 86,09 8.060.134.856,00
5 | BelanjaPerawatan 11.931.146.000,00 9.939.807.622,00 | 83,31 9.859.513.852,00
Kendaraan Bermotor
g | Belanja Cetak dan 10.816.740.900,00 9.041.485.005,00 | 83,59 7.352.199.307,00
Penggandaan
Belanja Sewa
7 | Rumah/Gedung/Gudang/P 2.544.788.000,00 1.972.316.097,00 | 77,50 2.591.176.223,00
arkir
g | Belanja Sewa Sarana 1.231.658.000,00 846.058.000,00 | 68,69 643.253.000,00
Mobilitas
9 | Belanja Sewa Alat Berat 16.900.000,00 16.900.000,00 | 100,00 13.400.000,00
Belanja Sewa
10 | Perlengkapan dan 2.083.216.000,00 1.298.930.000,00 | 62,35 1.443.642.100,00
Peralatan Kantor
11 | Belanja Makanan dan 23.495.093.000,00 17.598.622.802,00 | 74,90 15.738.107.750,00
Minuman
12 | Belanja Pakaian Dinas dan 887.684.000,00 675.468.040,00 | 76,09 549.410.400,00
Atributnya
13 | Belanja Pakaian Kerja 2.510.162.600,00 2.458.909.124,00 | 97,96 890.653.000,00
14 | Belanja Pakaian Khusus 659.679.000,00 644.887.650,00 | 97,76 550.745.000,00
dan Hari-hari Tertentu
15 | Belanja Perjalanan Dinas 35.706.445.500,00 27.963.772.932,00 | 78,32 | 24.915.731.287,00
16 | Belanja Pemulangan 220.000.000,00 166.140.000,00 | 75,52 214.842.500,00
Pegawai
17 | Belanja Pemeliharaan 9.855.170.000,00 7.165.783.443,00 | 72,71 9.987.614.618,00
18 | Belanja Jasa Konsultansi 2.398.950.000,00 1.947.115.500,00 | 81,17 3.319.802.200,00
Belanja Beasiswa
19 | por o oNG 11.000.000,00 2.200.000,00 | 20,00 0,00
Belanja Kursus, Pelatihan,
20 | Sosialisasi dan Bimbingan 5.439.063.000,00 2.673.870.868,00 | 49,16 3.617.500.047,00
Teknis PNS
Belanja Uang untuk
21 | Diberikan kepada Pihak 808.508.000,00 679.557.392,00 | 84,05 707.832.879,00
Ketiga/Masyarakat
22 | Belanja Barang Dana BOS 61.321.639.000,00 59.142.884.690,00 | 96,45 | 47.066.188.661,00
23 | Belanja Perlengkapan dan 2.292.520.000,00 1.720.739.729,00 | 75,06 1.011.360.513,00
Peralatan
24 Sﬁﬁga Barang dan Jasa 143.128.692.000,00 | 130.814.871.378,00 | 91,40 | 129.270.729.146,00
25 | Belanja Peralatan dan 269.321.000,00 260.789.200,00 | 96,83 527.103.100,00
Perlengkapan Praktek
Belanja Barang untuk
26 | Diserahkan kepada 29.283.611.000,00 28.046.706.100,00 | 95,78 0,00
Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Jasa Tenaga
2T | I e N A ber 8.294.840.000,00 5.885.926.750,00 | 70,96 0,00
Jumlah 514.778.056.000,00 | 453.849.265.039,00 | 88,16 | 392.506.812.722,00
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3) Belanja Hibah

Redlisas Belanja Hibah Tahun 2018 sebesar Rp54.557.133.531,00 atau 87,53% dari
anggaran sebesar Rp62.330.097.000,00. Redlisasi belanja hibah ini turun sebesar
Rp7.867.648.213,00 atau sebesar 12,60% jika dibandingkan dengan belanja tahun
2017 sebesar Rp62.424.781.744,00. Belanja Barang untuk diserahkan kepada
masyarakat tahun 2017 diklasifikasikan sebagai belanja hibah tetapi pada tahun 2018
diklasifikasikan sebagai belanja barang. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan
realisasi belanja hibah tahun 2018:

. Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Belanja Hibah kepada 18.985.177.000,00 | 15.336.288.531,00 | 80,78 | 5.862.500.000,00
Pemerintah Pusat
Belanja Hibah kepada
2 | Kelompok/Anggota 5.871.000.000,00 |  5.321.000.000,00 | 90,63 | 18.747.100.000,00
Masyarakat
3 | Belanja Hibah kepada 37.473.920.000,00 | 33.899.845.000,00 | 90,46 | 26.092.185.000,00

Badan/Lembaga/Organisasi

Barang untuk diserahkan
4 kepada Masyarakat/Pihak 0,00 0,00 0,00 11.722.996.744,00
Ketiga

Jumlah 62.330.097.000,00 54.557.133.531,00 | 87,53 | 62.424.781.744,00

4) Belanja Bantuan Sosial

Redlisas Belanja Bantuan Sosiad Tahun 2018 sebesar Rp7.221.230.000,00 atau
95,65% dari anggaran sebesar Rp7.549.780.000,00. Belanja bantuan sosia ini turun
sebesar Rp358.410.000,00 atau sebesar 4,73% jika dibandingkan dengan belanja tahun
2017 sebesar Rp7.579.640.000,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan
realisas belanja bantuan sosia tahun 2018:

. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
Belanja Bantuan Sosial
1 kepada Organisasi Sosial 321.150.000,00 279.400.000,00 | 87,00 110.000.000,00
Kemasyarakatan
Belanja Bantuan Sosial
2 kepada Kelompok 103.350.000,00 103.350.000,00 | 100,00 0,00
Masyarakat
Belanja Bantuan Sosial
3 kepada Anggota 7.125.280.000,00 6.838.480.000,00 | 95,97 7.469.640.000,00
Masyarakat
Jumlah 7.549.780.000,00 7.221.230.000,00 | 95,65 7.579.640.000,00

b. BelanjaModal

Redlisas Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp377.578.292.200,00 atau 86,40% dari
anggaran sebesar Rp437.020.685.000,00. Redlisas belanja moda ini turun sebesar
Rp123.202.480.227,00 atau sebesar 24,60% jika dibandingkan dengan belanja tahun 2017
sebesar Rp500.780.772.427,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan reaisas
belanja modal tahun 2018:

_ Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Belanja Modal Tanah 21.572.126.000,00 0,00 | 0,00 5.359.240.000,00
o | BelanjaModal 109.684.390.000,00 | 93.014.373.816,00 | 84,80 43.314.885.595,00

Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Gedung

3 dan Bangunan

174.515.094.000,00 | 159.967.977.672,00 91,66 196.542.789.306,00
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Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %

(Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Modal Jalan,

4 elan . 120.211.792.000,00 | 114.260.375.450,00 | 95,05 | 238.374.097.640,00
Irigasi dan Jaringan
5 | Belanja Modal Aset 11.037.283.000,00 | 10.335.565.262,00 | 93,64 | 17.189.759.886,00
Tetap Lainnya
Jumlah 437.020.685.000,00 | 377.578.292.200,00 | 86,40 | 500.780.772.427,00
1) Tanah

Redisas Belanja Modal Tanah TA 2018 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari
anggarannya sebesar Rp21.572.126.000,00. Realisasi belanja modal tanah ini turun
sebesar Rp5.359.240.000,00 atau sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan belanja
tahun 2017 sebesar Rp5.359.250.000,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan
realisas belanja modal tanah tahun 2018:

. Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Belanja Modal Tanah - 0,00 0,00 | 0,00 352.600.000,00
Pengadaan Kolam lkan
Belanja Modal Tanah -
2 | Pengadaan Tanah Untuk 21.572.126.000,00 0,00 | 0,00 5.006.640.000,00
Bangunan Bukan
Gedung
Jumlah 21.572.126.000,00 0,00 0,00 5.359.240.000,00

Belanja modal tanah tidak dapat dilaksanakan karena proses pinjam paka kawasan
hutan yang akan dipakai untuk pembangunan Embung Logung belum selesai.

2) Peralatan dan Mesin

Redlisas Belanja Moda Peralatan dan Mesin TA 2018 sebesar Rp93.014.373.816,00
atau 84,80% dari anggaran sebesar Rp109.684.390.000,00. Realisas belanja modal
peralatan mesin ini nailk sebesar Rp49.699.488.221,00 atau sebesar 114,74% jika
dibandingkan dengan belanja tahun 2017 sebesar Rp43.314.885.595,00. Berikut ini
merupakan rincian anggaran dan redlisas belanja modal peralatan dan mesin tahun
2018:

_ Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %

(Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin -
1 Pengadaan Alat-Alat 0,00 0,00 0,00 203.167.423,00

Besar Darat

Belanja Modal
2 | Peralatan dan Mesin - 29.500.000,00 29.500.000,00 | 100,00 258.420.800,00
Pengadaan Alat-alat

Bantu

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin -
3 Pengadaan Alat 6.442.240.000,00 3.191.606.000,00 49,54 1.689.082.490,00
Angkutan Darat
Bermotor

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin -
4 Pengadaan Alat 27.000.000,00 26.565.000,00 98,39 7.232.000,00
Angkutan Darat Tak
Bermotor

Belanja Modal
5 | Peralatan dan Mesin - 197.337.000,00 182.889.000,00 | 92,68 190.541.500,00
Pengadaan Alat

Bengkel Bermesin
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Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %

(Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Modal
6 Peralatan dan Mesin - 628.750.000,00 498.426.235,00 79,27 262.144.000,00
Pengadaan Alat Ukur

Belanja Modal
7 | Peralatan dan Mesin - 2.016.900.000,00 185.992.000,00 9,22 239.011.000,00
Pengadaan Alat

Pengolahan

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat
Pemeliharaan
Tanaman/Alat
Penyimpan

205.000.000,00 163.153.000,00 79,59 232.223.000,00

Belanja Modal
9 Peralatan dan Mesin - 2.670.015.000,00 2.207.553.870,00 82,68 1.729.923.586,00
Pengadaan Alat Kantor

Belanja Modal
10 | Peralatan dan Mesin - 5.611.865.000,00 | 5.263.914.800,00 | 93,80 4.918.298.382,00
Pengadaan Alat

Rumah Tangga

Belanja Modal
11 Peralatan dan Mesin - 9.063.242.120,00 8.236.496.440,00 90,88 9.205.356.353,00
Pengadaan Komputer

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin -
12 Pengadaan Meja Dan 1.177.944.000,00 1.131.040.600,00 96,02 493.381.000,00
Kursi Kerja/Rapat
Pejabat

Belanja Modal
13 Peralatan dan Mesin - 1.083.684.880,00 1.024.918.714,00 94,58 1.713.801.018,00
Pengadaan Alat Studio

Belanja Modal
14 | Peralatan dan Mesin - 168.115.000,00 145.529.100,00 | 86,57 55.287.000,00
Pengadaan Alat

Komunikasi

Belanja Modal
15 | Peralatan dan Mesin - 2.250.000,00 825.000,00 | 36,67 0,00
Pengadaan Peralatan

Pemancar

Belanja Modal
16 | PeralatandanMesin- | 57 13 759 000,00 | 52.165.899.467,00 | 90,83 3.052.950.710,00
Pengadaan Alat

Kedokteran

Belanja Modal
17 | Peralatan dan Mesin - 5.663.755.000,00 | 5.003.710.777,00 | 88,35 154.305.689,00
Pengadaan Alat

Kesehatan

Belanja Modal
1g | Peralatan dan Mesin - 429.000.000,00 145.935.800,00 | 34,02 126.943.672,00
Pengadaan Unit-Unit

Laboratorium

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin -
19 Pengadaan Alat 103.450.000,00 102.390.000,00 98,98 1.163.977.932,00
Peraga/Praktek
Sekolah

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin -
20 Pengadaan Peralatan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 5.000.000,00
Laboratorium
Hidrodinamika
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Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Modal

Peralatan dan Mesin -
21 Pengadaan 15.005.000,00 14.135.000,00 94,20 47.655.100,00

Persenjataan Non

Senjata Api

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin -
22 Pengadaan Alat 54.610.000,00 78.404.100,00 143,57 2.107.580.000,00
Keamanan dan
Perlindungan

Belanja Modal

23 Peralatan dan Mesin - 11.504.590.000,00 8.328.958.152,00 72,40 10.839.243.503,00
BLUD
Belanja Modal
24 Peralatan dan Mesin - 5.153.378.000,00 4.884.530.761,00 94,78 4.619.359.437,00
BOS
Jumlah 109.684.390.000,00 | 93.014.373.816,00 84,80 43.314.885.595,00

3) Bangunan dan Gedung

Redlisas Belanja Moda Bangunan dan Gedung TA 2018  sebesar
Rp159.967.977.672,00 atau 91,66% dari anggaran sebesar Rpl174.515.094.000,00.
Resalisas belanja modal bangunan dan gedung ini turun sebesar Rp36.574.811.634,00
atau sebesar 18,61% jika dibandingkan dengan belanja tahun 2017 sebesar
Rp196.542.789.306,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja
modal bangunan dan gedung tahun 2018:

_ Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %

(Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan -

Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja

167.621.035.000,00 | 153.420.273.527,00 91,53 191.079.267.861,00

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Tinggal

2.357.240.000,00 2.290.561.400,00 97,17 488.679.740,00

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan
Tugu Peringatan

234.950.000,00 230.940.000,00 98,29 0,00

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan -

Pengadaan Bangunan
Tugu Titik Kontrol/Pasti

854.876.000,00 854.222.000,00 99,92 0,00

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan
Rambu-Rambu

929.000.000,00 855.713.000,00 92,11 1.750.444.000,00

Belanja Modal Gedung

dan Bangunan - BLUD 2.517.993.000,00 2.316.267.745,00 91,99 2.178.335.705,00

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan -
Pengadaan Bangunan
Bersejarah

0,00 0,00 0,00 931.357.000,00

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan -

8 Pengadaan Bangunan 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00
Monumen/Bangunan
Bersejarah lainnya
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. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %

(Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan -
9 Pengadaan Bangunan 0,00 0,00 0,00 95.705.000,00
Rambu-Rambu Lalu
Lintas Udara

Jumlah 174.515.094.000,00 | 159.967.977.672,00 91,66 196.542.789.306,00

4) Jalan, Irigas, dan Jaringan

Redlisas Belanja Moda Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 sebesar
Rp114.260.375.450,00 atau 95,05% dari anggaran sebesar Rp120.211.792.000,00.
Realisas belanja jalan, irigasi dan jaringan ini turun sebesar Rp124.113.722.190,00
atau sebesar 52,07%  jika dibandingkan dengan belanja tahun 2017 sebesar
Rp238.374.097.640,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja
modal jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2018:

Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 o Realisasi TA 2017
0

No. Urai
° raian (Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Modal Jalan,
1 Irigasi dan Jaringan - 75.052.657.000,00 71.939.291.800,00 | 95,85 | 167.112.217.700,00
Pengadaan Jalan

Belanja Modal Jalan,
2 Irigasi dan Jaringan - 9.650.000.000,00 9.413.783.600,00 | 97,55 28.821.031.550,00
Pengadaan Jembatan

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan -

3 9.421.684.000,00 8.994.742.000,00 | 95,47 | 19.339.112.000,00
Pengadaan Bangunan
Air Irigasi
Belanja Modal Jalan,

4 | Irigasidan Jaringan - 309.100.000,00 301.021.000,00 | 97,39 5.005.623.000,00

Pengadaan Bangunan
Air Pasang Surut

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan -
5 Pengadaan Bangunan 7.124.220.000,00 6.489.946.000,00 | 91,10 6.362.940.600,00
Pengaman Sungai dan
Penanggulangan BA

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan -
6 Pengadaan Bangunan 0,00 0,00 | 0,00 9.799.790,00
Pengembangan Sumber
Air dan Air Tanah

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan -
Pengadaan Bangunan
Air Bersih/Baku

40.000.000,00 38.700.000,00 | 96,75 148.945.000,00

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan -
Pengadaan Bangunan
Air Kotor

15.000.000,00 14.554.000,00 | 97,03 1.879.550.000,00

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan -
Pengadaan Bangunan
Air

1.000.000.000,00 967.516.000,00 | 96,75 0,00

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan -
Pengadaan Instalasi Air
Minum/Air Bersih

10 25.993.000,00 24.100.000,00 | 92,72 49.388.500,00

LKPD Kabupaten Kudus TA. 2018 57



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

No.

Uraian

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

%

Realisasi TA 2017
(Rp)

11

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan -
Pengadaan Instalasi
Pengolahan Sampah

892.170.000,00

878.080.000,00

98,42

793.755.000,00

12

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan -
Pengadaan Instalasi
Gardu Listrik

0,00

0,00

0,00

55.300.000,00

13

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan -
Pengadaan Jaringan Air
Minum

0,00

0,00

0,00

1.177.500,00

14

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan -
Pengadaan Jaringan
Listrik

15.235.260.000,00

14.280.846.200,00

93,74

7.492.451.500,00

15

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan -
Pengadaan Jaringan
Telepon

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

16

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan —
BLUD

1.445.708.000,00

917.794.850,00

63,48

1.300.305.500,00

Jumlah

120.211.792.000,00

114.260.375.450,00

95,05

238.374.097.640,00

5) Aset Tetap Lainnya
Redlisas Belanja Moda Aset Tetap Lainnya TA 2018 sebesar Rp10.335.565.262,00
atau 93,64% dari anggaran sebesar Rp11.037.283.000,00. Realisasi belanja modal aset
tetap lainnya ini turun sebesar Rp6.854.194.624,00 atau sebesar 39,87% jika
dibandingkan dengan belanja tahun 2017 sebesar Rpl17.189.759.886,00. Berikut ini
merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2018:

No.

Uraian

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

%

Realisasi TA 2017
(Rp)

Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya -
Pengadaan Buku

1.844.092.000,00

1.373.677.500,00

74,49

6.556.352.440,00

Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya -
Pengadaan Barang-
Barang Perpustakaan

0,00

0,00

0,00

2.250.000,00

Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya -
Pengadaan Barang
Bercorak Kebudayaan

66.000.000,00

40.000.000,00

60,61

227.740.000,00

Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya -
Pengadaan Alat Olah
Raga Lainnya

0,00

0,00

0,00

27.430.000,00

Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya -
Pengadaan Hewan

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya -
Pengadaan Tanaman

50.000.000,00

49.634.800,00

99,27

343.664.000,00

Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya -
Pengadaan Aset Tetap
Renovasi

0,00

0,00

0,00

292.928.000,00
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Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
Belanja Modal Aset
8 | rotap Lainnya . BLUD 5.000.000,00 1.335.000,00 | 26,70 2.130.000,00
g | BelanjaModal Aset 9.072.191.000,00 | 8.870.917.962,00 | 97,78 0.722.265.446,00
Tetap Lainnya - BOS
Jumlah 11.037.283.000,00 | 10.335.565.262,00 | 93,64 | 17.189.759.886,00

c. BelanjaTidak Terduga (BTT)

Belanja Tidak Terduga TA 2018 dan TA 2017 masing-masing dianggarakan sebesar
Rp1.500.000.000,00 dan Rp1.000.000.000,00. Pada TA 2018 dan TA 2017 tidak ada
realisas belanjatidak terduga.

3. TRANSFER

Transfer TA 2018 teredlisasi sebesar Rp238.594.103.550,00 atau 93,75% dari anggaran
sebesar Rp254.492.595.000,00. Redlisass belanja transfer ini  nalk sebesar
Rp5.001.580.900,00 atau sebesar 2,14% jika dibandingkan dengan belanja tahun 2017
sebesar Rp233.592.522.650,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan redisas

transfer tahun 2018:
. Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Transfer Bagi Hasil 12.919.412.000,00 | 12.829.396.700,00 | 99,30 11.195.355.700,00

Pendapatan

Transfer Bantuan
Keuangan

Jumlah 254.492.595.000,00 | 238.594.103.550,00 | 93,75 233.592.522.650,00

2 241.573.183.000,00 | 225.764.706.850,00 | 93,46 222.397.166.950,00

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil pendapatan TA 2018 terealisasi sebesar Rpl12.829.396.700,00 atau
99,30% dari anggaran sebesar Rp12.919.412.000,00. Redisas belanja transfer ini
meningkat sebesar Rp1.634.041.000,00 atau sebesar 14,60% jika dibandingkan dengan
belanja tahun 2017 sebesar Rp11.195.355.700,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran
dan realisasi transfer bagi hasil pendapatan tahun 2018:

. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
Transfer Bagi Hasil
1 | Pajak Daerah Kepada 10.216.000.000,00 |  10.142.631.800,00 | 99,28 | 9.186.614.000,00
Pemerintahan
Kabupaten/Kota
Transfer Bagi Hasil
Pendapatan Lainnya
2 Kepada Pemerintahan 2.703.412.000,00 2.686.764.900,00 | 99,38 2.008.741.700,00
Kabupaten/Kota/Desa
Jumlah 12.919.412.000,00 12.829.396.700,00 | 99,30 | 11.195.355.700,00

b. Transfer bantuan Keuangan

Transfer bantuan keuangan TA 2018 terealisas sebesar Rp225.764.706.850,00 atau
93,46% dari anggaran sebesar Rp241.573.183.000,00. Readlisasi belanja transfer ini naik
sebesar Rp3.367.539.900,00 atau sebesar 1,51% jika dibandingkan dengan belanja tahun
2017 sebesar Rp222.397.166.950,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi
transfer bantuan keuangan tahun 2018:
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. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
Transfer Bantuan
1 | Keuangan ke 500.000.000,00 200.000.000,00 | 40,00 0,00
Pemerintah Daerah
Lainnya
2 | Transfer Bantuan 239.893.463.000,00 224.385.399.800,00 | 93,54 | 221.217.860.500,00
Keuangan ke Desa
3 | Transfer Bantuan 1.179.720.000,00 1.179.307.050,00 | 99,96 1.179.306.450,00
Keuangan Lainnya
Jumlah 241.573.183.000,00 225.764.706.850,00 | 93,46 | 222.397.166.950,00

1) Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya

Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya TA 2018 terealisasi sebesar
Rp200.000.00,00 atau 40,00% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Transfer
bantuan keuangan ini merupakan bantuan keuangan kepada provinsi Nusa Tenggara
Barat untuk penanganan masyarakat terdampak bencana alam.

2) Transfer Bantuan Keuangan K epada Desa

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2018 teredlisasi sebesar
Rp224.385.399.800,00 atau 93,54% dari anggarannya sebesar Rp239.893.463.000,00.
Realisas belanja transfer ini naik sebesar Rp3.167.539.300,00 atau sebesar 1,43% jika
dibadingkan dengan transfer TA 2017 sebesar Rp221.217.860.500,00. Berikut ini
merupakan rincian anggaran dan realisas transfer bantuan keuangan kepada desa tahun
2018:

. Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018
No. Uraian %

(Rp) (Rp)

Realisasi TA 2017
(Rp)

Transfer Bantuan
Keuangan Kepada
Desa untuk Alokasi
Dana Desa

109.184.286.000,00 | 108.300.058.600,00 | 99,19015 | 105.313.198.500,00

Transfer Bantuan
Keuangan Kepada
Desa untuk
Pelaksanaan Pilkades

0,00 0,00 0,00 143.184.000,00

Transfer Bantuan Keu
kpd Desa untuk Tun;.

3 Kompensasi Sekdes yg
tidak memenuhi syarat
diangkat PNS

40.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Transfer Dana Desa
4 yang bersumber dari
APBN

119.061.308.000,00 | 116.085.341.200,00 97,50 | 103.071.819.000,00

Transfer Bantuan
5 Keuangan Infrastruktur
Desa

11.607.869.000,00 0,00 0,00 8.339.735.000,00

Belanja Bantuan
Keuangan Khusus

6 Kepada Pemerintah
Desa untuk TMMD dan
Karya Bakti

0,00 0,00 0,00 4.199.924.000,00

Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah

7 Desa untuk
Peningkatan Kapasitas
Masyarakat

0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

Jumlah 239.893.463.000,00 | 224.385.399.800,00 93,54 | 221.217.860.500,00

3) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2018 adalah bantuan Keuangan Kepada
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Partai Politik. Realisas Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2018 adalah

sebesar  Rpl.179.307.050,00 atau 99,96% dari anggarannya  sebesar
Rp1.179.720.000,00. Redlisasi belanja transfer ini naik sebesar Rp600,00 atau sebesar
0,00% dibandingkan realisas TA 2017 sebesar Rp1.179.306.450,00. Berikut ini
merupakan rincian anggaran dan redisas transfer bantuan keuangan lainnya tahun
2018:
. Anggaran TA 2018 Realisasi TA 2018 Realisasi TA 2017
No. Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)
1 | Partai Golongan Karya 115.591.500,00 115.591.500,00 100,00 115.591.500,00
o | Partai Kebangkitan 173.119.500,00 173.100.000,00 99,99 173.100.000,00
Bangsa
3 | Partai Demokrasi 218.795.100,00 218.795.000,00 100,00 218.795.000,00
Indonesia Perjuangan
4 | Partai Amanat 70.737.000,00 70.737.000,00 100,00 70.737.000,00
Nasional
5 | Partai Demokrat 87.396.150,00 87.396.000,00 100,00 87.396.150,00
g | Paral Persatuan 83.323.800,00 83.323.800,00 100,00 83.323.800,00
Pembangunan
7 | Partai Gerakan 130.914.450,00 130.914.000,00 100,00 130.914.000,00
Indonesia Raya
g | Partai Keadilan 105.878.550,00 105.878.000,00 | 100,00 105.878.000,00
Sejahtera
g | Partai Hati Nurani 63.456.750,00 63.456.750,00 100,00 63.456.000,00
Rakyat
10 | Partai Nasional 107.390.700,00 107.000.000,00 99,64 107.000.000,00
Demokrat
11 | Partai Bulan Bintang 23.116.500,00 23.115.000,00 99,99 23.115.000,00
Jumlah 1.179.720.000,00 1.179.307.050,00 99,96 |  1.179.306.450,00

4. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun anggaran 2018 mengalami Surplus Anggaran
sebesar Rp38.828.441.862,00 Sedangkan pada tahun 2017 mengalami Defisit sebesar
Rp23.785.064.699,00

PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan Netto

Daerah Tahun Anggaran 2018 direncanakan

sebesar

Rp130.933.938.000,00 terealisas sebesar Rp130.850.753.150,00 dan TA 2017 teredisas
sebesar Rp162.719.003.411,00 yang terdiri dari:

No.

Uraian

Anggaran TA 2018
(Rp)

Realisasi TA 2018
(Rp)

%

Realisasi TA 2017
(Rp)

1 Penerimaan Pembiayaan

Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran

- 138.933.938.000,00 138.845.378.580,00 99,94 182.034.296.310,00
Tahun Anggaran
Sebelumnya
Penerimaan Kembali
- | Investasi Non Permanen 0,00 5.374.570,00 0,00 38.707.101,00
Lainnya
Jumlah 138.933.938.000,00 138.850.753.150,00 99,94 182.073.003.411,00
2 Pengeluaran Pembiayaan
Penyertaan Modal
- | (Investasi) Pemerintah 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 100,00 19.354.000.000,00
Daerah
Jumlah 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 100,00 19.354.000.000,00
Pembiayaan Neto 130.933.938.000,00 130.850.753.150,00 99,94 162.719.003.411,00
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a. Penerimaan Pembiayaan

Anggaran Pembiayaan Daerah pada pos Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 sebesar
Rp138.933.938.000,00 terealisas sebesar Rp138.850.753.150,00 terdiri dari:

1) Penggunaan Sisa L ebih Perhitungan Anggaran (SLPA)
Anggaran Pembiayaan Daerah pada Penerimaan Pembiayaan pos Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran TA 2018 sebesar Rp138.933.938.000,00 teredisas sebesar
Rp138.845.378.580,00.

2) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Anggaran penerimaan kembali investas non permanen lainnya TA 2018 sebesar
Rp0,00 teredisas sebesar Rp5.374.570,00 adalah penerimaan kembali dana bergulir
dari Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran Pembiayaan Daerah pada pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 sebesar
Rp8.000.000.000,00 terealisas sebesar Rp8.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan
tersebut digunakan untuk Penyertaan Moda (Investasi) Pemerintah Daerah yang terdiri

dari:
Penyertaan Modal Anggaran 2018  Realisasi 2018 Realisasi 2017
(Investasi ) Pemerintah %
Daerah (Rp) (Rp) (Rp)

a) Penyertaan Modal 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100,00 8.706.000.000,00

Kepada PDAM Kab.
Kudus

b) Penyertaan Modal
Kepada PD BANK

500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 1.000.000.000,00

PASAR Kab. Kudus

c) Penyertaan Modal 0,00 0,00 0,00 9.648.000.000,00
Kepada Bank Jateng
d) Penyertaan Modal BPR 0,00 0,00 0,00 0,00
BKK Kudus
Jumlah 8.000.000.000 8.000.000.000,00 100,00 19.354.000.000,00

6. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN 2018

SILPA Kabupaten Kudus tahun 2018 sebesar Rp169.679.195.012,00 Jumlah tersebut
merupakan jumlah surplus anggaran sebesar Rp38.828.441.862,00 dengan Pembiayaan
Netto sebesar Rp130.850.753.150,00. Jumlah SILPA tersebut berupa :

Kasdi Kas Daerah

Kasdi BLUD RSUD

Kasdi BLUD Puskesmas

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di BendaharaBOS
Jumlah

ook wbdrE

Rp133.404.168.934,00
Rp 23.970.193.809,00
Rp 3.934.991.584,00
Rp 6.780.499.504,00
Rp 5.875.000,00
Rp 1.583.466.181,00

Rp169.679.195.012,00

Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp169.679.195.012,00 terdiri dari SILPA APBD 2018 yang terikat dan tidak terikat dengan

rincian sebagai berikut:
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. =P 2018 2017
(Rp) (Rp)
SiLPA Terikat
a. DBHCHT 14.131.374.973,00 10.007.510.342,00
B Dana BOP PAUD 1.332.994.500,00 3.364.335.000,00
c. | Dana Administrasi Kependudukan 217.506.176,00 263.629.083,00
d. Dana BOS Tahun 2011 848.161.867,00 848.161.867,00
e. | Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 12.577.033.460,00 8.881.244.805,00
f. Dana TPP Guru PNSD 2.290.755.000,00 2.290.755.000,00
g. | Dana Bantuan Operasional Kesehatan 5.736.125.675,00 1.163.588.643,00
h. Dana BOKB 521.490.689,00 58.368.619,00
i Dana P2D2 101.779.500,00 144.679.500,00
j- Dana Desa 2.354.441.200,00 1.095.264.000,00
k. Dana Pajak Rokok 1.330.284.293,00 10.937.014.869,00
I Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 21.644.592.100,00 21.487.475.000,00
m. | DID 6.678.967.500,00 0,00
n. DAK Fisik 1.768.436.000,00 0,00
0. Kas BLUD di Puskesmas 3.934.991.584,00 4.963.237.337,00
p. Kas di RSUD Kab. Kudus 23.970.193.809,00 14.825.372.522,00
g. | Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD 6.715.762.900,00 40.465.440,00
r. Kas di Bendahara BOS 1.583.466.181,00 2.155.523.522,00
Silpa Tidak Terikat

a. SILPA Pada Kas Daerah 61.870.226.001,00 56.358.459.195,00
b. | Kas Di Bendahara Pengeluaran 5.875.000,00 34.575.768,00
(o Kas di Bendahara Penerimaan 64.736.604,00 14.278.200,00
Jumlah 169.679.195.012,00 138.933.938.712,00

DBHCHT, BOS, Tunjangan Profesi Guru, TPP Guru, BOK, BOKB, BOP PAUD, P2D2,
Dana Desa dan Data Administrasi Kependudukan, dalam pelaksanaannya mengacu pada

Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 /PMK.07/2017 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang antara lain menyebutkan bahwa :
Dalam ha berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan dana
dana tersebut terdapat sisa dana di RKUD, maka diperhitungkan dalam penyaluran dana di
tahun anggaran berikutnya.
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B. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun
anggaran dapat terjadi keadaan redlisas keuangan yang lebih atau kurang dan
menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) atau Sisa Kurang
Pembiayaan Anggaran (SKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulas
SILPA atau SIKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan,
setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya
Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2018 adalah
sebagai berikut:

1. Nilai SAL Awal

Sado Anggaran Lebih (SAL) Awa Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp138.933.938.712,00 berasal dari SAL Akhir Tahun Anggaran 2017, dan SAL
Awal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp182.034.296.310,00 berasal dari SAL Akhir
Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018 Tahun 2017
Uraian
(Rp) (Rp)
Kas di Kas Daerah 116.900.485.923,00 158.378.428.357,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 34.575.768,00 284,00

Kas di Bendahara Penerimaan

54.743.640,00

22.380.823,00

Kas di BLUD

19.788.609.859,00

23.633.486.846,00

Kas BOS

2.155.523.522,00

0,00

Jumlah SAL Awal

138.933.938.712,00

182.034.296.310,00

2. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjaan di Tahun
Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp138.845.378.580,00 dan
Rp182.034.296.310,00 berasal dari:

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017
(Rp) (Rp)

Pendapatan Asli Daerah 365.942.643.646,00 279.239.106.717,00
Pendapatan Transfer 1.608.793.622.469,00 1.591.438.820.067,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 8.388.252.000,00 10.322.044.000,00
Pendapatan 1.983.124.518.115,00 1.880.999.970.784,00
Belanja Operasi 1.272.624.847.869,00 1.249.586.453.189,00
Belanja Modal 500.780.772.427,00 678.205.766.264,00
Belanja Tak Terduga 0,00 0,00
Belanja 1.773.405.620.296,00 1.927.792.219.453,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan 11.195.355.700,00 9.467.435.000,00
Transfer Bantuan Keuangan 222.397.166.950,00 189.683.079.450,00
Transfer 233.592.522.650,00 199.150.514.450,00
Penerimaan Pembiayaan 182.073.003.411,00 446.213.638.297,00
Pengeluaran Pembiayaan 19.354.000.000,00 18.236.578.868,00
Pembiayaan 162.719.003.411,00 427.977.059.429,00
Jumlah Penggunaan SAL 138.845.378.580,00 182.034.296.310,00

Dari jumlah saldo SAL awa dikurangi dengan saldo Penggunaan SAL sebagai
Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebagaimana tersebut diatas, dapat

diuraikan sebagai berikut:
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Tahun 2017 Tahun 2016

(Rp) (Rp)
138.933.938.712,00 182.034.296.310,00

Uraian

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan 138.845.378.580,00

182.034.296.310,00

Jumlah 88.560.132,00 0,00

Untuk Tahun 2018, SAL Awal sebesar Rp138.933.938.712,00 dimanfaatkan untuk
Penggunaan SAL sebaga Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar
Rp138.845.378.580,00, sehingga terdapat koreksi atas SILPA tahun sebelumnya
sebesar Rp88.560.132,00. Koreksi dimaksud merupakan koreksi pembukuan atas kas
dana BOS tahun 2017 sebesar Rp(87.171.632,00) dan koreksi atas uang titipan
prolanis sebesar Rp1.388.500,00.

Penggunaan SAL Tahun Anggaran 2017 sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun
Anggaran 2018 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2017. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SILPA di Tahun
Anggaran 2018 dari yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten kudus
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2018.

Tahun 2017, SAL Awal sebesar Rp182.034.296.310,00 dimanfaatkan seluruhnya
untuk Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar
Rp182.034.296.310,00. Penggunaan SAL Tahun Anggaran 2016 sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2017. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan
SILPA di Tahun Anggaran 2017 dari yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2018

SILPA adaah sdlisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu
periode pelaporan atau selish lebih antara redlisas pendapatan LRA dan penerimaan
pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode
pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisas Anggaran Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018
adalah sebesar Rp169.679.195.012,00 . Bila dibandingkan dengan SILPA Tahun
Anggaran 2017 sebesar Rpl138.933.938.712,00 terdapat kenaikan sebesar
Rp30.745.256.300,00 atau 22,13%. Rincian SILPA Tahun 2018 dan 2017 dapat
diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2017 Tahun 2016
Uraian
(Rp) (Rp)
Pendapatan 1.996.530.094.357,00 1.983.213.078.247,00
Belanja 1.719.107.548.945,00 1.773.405.620.296,00

Transfer

238.594.103.550,00

233.592.522.650,00

Surplus/Defisit

38.828.441.862,00

(23.785.064.699,00)

Penerimaan Pembiayaan

138.850.753.150,00

182.073.003.411,00

Pengeluaran Pembiayaan

8.000.000.000,00

19.354.000.000,00

Pembiayaan Netto

130.850.753.150,00

162.719.003.411,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

169.679.195.012,00

138.933.938.712,00
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4. Koreks Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan koreksi atas SILPA
tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp88.560.132,00 yang merupakan koreksi saldo
awal sisa dana BOS yang berada di SD dan SMP sebesar Rp(18.717.535,00), Sisa
Dana BOS TA 2017 yang dikembalikan ke Pemerintah Provins pada tahun 2018
sebesar Rp105.889.167,00 dan uang titipan prolanis pada rekening puskesmas jepang
sebesar Rp1.388.500,00.

5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL akhir merupakan akumulasi SILPA tahun anggaran yang lalu dan tahun
anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi
pembukuan tahun sebelumnya . Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan tahun
2018 adalah sebesar Rp169.679.195.012,00 yang berasal dari:

. Tahun 2018 Tahun 2017
Uraian
(Rp) (Rp)
Pendapatan Asli Daerah 337.364.609.424,00 366.031.203.778,00

Pendapatan Transfer

1.591.654.394.537,00

1.608.793.622.469,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

67.511.090.396,00

8.388.252.000,00

Pendapatan

1.996.530.094.357,00

1.983.213.078.247,00

Belanja Operasi

1.341.529.256.745,00

1.272.624.847.869,00

Belanja Modal

377.578.292.200,00

500.780.772.427,00

Belanja

1.719.107.548.945,00

1.773.405.620.296,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan 12.829.396.700,00 11.195.355.700,00

Transfer Bantuan Keuangan 225.764.706.850,00 222.397.166.950,00

Transfer 238.594.103.550,00 233.592.522.650,00

Penerimaan Pembiayaan 138.850.753.150,00 182.073.003.411,00

Pengeluaran Pembiayaan 8.000.000.000,00 19.354.000.000,00

Pembiayaan 130.850.753.150,00 162.719.003.411,00

JUMLAH SAL AKHIR 138.933.938.712,00

169.679.195.012,00
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C. PENJELASAN POS-POSNERACA

1. Kasdan SetaraKas

Saldo Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rpl69.679.195.012,00 naik sebesar
Rp30.745.256.300,00 (22,13%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar
Rp138.933.938.712,00 dengan rincian sebagai berikut.

31-Des-18 31-Des-17 Naik/(Turun)
Kas dan Setara Kas Rp Rp Rp

a. Kas di Kas Daerah 133.404.168.934,00 116.900.485.923,00 16.503.683.011,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran 5.875.000,00 34.575.768,00 (28.700.768,00)
c. Kas di Bendahara Penerimaan 6.780.499.504,00 54.743.640,00 6.725.755.864,00
d. Kas Di BLUD 27.905.185.393,00 19.788.609.859,00 8.116.575.534,00
e. Kas BOS 1.583.466.181,00 2.155.523.522,00 (572.057.341,00)

Jumlah 169.679.195.012,00 138.933.938.712,00 30.745.256.300

a. Kasdi KasDaerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp133.404.168.934,00, naik
sebesar Rp16.503.683.011,00 (14,12%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017
sebesar Rp116.900.485.923,00, yang dismpan dalam rekening giro dan deposito
bank dengan rincian sebagai berikut.

Kas di Kas Daerah 31-Des-18 31-Des-17 Naik/(Turun)
Rp Rp Rp
1) Bank Jateng Cab Kudus 33.404.168.934,00 41.900.485.923,00 (8.496.316.989,00)
2) Deposito Bank Jateng Cab Kudus 50.000.000.000,00 75.000.000.000,00 (25.000.000.000,00)
3) Deposito Bank Tabungan Negara 50.000.000.000,00 0,00 50.000.000.000,00
Jumlah 133.404.168.934,00 116.900.485.923,00 16.503.683.011,00

b. Kasdi Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.875.000,00

turun sebesar Rp28.700.768,00 (83,01%) dibandingkan saldo per 31 Desember
2017 sebesar Rp34.575.768,00, dengan rincian sebagai berikut.

Kas di Bendahara Pengeluaran 31-Des-18 31-Des-17 Naik/(Turun)
Rp Rp Rp
1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 24.590.646,00 (24.590.646,00)
2) Dinas Perdagangan 0,00 9.985.122,00 (9.985.122,00)
3) Bagian Kesejaheraan Rakyat 0 5.875.000,00
5.875.000,00
Jumlah 5.875.000,00 34.575.768,00 (28.700.768,00)

Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2017 sebesar Rp5.875.000,00 merupakan sisa
UP yang tersimpan pada rekening giro bendahara pengeluaran pembantu bagian
kesgjahteraan rakyat yang baru disetor ke kas daerah pada tanggal 8 januari 2018.

c. Kasdi Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.780.499.504,00,
naik sebesar Rp6.725.755.864,00 (12.285,91%) dibandingkan saldo per 31
Desember 2017 sebesar Rp54.743.640,00, dengan rincian sebagai berikut.

Kas di Bendahara Penerimaan 31-Des-18 31-Des-17 Naik/(Turun)
Rp Rp Rp
1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan 120.000,00 1.002.000,00 (882.000,00)

dan Olahraga
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Kas di Bendahara Penerimaan

31-Des-18

31-Des-17

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Naik/(Turun)

Rp

Rp

Rp

2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Loekmono Hadi (Blud)

6.715.762.900,00

40.465.440,00

3) Dinas Perumahan, Kawasan 47.118.404,00 400,00
Permukiman dan Lingkungan Hidup

4) Dinas Perhubungan 4.198.700,00 8.639.100,00

5) Dinas Perdagangan 901.500,00 4.636.700,00

6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 12.398.000,00 0,00

6.675.297.460,00
47.118.004,00

(4.440.400,00)
(3.735.200,00)
12.398.000,00

Jumlah

6.780.499.504,00

54.743.640,00

6.725.755.864,00

d. Kasdi BLUD

Kas di BLUD TA 2018 sebesar Rp27.905.185.393,00 terdiri dari Kas pada RSUD
dan Kas pada Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:
1) Kas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) per 31 Desember 2018 adalah
sebesar Rp23.970.193.809,00 yang disimpan di Bank Jateng dengan no rekening
1-024-00117-7 atas nama Kas BLUD RSUD Kab. Kudus. Kas di RSUD ini naik
sebesar Rp9.144.821.287,00 (61,68%) dibandingkan saldo per 31 Desember

2017 sebesar Rp14.825.372.522,00.
2) Kasdi Puskesmas

Kas di Puskesmas per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.934.991.584,00, menurun
sebesar Rp1.028.245.753,00(20,72%) dibandingkan saldo per 31 Desember
2017 sebesarRp4.963.237.337,00, dengan rincian sebagai berikut.

Kas di Puskesmas

a) Puskesmas Kaliwungu (1.024.00667.7)

b) Puskesmas Sidorekso (1.024.00675.8)

c) Puskesmas Wergu Wetan (1.024.00673.1)
d) Puskesmas Purwosari (1.024.00665.1)

e) Puskesmas Rendeng (1.024.00659.6)

f) Puskesmas Jati (1.024.00677.4)

g) Puskesmas Ngembal Kulon
(1.024.00676.6)
h) Puskesmas Undaan (1.024.00674.0)

i) Puskesmas Ngemplak (1.024.00664.2)
j) Puskesmas Mejobo (1.024.00678.2)

k) Puskesmas Jepang (1.024.00670.7)

1) Puskesmas Jekulo (1.024.00662.6)

m) Puskesmas Tanjung Rejo (1.024.00669.3)
n) Puskesmas Bae (1.024.00663.4)

0) Puskesmas Dersalam (1.024.00671.5)
p) Puskesmas Gribig (1.024.00679.1)

q) Puskesmas Gondosari (1.024.00666.9)
r) Puskesmas Dawe (1.024.00668.5)

s) Puskesmas Rejosari (1.024.00660.0)

31-Des-18 31-Des-17 Naik/(Turun)
Rp Rp Rp
291.321.696,00 266.664.382,00 24.657.314,00
118.418.022,00 105.835.953,00 12.582.069,00
175.850.890,00 115.712.199,00 60.138.691,00
56.768.728,00 100.416.905,00 (43.648.177,00)

39.303.924,00
56.062.801,00
258.300.124,00

181.787.781,00
251.241.265,00

65.709.047,00
174.026.870,00
381.857.938,00
307.158.799,00
322.487.387,00
119.061.549,00
179.475.623,00
355.731.523,00
532.354.247,00

68.073.370,00

7.093.512,00
49.124.313,00
401.702.253,00

451.289.191,00
105.022.694,00
76.989.315,00
201.869.485,00
403.926.349,00
418.358.485,00
235.070.492,00
205.796.094,00
484.132.895,00
142.429.161,00
1.089.845.703,00
101.957.956,00

32.210.412,00
6.938.488,00
(143.402.129,00)

(269.501.410,00)
146.218.571,00
(11.280.268,00)
(27.842.615,00)
(22.068.411,00)

(111.199.686,00)

87.416.895,00
(86.734.545,00)

(304.657.272,00)
213.302.362,00

(557.491.456,00)
(33.884.586,00)

Jumlah  3.934.991.584,00 4.963.237.337,00 (1.028.245.753,00)

e. KasBOS

Kas Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rpl1.583.466.181,00, turun sebesar
Rp572.057.341,00 (26,54%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar
Rp2.155.523.522,00. Kas Lainnya merupakan Saldo Kas pada Bendahara BOS
yang bersumber dari APBN dengan rincian sebagai berikut.
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No. Nama Sekolah Bank No. Rek 2018 2017
UPT PEND. KEC.
KALIWUNGU
1 SD 1 Bakalan Krapyak Bank Jateng 3024007269 3.912.087,00 680.264,00
2 SD 2 Bakalan Krapyak Bank Jateng 2024124599 1.529.378,00 821.196,00
3 SD 3 Bakalan Krapyak Bank Jateng 3024009121 306.780,00 289.618,00
4 SD 1 Banget Bank Jateng 3024142741 6.161.349,00 6.022.815,00
5 SD 1 Blimbing Kidul Bank Jateng 3024139437 973.288,00 3.723.920,00
6 SD 2 Blimbing Kidul Bank Jateng 3024020303 355.029,00 989.952,00
7 SD 3 Blimbing Kidul Bank Jateng 2060010075 2.475.536,00 168.295,00
8 SD 1 Gamong Bank Jateng 3024010871 996.516,00 577.375,00
9 SD 2 Gamong Bank Jateng 3024005894 233.922,00 194.779,00
10 SD 1 Garung Kidul Bank Jateng 3024144117 882.570,00 547.890,00
11 | SD 2 Garung Kidul Bank Jateng 2060010539 289.952,00 2.690.774,00
12 SD 1 Garung Lor Bank Jateng 3024009831 1.037.510,00 942.630,00
13 | SD 2 Garung Lor Bank Jateng 3024137936 978.039,00 4.040.170,00
14 | SD 3 Garung Lor Bank Jateng 2060010113 11.110.754,00 2.058.835,00
15 SD 1 Kaliwungu Bank Jateng 3024142365 906.122,00 5.619.142,00
16 | SD 2 Kaliwungu Bank Jateng 3024144048 5.024.661,00 4.850.980,00
17 SD 4 Kaliwungu Bank Jateng 3024005878 326.492,00 6.539.572,00
18 | SD 1 Karangampel Bank Jateng 3024144032 1.566.765,00 1.508.952,00
19 | SD 2 Karangampel Bank Jateng 3024009954 2.326.367,00 1.129.985,00
20 | SD 3 Karangampel Bank Jateng 3024005886 15.361.336,00 5.391.709,00
21 | SD 1 Kedungdowo Bank Jateng 3024008605 5.273.798,00 949.278,00
22 SD 2 Kedungdowo Bank Jateng 3024008630 3.821.860,00 1.038.284,00
23 | SD 3 Kedungdowo Bank Jateng - 201.775,00 2.704.665,00
24 SD 4 Kedungdowo Bank Jateng 3024005762 828.086,00 4.625.607,00
25 | SD 1 Mijen Bank Jateng 3024136455 3.813.711,00 2.322.674,00
26 | SD 2 Mijen Bank Jateng 3024144151 13.701.330,00 6.704.568,00
27 SD 3 Mijen Bank Jateng 3024004961 1.034.199,00 1.001.426,00
28 | SD 1 Papringan Bank Jateng 3024139396 860.337,00 1.286.871,00
29 SD 2 Papringan Bank Jateng 3024136580 976.175,00 3.726.832,00
30 | SD 3 Papringan Bank Jateng 3024002305 4.648.286,00 1.960.423,00
31 SD 1 Prambatan Kidul Bank Jateng 3024005541 536.023,00 951.974,00
32 SD 4 Prambatan Kidul Bank Jateng 3024143921 902.063,00 9.757.114,00
33 | SD 1 Prambatan Lor Bank Jateng 3128000681 2.357.135,00 3.092.348,00
34 SD 2 Prambatan Lor Bank Jateng 3060002133 7.189.275,00 2.299.639,00
35 | SD 3 Prambatan Lor Bank Jateng 3024007307 5.077.158,00 127.426,00
36 SD 4 Prambatan Lor Bank Jateng 2060024866 652.893,00 1.046.251,00
37 | SD 1 Setrokalangan Bank Jateng 3024135645 2.478.560,00 184.654,00
38 | SD 2 Setrokalangan Bank Jateng 3024006271 983.900,00 848.496,00
39 SD 1 Sidorekso Bank Jateng 3024138229 842.091,00 2.134.227,00
40 | SD 2 Sidorekso Bank Jateng 3024001953 10.405.678,00 6.626.274,00
41 SD 4 Sidoreko Bank Jateng 3024138292 27.434.929,00 779.934,00
UPT PEND. KEC. KOTA
42 SD 1 Barongan Bank Jateng 3024137823 2.624.511,00 1.803.801,00
43 SD 2 Barongan Bank Jateng 3024005576 541.446,00 1.547.022,00
44 | SD 3 Barongan Bank Jateng 3128002307 1.210.680,00 6.537.229,00
45 SD 1 Burikan Bank Jateng 3024008567 691.980,00 470.271,00
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46 SD 2 Burikan Bank Jateng 3024008702 546.357,00 989.006,00
47 SD 2 Demaan Bank Jateng 2060010466 911.941,00 12.819.866,00
48 | SD 3 Demaan Bank Jateng 3024016829 373.740,00 179.727,00
49 | SD Demangan Bank Jateng - 463.388,00 1.156.195,00
50 | SD Glantengan Bank Jateng 3024005584 8.605.507,00 10.262.465,00
51 SD 1 Kajeksan Bank Jateng 3024031755 1.895.228,00 50.775.894,00
52 | SD 2 Kajeksan Bank Jateng 3024031861 0,00 8.428.105,00
53 | SD 1 Kaliputu Bank Jateng 3128006337 422.203,00 317.148,00
54 SD 2 Kaliputu Bank Jateng 3024139318 293.226,00 230.801,00
55 [ SD Kramat Bank Jateng 3024144026 919.605,00 844.333,00
56 SD Krandon Bank Jateng 3128000541 288.871,00 219.571,00
57 | SD 1 Miati Kidul Bank Jateng 2128015202 188.020,00 261.431,00
58 SD 2 Mlati Kidul Bank Jateng 3024031691 710.180,00 1.162.658,00
59 SD 1 Mlati Lor Bank Jateng 3024136499 1.555.557,00 746.757,00
60 | SD 2 Mlati Lor Bank Jateng 3024032379 5.806.983,00 725.917,00
61 SD 3 Mlati Lor Bank Jateng 3024032182 4.192.814,00 4.068.543,00
62 | SD 1 Milatinorowito Bank Jateng 3128001238 1.486.393,00 35.305.589,00
63 SD 2 Mlatinorowito Bank Jateng 3024022772 2.015.287,00 4.855.510,00
64 | SD 3 Milatinorowito Bank Jateng 3128005292 0,00 4.563.231,00
65 | SD 4 Milatinorowito Bank Jateng 3128000801 0,00 7.357.421,00
66 SD Nganguk Bank Jateng 2128000634 949.972,00 848.579,00
67 | SD 2 Panjunan Bank Jateng 3128001181 743.635,00 2.546.008,00
68 SD 3 Panjunan Bank Jateng 3024009521 258.541,00 170.964,00
69 | SD 4 Panjunan Bank Jateng 3024005622 788.418,00 161.123,00
70 SD 1 Purwosari Bank Jateng 3024092851 3.272.726,00 16.446.137,00
71 SD 2 Purwosari Bank Jateng 3024092410 554.646,00 362.131,00
72 | SD 3 Purwosari Bank Jateng 3024016861 1.017.572,00 1.408.926,00
73 | SD 4 Purwosari Bank Jateng - 0,00 0,00
74 | SD 1 Rendeng Bank Jateng 3024144935 550.377,00 1.385.531,00
75 SD 2 Rendeng Bank Jateng 3128005152 2.049.726,00 3.803.077,00
76 | SD 4 Rendeng Bank Jateng 3128005195 30.000,00 204.901,00
77 | SD 1 Singocandi Bank Jateng 3060010187 40.000,00 1.086.219,00
78 SD 2 Singocandi Bank Jateng 2128003986 7.565.293,00 5.329.538,00
79 | SD 3 Singocandi Bank Jateng 3024008761 1.581.674,00 1.503.528,00
80 SD 1 Wergu Kulon Bank Jateng 3024143987 739.010,00 1.221.265,00
81 | SD 2 Wergu Kulon Bank Jateng 3128005161 40.000,00 164.011,00
82 SD 1 Wergu Wetan Bank Jateng 3024009245 3.528.054,00 1.918.460,00
83 SD 2 Wergu Wetan Bank Jateng 3024143971 863.675,00 6.138.831,00
84 | SD 3 Wergu Wetan Bank Jateng 3128000576 2.349.663,00 9.367.913,00

UPT PEND. KEC. JATI

85 | SD 1 Getas Pejaten Bank Jateng 2060010334 2.627.331,00 550.055,00
86 SD 2 Getas Pejaten Bank Jateng 3024006319 755.263,00 6.090.759,00
87 | SD 4 Getas Pejaten Bank Jateng 3060010195 4.180.508,00 1.066.932,00
88 | SD 1 Jati Kulon Bank Jateng 3024017426 4.696.831,00 1.876.648,00
89 SD 2 Jati Kulon Bank Jateng 3024005649 822.293,00 683.325,00
90 | SD 3 Jati Kulon Bank Jateng 3024142597 1.093.736,00 1.994.123,00
91 SD 1 Jati Wetan Bank Jateng 3024135918 1.043.758,00 3.543.517,00
92 | SD 2 Jati Wetan Bank Jateng 3024031551 91.686,00 607.170,00
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93 | SD 3 Jati Wetan Bank Jateng 3024008737 523.995,00 483.126,00
94 | SD 4 Jati Wetan Bank Jateng 2060010245 453.214,00 340.188,00
95 | SD 1 Jepang Pakis Bank Jateng 3060010250 7.660.999,00 12.265.189,00
96 | SD 2 Jepang Pakis Bank Jateng 2060010300 5.533.005,00 5.271.674,00
97 | SD 3 Jepang Pakis Bank Jateng 3024009318 428.834,00 3.551.916,00
98 | SD 1 Jetis Kapuan Bank Jateng 3024008869 472.899,00 345.812,00
99 | SD 2 Jetis Kapuan Bank Jateng 3024008869 2.692.581,00 1.236.993,00
100 | SD 1 Loram Kulon Bank Jateng 3060010268 2.924.613,00 2.456.992,00
101 | SD 2 Loram Kulon Bank Jateng 3060010268 0,00 0,00
102 | SD 3 Loram Kulon Bank Jateng 3060010217 1.446.646,00 4.242.151,00
103 | SD 4 Loram Kulon Bank Jateng 3060010241 4.145.903,00 3.693.466,00
104 | SD 5 Loram Kulon Bank Jateng 3060010225 278.152,00 179.689,00
105 | SD 1 Loram Wetan Bank Jateng 3024144355 2.001.548,00 842.958,00
106 | SD 2 Loram Wetan Bank Jateng 3024005860 270.287,00 244.536,00
107 | SD 3 Loram Wetan Bank Jateng 3024142490 293.468,00 648.218,00
108 | SD 4 Loram Wetan Bank Jateng 3024008788 1.425.316,00 1.337.554,00
109 | SD 1 Megawon Bank Jateng 3024087157 5.389.066,00 2.864.837,00
110 | SD 2 Megawon Bank Jateng 2060010059 1.561.953,00 850.249,00
111 | SD 3 Megawon Bank Jateng 3024010570 632.812,00 764.369,00
112 | SD 1 Ngembal Kulon Bank Jateng 3024008796 738.500,00 333.386,00
113 | SD 2 Ngembal Kulon Bank Jateng 3024008770 2.263.023,00 410.331,00
114 | SD 3 Ngembal Kulon Bank Jateng 3024005037 682.823,00 4.365.701,00
115 | SD 4 Ngembal Kulon Bank Jateng 3024006220 424.802,00 361.131,00
116 | SD 1 Pasuruhan Kidul Bank Jateng 3024005096 738.376,00 557.893,00
117 | SD 2 Pasuruhan Kidul Bank Jateng 3060010209 348.660,00 219.433,00
118 | SD 3 Pasuruhan Kidul Bank Jateng 3024032778 0,00 0,00
119 | SD 1 Pasuruhan Lor Bank Jateng 3024008648 998.591,00 913.871,00
120 | SD 2 Pasuruhan Lor Bank Jateng 3060010292 797.849,00 684.478,00
121 | SD 3 Pasuruhan Lor Bank Jateng 3024008966 697.700,00 1.288.505,00
122 | SD 4 Pasuruhan Lor Bank Jateng 3024032026 40.452,00 733.849,00
123 | SD 5 Pasuruhan Lor Bank Jateng 3024008893 1.599.220,00 420.598,00
124 | SD 2 Ploso Bank Jateng 3024009237 634.826,00 618.571,00
125 | SD 3 Ploso Bank Jateng 3060010161 3.216.602,00 3.126.551,00
126 | SD 4 Ploso Bank Jateng 2060009808 592.046,00 486.638,00
127 | SD 1 Tanjung Karang Bank Jateng 2060010229 2.175.306,00 1.941.725,00
128 | SD 2 Tanjung Karang Bank Jateng 2060010229 947.384,00 1.724.022,00
129 | SD 1 Tumpang Krasak Bank Jateng 3024008575 1.929.941,00 1.327.766,00
130 | SD 2 Tumpang Krasak Bank Jateng 3128005187 200.636,00 123.596,00
131 | SD 3 Tumpang Krasak Bank Jateng 3024031909 2.266.114,00 2.196.393,00

UPT PEND. KEC. UNDAAN
132 | SD 1 Ngemplak Bank Jateng 3024139302 1.003.681,00 1.877.384,00
133 | SD 2 Ngemplak Bank Jateng 3024010677 2.202.192,00 580.591,00
134 | SD 1 Wates Bank Jateng 2060010261 6.715.740,00 222.997,00
135 | SD 3 Wates Bank Jateng 3024005487 475.211,00 1.697.022,00
136 | SD 2 Undaan Lor Bank Jateng 3024009261 3.100.392,00 13.567.964,00
137 | SD 3 Undaan Lor Bank Jateng 3024011631 747.122,00 8.892.348,00
138 | SD 1 Undaan Tengah Bank Jateng 3024009342 301.772,00 16.052.624,00
139 | SD 3 Undaan Tengah Bank Jateng 3024011835 338.887,00 322.781,00
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140 | SD 1 Undaan Kidul Bank Jateng 3024144402 536.402,00 16.090.781,00
141 | SD 3 Undaan Kidul Bank Jateng 2060010571 40.070,00 982.241,00
142 | SD 4 Undaan Kidul Bank Jateng 2060010474 20.793.753,00 1.074.955,00
143 | SD 2 Sambung Bank Jateng 3024144418 3.051.868,00 6.754.009,00
144 | SD 3 Sambung Bank Jateng 3024006246 0,00 739.592,00
145 | SD 1 Medini Bank Jateng 30241388285 1.514.233,00 842.417,00
146 | SD 2 Medini Bank Jateng 3024005851 225.914,00 198.033,00
147 | SD 3 Medini Bank Jateng 3024017469 1.881.313,00 1.832.513,00
148 | SD 4 Medini Bank Jateng 3024009326 216.183,00 652.630,00
149 | SD 1 Kalirejo Bank Jateng 3024137992 3.196.778,00 3.153.752,00
150 | SD 3 Kalirejo Bank Jateng 2024004921 2.218.134,00 4.872.550,00
151 | SD 4 Kalirejo Bank Jateng 2024005138 896.317,00 2.947.396,00
152 | SD 2 Lambangan Bank Jateng 3060001773 14.425.600,00 13.021.389,00
153 | SD Berugenjang Bank Jateng 2060010181 3.494.458,00 580.256,00
154 | SD 1 Wonosoco Bank Jateng 2060010172 5.149.384,00 1.134.487,00
155 | SD 2 Kutuk Bank Jateng 2024108620 1.251.423,00 2.334.575,00
156 | SD 4 Kutuk Bank Jateng 3128000941 590.410,00 525.948,00
157 | SD 1 Glagahwaru Bank Jateng 3128000843 1.207.430,00 1.305.551,00
158 | SD 3 Glagahwaru Bank Jateng 3024033405 332.943,00 330.090,00
159 | SD Terangmas Bank Jateng 2060010555 848.327,00 2.973.364,00
160 | SD 1 Larikrejo Bank Jateng 3024005916 1.383.254,00 1.357.662,00
161 | SD 1 Kaliyoso Bank Jateng 3024009822 392.791,00 373.451,00
162 | SD 3 Kaliyoso Bank Jateng 3024009946 1.938.427,00 10.294.454,00
163 | SD 1 Karangrowo Bank Jateng 3024142581 435.476,00 406.912,00
164 | SD 2 Karangrowo Bank Jateng 3060040876 882.654,00 393.103,00
165 | SD 4 Karangrowo Bank Jateng 3024009571 2.882.689,00 6.237.014,00
166 | SD 5 Karangrowo Bank Jateng 3024032751 3.459.668,00 1.056.017,00

UPT PEND. KEC. MEJOBO
167 | SD 1 Adiwarno Bank Jateng 3024008834 327.650,00 316.007,00
168 | SD 2 Adiwarno Bank Jateng 3024133655 634.438,00 577.681,00
169 | SD 3 Adiwarno Bank Jateng 3024005711 5.574.601,00 472.970,00
170 | SD 4 Adiwarno Bank Jateng - 1.151.165,00 1.097.051,00
171 | SD 1 Golantepus Bank Jateng 3024032301 1.167.198,00 1.429.925,00
172 | SD 2 Golantepus Bank Jateng 3024008753 276.274,00 266.429,00
173 | SD 3 Golantepus Bank Jateng 3024008851 2.095.702,00 2.854.560,00
174 | SD 4 Golantepus Bank Jateng 3024006017 1.190.684,00 215.917,00
175 | SD 1 Gulang Bank Jateng 3024016721 465.546,00 3.640.689,00
176 | SD 2 Gulang Bank Jateng 3024010375 2.055.089,00 774.848,00
177 | SD 3 Gulang Bank Jateng 3060010578 5.741.058,00 5.500.388,00
178 | SD 4 Gulang Bank Jateng 3024005657 4.895.845,00 3.822.205,00
179 | SD 1 Jepang Bank Jateng 3024139136 7.139.676,00 639.323,00
180 | SD 2 Jepang Bank Jateng 3024007374 16.736.070,00 15.567.275,00
181 | SD 3 Jepang Bank Jateng 3024142484 8.510.580,00 7.477.686,00
182 | SD 4 Jepang Bank Jateng - 4.347.602,00 336.705,00
183 | SD 5 Jepang Bank Jateng 2128003935 10.536.731,00 962.680,00
184 | SD 1 Jojo Bank Jateng 3024138934 990.685,00 498.990,00
185 | SD 2 Jojo Bank Jateng 3024135350 2.787.718,00 1.750.029,00
186 | SD 3 Jojo Bank Jateng 3024144010 11.308.594,00 14.346.070,00
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187 | SD 1 Kesambi Bank Jateng 2060010016 2.640.986,00 230.649,00
188 | SD 2 Kesambi Bank Jateng 3024008907 1.147.255,00 18.467.094,00
189 | SD 3 Kesambi Bank Jateng 3128005225 207.632,00 4.858.379,00
190 | SD 4 Kesambi Bank Jateng 3128000762 3.963.881,00 630.833,00
191 | SD 1 Kirig Bank Jateng 3024002224 4.893.644,00 2.470.723,00
192 | SD 2 Kirig Bank Jateng 3024031887 1.176.440,00 1.114.924,00
193 | SD 3 Kirig Bank Jateng 3024031704 4.376.728,00 1.681.313,00
194 | SD 1 Mejobo Bank Jateng 2128003978 619.679,00 907.631,00
195 | SD 2 Mejobo Bank Jateng 3024130560 535.752,00 494.328,00
196 | SD 3 Mejobo Bank Jateng 3024031895 1.797.936,00 1.797.183,00
197 | SD 4 Mejobo Bank Jateng 3024017353 12.599.896,00 3.382.223,00
198 | SD 5 Mejobo Bank Jateng 2060010318 8.422.991,00 3.619.399,00
199 | SD 1 Payaman Bank Jateng 3024130491 822.163,00 674.460,00
200 | SD 2 Payaman Bank Jateng 3060004071 3.390.424,00 3.258.611,00
201 | SD 3 Payaman Bank Jateng 3024008877 494.340,00 480.242,00
202 | SD 4 Payaman Bank Jateng 3024005941 391.629,00 338.497,00
203 | SD 1 Temulus Bank Jateng 3024005207 472.044,00 455.656,00
204 | SD 2 Temulus Bank Jateng 3024136530 1.245.117,00 1.204.532,00
205 | SD 3 Temulus Bank Jateng 3024144101 6.932.946,00 6.844.625,00
206 | SD 4 Temulus Bank Jateng 2060009867 597.772,00 539.774,00
207 | SD 5 Temulus Bank Jateng 3024005789 191.173,00 168.313,00
208 | SD 1 Tenggeles Bank Jateng 2060009875 41.801,00 81.409,00
209 | SD 2 Tenggeles Bank Jateng 3024031917 1.066.665,00 676.331,00
210 | SD 3 Tenggeles Bank Jateng 3024142757 3.885.756,00 3.547.268,00
211 | SD 4 Tenggeles Bank Jateng 3024036340 276.828,00 270.938,00

UPT PEND. KEC. JEKULO
212 | SD 1 Jekulo Bank Jateng 3024131320 2.638.464,00 2.547.660,00
213 | SD 2 Jekulo Bank Jateng 3128023398 1.089.306,00 1.039.992,00
214 | SD 3 Jekulo Bank Jateng 3128001467 2.265.585,00 2.204.002,00
215 | SD 4 Jekulo Bank Jateng 3024010227 6.666.107,00 6.546.371,00
216 | SD 5 Jekulo Bank Jateng 3024141709 2.695.691,00 2.169.624,00
217 | SD 6 Jekulo Bank Jateng 3128001084 654.989,00 253.481,00
218 | SD 1 Bulungcangkring Bank Jateng 3024139277 1.028.890,00 980.600,00
219 | SD 2 Bulungcangkring Bank Jateng 3024009881 172.936,00 155.936,00
220 | SD 3 Bulungcangkring Bank Jateng 3024010006 1.146.076,00 1.437.397,00
221 | SD 4 Bulungcangkring Bank Jateng 3024142569 5.225.666,00 4.346.087,00
222 | SD 5 Bulungcangkring Bank Jateng 3128001220 5.616.168,00 5.479.384,00
223 | SD 6 Bulungcangkring Bank Jateng 3024011274 767.185,00 3.105.382,00
224 | SD 7 Bulungcangkring Bank Jateng 3024009873 454.264,00 411.936,00
225 | SD 1 Bulungkulon Bank Jateng 3024009768 418.963,00 332.114,00
226 | SD 2 Bulungkulon Bank Jateng 3128002234 5.145.898,00 933.500,00
227 | SD 3 Bulungkulon Bank Jateng 3024010928 764.651,00 4.739.919,00
228 | SD 4 Bulungkulon Bank Jateng 3024016772 0,00 0,00
229 | SD 6 Bulungkulon Bank Jateng 3024020168 7.927.900,00 3.041.505,00
230 | SD 7 Bulungkulon Bank Jateng 3128000851 2.729.227,00 886.815,00
231 | SD 1 Sadang Bank Jateng 3024006033 404.940,00 382.715,00
232 | SD 2 Sadang Bank Jateng 3024016993 873.599,00 847.258,00
233 | SD 3 Sadang Bank Jateng 3024011690 336.142,00 311.708,00
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234 | SD 4 Sadang Bank Jateng 3024010316 1.005.081,00 996.060,00
235 | SD 1 Pladen Bank Jateng 3128000819 7.406.136,00 7.240.188,00
236 | SD 3 Pladen Bank Jateng 3128017223 2.594.209,00 2.418.234,00
237 | SD 4 Pladen Bank Jateng 3128001017 288.540,00 243.061,00
238 | SD 1 Sidomulyo Bank Jateng 3128001025 3.786.853,00 3.707.680,00
239 | SD 2 Sidomulyo Bank Jateng 3024022721 7.448.651,00 7.380.703,00
240 | SD 1 Terban Bank Jateng 3024009938 391.462,00 363.588,00
241 | SD 2 Terban Bank Jateng 3024001708 1.198.128,00 462.623,00
242 | SD 3 Terban Bank Jateng 3024005959 4.417.309,00 2.452.550,00
243 | SD 4 Terban Bank Jateng 3024009911 25.224.402,00 54.727.192,00
244 | SD 6 Terban Bank Jateng 3024138865 1.413.094,00 1.383.007,00
245 | SD 1 Gondoharum Bank Jateng 3128001033 3.927.349,00 1.956.589,00
246 | SD 2 Gondoharum Bank Jateng 3024139164 584.596,00 563.460,00
247 | SD 4 Gondoharum Bank Jateng 3024010138 680.104,00 639.882,00
248 | SD 5 Gondoharum Bank Jateng 3024010481 3.968.836,00 3.613.358,00
249 | SD 7 Gondoharum Bank Jateng 3024010685 1.131.076,00 3.494.788,00
250 | SD 1 Klaling Bank Jateng 3128003010 1.289.178,00 15.032.580,00
251 | SD 2 Klaling Bank Jateng 2024005103 774.933,00 741.141,00
252 | SD 3 Klaling Bank Jateng 3128005179 180.527,00 1.238.128,00
253 | SD 4 Klaling Bank Jateng 3024144145 1.616.730,00 1.588.275,00
254 | SD 5 Klaling Bank Jateng 3024010171 5.016.821,00 2.863.798,00
255 | SD 1 Tanjungrejo Bank Jateng 3128000908 344.170,00 294.729,00
256 | SD 2 Tanjungrejo Bank Jateng 3128019099 312.714,00 233.768,00
257 | SD 5 Tanjungrejo Bank Jateng 3024006106 0,00 0,00
258 | SD 6 Tanjungrejo Bank Jateng 3128001475 332.613,00 572.191,00
259 | SD 7 Tanjungrejo Bank Jateng 3024016802 326.548,00 318.726,00
260 | SD 8 Tanjungrejo Bank Jateng 3024009865 368.086,00 355.427,00
261 | SD 9 Tanjungrejo Bank Jateng 3024143517 893.007,00 4.532.422,00
262 | SD 1 Hadipolo Bank Jateng 3024006165 1.301.582,00 643.953,00
263 | SD 2 Hadipolo Bank Jateng 3024010278 2.341.007,00 517.014,00
264 | SD 3 Hadipolo Bank Jateng 3024031615 600.775,00 550.831,00
265 | SD 4 Hadipolo Bank Jateng 3024010154 893.403,00 1.494.209,00
266 | SD 5 Hadipolo Bank Jateng 3128000827 226.473,00 187.726,00
267 | SD 6 Hadipolo Bank Jateng 3024142042 10.290.481,00 3.144.985,00
268 | SD 7 Hadipolo Bank Jateng 3024031577 350.762,00 335.645,00
269 | SD 1 Honggosoco Bank Jateng 3024031879 12.815.793,00 1.282.501,00
270 | SD 2 Honggosoco Bank Jateng 3024011681 1.686.400,00 1.655.880,00
271 | SD 4 Honggosoco Bank Jateng 3128005144 1.183.329,00 777.015,00
272 | SD 5 Honggosoco Bank Jateng 3024031526 2.161.326,00 2.101.382,00
273 | SD 6 Honggosoco Bank Jateng 3128000959 30.000,00 305.378,00

UPT PEND. KEC. BAE
274 | SD 1 Bacin Bank Jateng 3024009407 17.568.718,00 113.611,00
275 | SD 2 Bacin Bank Jateng 2024093178 3.219.916,00 2.241.578,00
276 | SD 3 Bacin Bank Jateng 3128000690 1.765.713,00 1.876.966,00
277 | SD 1 Bae Bank Jateng 3024137726 667.463,00 7.514.429,00
278 | SD 2 Bae Bank Jateng 3024002011 250.128,00 241.868,00
279 | SD 3 Bae Bank Jateng 3024133699 381.064,00 368.227,00
280 | SD 4 Bae Bank Jateng 3024009415 1.782.885,00 775.241,00
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281 | SD 5 Bae Bank Jateng 3024144480 723.642,00 656.596,00
282 | SD 1 Dersalam Bank Jateng 3024005771 4.750.592,00 3.703.746,00
283 | SD 2 Dersalam Bank Jateng 3024009377 1.430.909,00 1.383.765,00
284 | SD 4 Dersalam Bank Jateng 3024009385 1.976.318,00 1.962.954,00
285 | SD 5 Dersalam Bank Jateng 3024009474 282.324,00 252.107,00
286 | SD 1 Gondangmanis Bank Jateng 3024001678 631.069,00 593.344,00
287 | SD 2 Gondangmanis Bank Jateng 2128004001 1.676.073,00 2.767.136,00
288 | SD 4 Gondangmanis Bank Jateng 3024006041 5.303.021,00 4.412.266,00
289 | SD 5 Gondangmanis Bank Jateng 3024144082 140.352,00 2.004.347,00
290 | SD 6 Gondangmanis Bank Jateng 3128006302 328.224,00 282.605,00
291 | SD 1 Karangbener Bank Jateng 3024009504 0,00 209.919,00
292 | SD 2 Karangbener Bank Jateng 3024009491 1.658.997,00 6.344.687,00
293 | SD 3 Karangbener Bank Jateng 3024009458 7.569.210,00 1.140.777,00
294 | SD 4 Karangbener Bank Jateng 3024003565 1.322.434,00 5.614.795,00
295 | SD 5 Karangbener Bank Jateng 3024016837 1.947.749,00 1.824.278,00
296 | SD Kayuapu Bank Jateng 3024142832 2.792.319,00 2.737.132,00
297 | SD 1 Ngembalrejo Bank Jateng 3024142177 1.780.299,00 1.768.181,00
298 | SD 2 Ngembalrejo Bank Jateng 3024018228 2.786.632,00 1.468.159,00
299 | SD 3 Ngembalrejo Bank Jateng 3128000860 198.527,00 153.715,00
300 | SD 4 Ngembarejo Bank Jateng 3024087203 49.429,00 2.721.480,00
301 | SD 5 Ngembalrejo Bank Jateng 3024142519 246.528,00 241.760,00
302 | SD 1 Panjang Bank Jateng 3024144004 1.226.159,00 1.905.617,00
303 | SD 2 Panjang Bank Jateng 3024005746 1.800.996,00 1.121.843,00
304 | SD 3 Panjang Bank Jateng 3024009393 5.640.676,00 3.830.851,00
305 | SD 1 Pedawang Bank Jateng 3024136552 411.775,00 213.039,00
306 | SD 3 Pedawang Bank Jateng 3024002291 11.836.858,00 8.337.310,00
307 | SD 1 Peganjaran Bank Jateng 3024135429 1.732.258,00 924.003,00
308 | SD 2 Peganjaran Bank Jateng 2024005553 3.317.870,00 2.017.176,00
309 | SD 3 Peganjaran Bank Jateng 3024005690 7.023.905,00 3.406.938,00
310 | SD 1 Purworejo Bank Jateng 3024009466 1.183.201,00 831.706,00
311 | SD 2 Purworejo Bank Jateng 3024002852 1.403.896,00 582.178,00

UPT PEND. KEC. GEBOG
312 | SD 1 Rahtawu Bank Jateng 3024044512 1.851.397,00 868.257,00
313 | SD 2 Rahtawu Bank Jateng 3024144286 116.596,00 748.851,00
314 | SD 4 Rahtawu Bank Jateng 3024087319 287.254,00 1.414.887,00
315 | SD 5 Rahtawu Bank Jateng 3024006149 489.866,00 3.164.280,00
316 | SD 1 Menawan Bank Jateng 3024004073 433.630,00 421.066,00
317 | SD 2 Menawan Bank Jateng 3024020222 414.607,00 399.858,00
318 | SD 3 Menawan Bank Jateng 3024004073 301.229,00 4.399.471,00
319 | SD 4 Menawan Bank Jateng 2060009930 357.907,00 641.883,00
320 | SD 1 Kedungsari Bank Jateng 3024010880 246.446,00 235.205,00
321 | SD 2 Kedungsari Bank Jateng 3024005321 221.597,00 1.150.435,00
322 | SD 3 Kedungsari Bank Jateng 3024005681 540.367,00 532.613,00
323 | SD 4 Kedungsari Bank Jateng 3060001978 1.124.980,00 50.640,00
324 | SD 5 Kedungsari Bank Jateng 3024005827 560.378,00 537.346,00
325 | SD 8 Kedungsari Bank Jateng 3024039209 5.973.973,00 542.124,00
326 | SD 1 Gondosari Bank Jateng 3024022268 562.504,00 2.703.492,00
327 | SD 2 Gondosari Bank Jateng 3024006122 705.900,00 679.333,00
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328 | SD 3 Gondosari Bank Jateng 3024031941 494.684,00 476.540,00
329 | SD 4 Gondosari Bank Jateng 3024008940 126.715,00 1.816.235,00
330 | SD 5 Gondosari Bank Jateng 3024009369 499.652,00 331.849,00
331 | SD 6 Gondosari Bank Jateng 3024007439 1.101.855,00 1.076.126,00
332 | SD 7 Gondosari Bank Jateng 3024002704 3.550.712,00 636.040,00
333 | SD 8 Gondosari Bank Jateng 3024003506 356.050,00 344.794,00
334 | SD 9 Gondosari Bank Jateng 3024035637 295.324,00 1.892.033,00
335 | SD 10 Gondosari Bank Jateng 3024017116 1.601.448,00 1.574.055,00
336 | SD 1 Jurang Bank Jateng 3024005967 700.037,00 1.163.473,00
337 | SD 2 Jurang Bank Jateng 3128000606 111.564,00 2.321.992,00
338 | SD 3 Jurang Bank Jateng 3024005967 52.921,00 691.679,00
339 | SD 5 Jurang Bank Jateng 3128000606 184.817,00 622.818,00
340 | SD 2 Besito Bank Jateng 3024087262 2.049.369,00 914.282,00
341 | SD 3 Besito Bank Jateng 3024009041 370.850,00 270.819,00
342 | SD 4 Besito Bank Jateng 3024008842 9.352.926,00 214.727,00
343 | SD 5 Besito Bank Jateng 3024087211 0,00 241.001,00
344 | SD 6 Besito Bank Jateng 3024008991 488.033,00 481.408,00
345 | SD 1 Karangmalang Bank Jateng 3024087220 2.415.965,00 2.356.188,00
346 | SD 2 Karangmalang Bank Jateng 3060004152 347.912,00 6.649.423,00
347 | SD 3 Karangmalang Bank Jateng 3024008915 1.366.697,00 9.922.141,00
348 | SD 4 Karangmalang Bank Jateng 3024009105 511.030,00 1.293.149,00
349 | SD 1 Padurenan Bank Jateng 3024092495 798.396,00 947.393,00
350 | SD 2 Padurenan Bank Jateng 3024016888 549.054,00 541.440,00
351 | SD 3 Padurenan Bank Jateng 302409113 635.402,00 4.047.298,00
352 | SD 1 Getassrabi Bank Jateng 2060010041 1.386.966,00 1.817.867,00
353 | SD 2 Getassrabi Bank Jateng 3024039730 497.576,00 3.409.230,00
354 | SD 3 Getassrabi Bank Jateng 3024009351 2.722.417,00 1.557.968,00
355 | SD 4 Getassrabi Bank Jateng 3024136518 5.440.285,00 2.936.280,00
356 | SD 6 Getassrabi Bank Jateng 3024011916 148.022,00 130.687,00
357 | SD 7 Getassrabi Bank Jateng 3024009059 383.985,00 371.592,00
358 | SD 1 Klumpit Bank Jateng 3024087301 200.340,00 170.318,00
359 | SD 2 Klumpit Bank Jateng 3024040029 0,00 0,00
360 | SD 3 Klumpit Bank Jateng 3024144173 338.422,00 319.413,00
361 | SD 5 Klumpit Bank Jateng 3024008656 2.785.494,00 1.317.966,00
362 | SD 6 Klumpit Bank Jateng 3024141947 453.560,00 443.827,00
363 | SD 7 Klumpit Bank Jateng 3024144220 223.997,00 213.808,00
364 | SD 1 Gribig Bank Jateng 2024131510 849.426,00 829.437,00
365 | SD 2 Gribig Bank Jateng 3024144208 731.402,00 703.484,00
366 | SD 3 Gribig Bank Jateng 3024010391 1.105.867,00 1.068.435,00
367 | SD 4 Gribig Bank Jateng 3024087173 2.857.007,00 1.396.772,00

UPT PEND. KEC. DAWE

368 | SD 1 Cendono Bank Jateng 3024008621 2.121.692,00 2.058.893,00
369 | SD 3 Cendono Bank Jateng 3024043427 82.432,00 138.738,00
370 | SD 4 Cendono Bank Jateng 3024005517 1.029.718,00 1.110.582,00
371 | SD 5 Cendono Bank Jateng 3024004146 853.502,00 788.475,00
372 | SD 6 Cendono Bank Jateng 3024032212 2.752.195,00 2.966.095,00
373 | SD 7 Cendono Bank Jateng 3024010146 2.068.360,00 491.396,00
374 | SD 8 Cendono Bank Jateng 3024009725 185.564,00 164.748,00
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375 | SD 1 Colo Bank Jateng 3024144236 174.688,00 127.620,00
376 | SD 3 Cranggang Bank Jateng 3128002366 363.869,00 300.677,00
377 | SD 4 Cranggang Bank Jateng 3060002010 424.490,00 377.816,00
378 | SD 5 Cranggang Bank Jateng 3024144076 998.090,00 178.667,00
379 | SD 1 Dukuhwaringin Bank Jateng 3024143943 2.134.295,00 1.154.442,00
380 | SD 3 Glagah Bank Jateng 3024002381 31.569,00 3.372.090,00
381 | SD 1 Japan Bank Jateng - 557.590,00 666.286,00
382 | SD 2 Japan Bank Jateng - 1.180.124,00 1.600.020,00
383 | SD 3 Japan Bank Jateng - 335.532,00 317.591,00
384 | SD 2 Kajar Bank Jateng 3024002810 529.698,00 492.202,00
385 | SD 3 Kajar Bank Jateng 3024005631 57.111,00 3.431.542,00
386 | SD 1 Kandangmas Bank Jateng 3024009555 318.535,00 5.492.607,00
387 | SD 2 Kandangmas Bank Jateng 3024001813 792.983,00 705.865,00
388 | SD 3 Kandangmas Bank Jateng 3024002798 406.445,00 6.061.853,00
389 | SD 4 Kandangmas Bank Jateng 3024002801 1.141.848,00 2.219.719,00
390 | SD 5 Kandangmas Bank Jateng 3024009733 537.589,00 13.348.913,00
391 | SD 6 Kandangmas Bank Jateng 3024144327 549.059,00 986.118,00
392 | SD 7 Kandangmas Bank Jateng 3024009300 246.239,00 225.835,00
393 | SD 8 Kandangmas Bank Jateng 2060010393 2.510.603,00 2.634.606,00
394 | SD 1 Kuwukan Bank Jateng 3128000754 1.038.692,00 960.213,00
395 | SD 1 Lau Bank Jateng 3024002488 1.401.975,00 1.166.708,00
396 | SD2Lau Bank Jateng 3024003433 0,00 0,00
397 | SD 3 Lau Bank Jateng 3024142230 1.368.390,00 1.338.047,00
398 | SD4 Lau Bank Jateng 3024006581 494.897,00 1.744.241,00
399 | SD5 Lau Bank Jateng 3024009636 1.293.939,00 1.619.954,00
400 | SD 1 Margorejo Bank Jateng 3024009814 313.039,00 299.747,00
401 | SD 2 Margorejo Bank Jateng 3024032263 291.543,00 215.087,00
402 | SD 3 Margorejo Bank Jateng 3024010707 797.104,00 461.396,00
403 | SD 4 Margorejo Bank Jateng 3024002364 0,00 0,00
404 | SD 5 Margorejo Bank Jateng 3128000797 339.164,00 276.323,00
405 | SD 6 Margorejo Bank Jateng 3024006084 417.107,00 372.177,00
406 | SD 1 Piji Bank Jateng 3024010022 576.774,00 826.234,00
407 | SD 2 Piji Bank Jateng 3024006068 5.197.479,00 3.119.569,00
408 | SD 3 Piji Bank Jateng 3024032794 998.485,00 467.110,00
409 | SD 4 Piji Bank Jateng 3024009890 285.332,00 3.763.192,00
410 | SD 2 Puyoh Bank Jateng 3060005116 201.319,00 150.565,00
411 | SD 3 Puyoh Bank Jateng 3128000738 4.084.727,00 82.996,00
412 | SD 4 Puyoh Bank Jateng 3024144311 852.748,00 705.329,00
413 | SD 5 Puyoh Bank Jateng 3024010545 789.037,00 725.532,00
414 | SD 6 Puyoh Bank Jateng 3024139158 250.136,00 1.181.654,00
415 | SD 1 Rejosari Bank Jateng 3024005380 1.659.077,00 490.510,00
416 | SD 2 Rejosari Bank Jateng 3024002691 1.582.638,00 923.231,00
417 | SD 3 Rejosari Bank Jateng 3024005568 216.792,00 156.462,00
418 | SD 1 Samirejo Bank Jateng 3128000711 58.664,00 916.384,00
419 | SD 2 Samirejo Bank Jateng 3024010260 2.685.815,00 2.654.557,00
420 | SD 3 Samirejo Bank Jateng 3024005533 2.569.142,00 163.091,00
421 | SD 1 Soco Bank Jateng 2060010687 2.409.379,00 3.139.345,00
422 | SD 2 Soco Bank Jateng - 1.239.473,00 115.273,00
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423 | SD 3 Soco Bank Jateng 3024005991 3.090.465,00 8.629.809,00
424 | SD 4 Soco Bank Jateng 3024017434 1.232.281,00 1.196.436,00
425 | SD 1 Tergo Bank Jateng - 105.138,00 714.107,00
426 | SD 3 Tergo Bank Jateng - 283.327,00 590.075,00
427 | SD 1 Ternadi Bank Jateng 3024005983 233.336,00 191.086,00
428 | SD 2 Ternadi Bank Jateng 3024006131 3.990.088,00 1.158.992,00
JUMLAH 912.074.834,00 | 1.059.984.890,00
1 SMP 1 Kaliwungu Bank Jateng 3060001781 17.513.374,00 55.118.272,00
2 SMP 2 Kaliwungu Bank Jateng 3024031305 59.367.732,00 122.264.475,00
g | oeb EREAL 129.469,00
4 | SMP 1 Kudus Bank Jateng 3024024694 656.385,00 6.908.025,00
5 SMP 2 Kudus Bank Jateng 3024036684 37.414.731,00 11.040.381,00
6 | SMP 3 Kudus Bank Jateng 3024031381 4.182.870,00 140.160.613,00
7 SMP 4 Kudus Bank Jateng 3024025232 35.820.155,00 16.584.698,00
8 SMP 5 Kudus Bank Jateng 3128003320 16.926.161,00 41.972.519,00
9 | SMP 1 Jati Bank Jateng 2060010288 61.013.275,00 11.932.291,00
10 | SMP 2 Jati Bank Jateng 3024085405 3.919.135,00 59.250.610,00
11 | SMP 1 Undaan Bank Jateng 3024085391 23.769.570,00 17.520.229,00
12 SMP 2 Undaan Bank Jateng 302403142 9.030.464,00 41.259.794,00
13 | SMP Satap Undaan Bank Jateng - 355.574,00 317.192,00
14 | SMP 1 Mejobo Bank Jateng 2024035436 33.198.313,00 39.354.836,00
15 [ SMP 2 Mejobo Bank Jateng 2024035428 45.947.157,00 17.227.772,00
16 | SMP 1 Jekulo Bank Jateng 3024031411 31.464.658,00 11.715.270,00
17 SMP 2 Jekulo Bank Jateng 302403156 45.852.729,00 38.374.110,00
18 | SMP 3 Jekulo Bank Jateng 3024025852 1.383.465,00 869.382,00
19 | SMP 1 Bae Bank Jateng 3024085171 21.003.087,00 8.269.267,00
20 | SMP 2 Bae Bank Jateng 3024026166 89.797.124,00 154.246.994,00
21 | SMP 3 Bae Bank Jateng 3024144985 13.237.465,00 26.503.465,00
22 SMP 4 Bae Bank Jateng 3024033359 25.232.488,00 110.927.407,00
23 | SMP 1 Gebog Bank Jateng 302402485 8.294.373,00 64.094.356,00
24 | SMP 2 Gebog Bank Jateng 3024024813 4.047.187,00 17.424.879,00
25 | SMP Satap Gebog Bank Jateng - 18.269.193,00 9.082.432,00
26 | SMP 1 Dawe Bank Jateng 3024031496 38.829.863,00 34.709.392,00
27 SMP 2 Dawe Bank Jateng 3024024473 11.398.956,00 27.465.682,00
28 | SMP 3 Dawe Bank Jateng 3024032760 13.336.394,00 10.944.289,00
JUMLAH 671.391.347,00 | 1.095.538.632,00
TOTAL 1.583.466.181,00 | 2.155.523.522,00

2. Piutang Pendapatan

Piutang merupakan hak yang dapat dijadikan kas yang meliputi piutang Pajak Daerah,
Retribus Daerah, Lain-lain Pendapatan Adli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus. Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang
tersebut. Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kudus per 31 Desember 2018 dan
2017 adalah sebagai berikut.
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_ 31-Des-18 31-Des-17 Naik/(Turun)
Piutang
Rp Rp Rp
Piutang Pajak 22.606.543.784,00 20.406.356.260,00 2.200.187.524,00

(Penyisihan Piutang Pajak)

(13.237.188.202,25)

(12.719.757.852,00)

(517.430.350,25)

Piutang Retribusi

3.222.591.919,64

2.324.708.306,72

897.883.612,92

(Penyisihan Piutang lain-lain
PAD)

(1.043.955.497,50)

(998.712.007,95)

b.
(Penyisihan Piutang Retribusi) (1.051.186.141,33) (738.483.186,13) (312.702.955,20)
Piutang Hasil Pengelolaan
c. kekayaan daerah yang 0,00 4.156.688.662,00 (4.156.688.662,00)
dipisahkan
Penyisihan Piutang Hasil
Pengelolaan kekayaan daerah 0,00 0,00 0,00
yang dipisahkan
Piutang lain-lain PAD 11.271.413.462,00 31.791.187.203,00 | (20.519.773.741,00)
d.

(45.243.489,55)

Piutang Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya

7.475.942.848,00

0,00

7.475.942.848,00

(Penyisihan Piutang
Pendapatan Lainnya)

0,00

0,00

0,00

Piutang Tuntutan Ganti Rugi

32.950.000,00

35.250.000,00

(2.300.000,00)

(Penyisihan Piutang
Pendapatan Lainnya)

0,00

0,00

0,00

Total Piutang Pendapatan

44.609.442.013,64

58.714.190.431,72

(14.104.748.418,08)

Penyisihan Piutang

(15.332.329.841,08)

(14.456.953.046,08)

(875.376.795,00)

Piutang Pendapatan (Net
Realizable Value)

29.277.112.172,56

44.257.237.385,64

(14.980.125.213,08)

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp44.609.442.013,64 dengan
penyisihan piutang pendapatan sebesar Rp15.332.329.841,08 sehingga Net Realizable
Value Piutang Pendapatan adalah sebesar Rp29.277.112.172,56. Rincian saldo masing-
masing obj ek piutang daerah tersebut, dapat disajikan sebagai berikut.

a. Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Pajak

Saldo Piutang pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.606.543.784,00 dengan
penyisihan piutang pajak sebesar Rp13.237.188.202,25 sehingga Net Realizable
Value Piutang Pgjak adalah sebesar 9.369.355.581,75. Rincian saldo piutang pajak
daerahper 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Piutang Pajak

Pajak Hotel

Penyisihan Piutang
Pajak Restoran
Penyisihan Piutang
Pajak Hiburan
Penyisihan Piutang
Pajak Reklame
Penyisihan Piutang
Pajak Penerangan Jalan

Penyisihan Piutang

Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan

Penyisihan Piutang
Pajak Parkir
Penyisihan Piutang
Pajak Air Tanah

31-Des-18

31-Des-17

Naik/(Turun)
Rp Rp Rp

9.160.000,00 9.160.000,00 0,00
(9.160.000,00) (9.160.000,00) 0,00
66.730.000,00 66.730.000,00 0,00
(66.730.000,00) (66.730.000,00) 0,00
4.087.500,00 4.087.500,00 0,00
(4.087.500,00) (4.087.500,00) 0,00
35.231.955,00 10.828.050,00 24.403.905,00
(9.031.635,75) (5.371.050,00) (3.660.585,75)

4.417.964.059,00
(662.694.608,85)

115.258.000,00

(115.258.000,00)
5.971.200,00
(5.971.200,00)
45.966.478,00

4.046.779.401,00
(607.016.910,15)

115.258.000,00

(115.258.000,00)
5.799.100,00
(5.799.100,00)
18.724.378,00

371.184.658,00
(55.677.698,70)

0,00

0,00
172.100,00
(172.100,00)
27.242.100,00
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9)

Piutang Pajak

Penyisihan Piutang

Pajak PBB P2

Penyisihan piutang

Total Piutang Pajak
Penyisihan Piutang Pajak

Piutang Pajak (Net
Realizable Value)

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
CATATAN ATASLAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

31-Des-18 31-Des-17 Naik/(Turun)
Rp Rp Rp
(8.253.974,60) (3.590.439,20) (4.663.535,40)
17.906.174.592,00 16.128.989.831,00 1.777.184.761,00
(12.356.001.283,05) (11.902.744.852,65) (453.256.430,40)
22.606.543.784,00 20.406.356.260,00 2.200.187.524,00
(13.237.188.202,25)  (12.719.757.852,00)  (517.430.350,25)

9.369.355.581,75

7.686.598.408,00

1.682.757.173,75

Rincian Piutang Pajak berdasarkan umur piutang adal ah:

1) Psjak Hotel
Saldo
% Piutang Saldo
Saldo Pokok Umur Pena)QSm Penyisihan Saldo Pokok Eo iO/;ihan Penyisihan DeEI(;J;aI?ag'ak
Tahun Piutang 2018 ) Piutang Piutang Tak 2018 (Net Denda Den):ja Tak Denda Tak Hotel d]i
(Rp) Piutang Tak Tertagih (Rp) | Realizable | Piutang (Rp) Tertagih Tertagih (Rp) Neraca 2018
Tertagih Value) (Rp)
(Rp
2011 300.000,00 >5Th 100% 300.000,00 0,00 144.000,00 100% 144.000,00 0,00
2010 3.700.000,00 >5Th 100% 3.700.000,00 0,00 1.776.000,00 100% 1.776.000,00 0.00
2009 1.800.000,00 >5Th 100% 1.800.000,00 0,00 864.000,00 100% 864.000,00 0,00
2008 1.500.000,00 >5Th 100% 1.500.000,00 0,00 720.000,00 100% 720.000,00 0,00
2007 1.860.000,00 >5Th 100% 1.860.000,00 0,00 892.800,00 100% 892.800,00 0,00
JUMLAH 9.160.000,00 9.160.000,00 0,00 4.396.800,00 4.396.800,00 0,00
2) Pajak Restoran
. Saldo Saldo
.A). L Piutang % o Piutang
Saldo Pokok Umur Penyisihan Penyisihan 2018 (Net Saldo Pokok P - Penyisihan Denda
Tahun Piutang Bl Piutang Piutang Tak Realizable Denda Den{ja Tak Denda Tak Pajak
2018 (Rp) 9 Tak Tertagih (Rp) Piutang (Rp) . Tertagih (Rp) Restoran
. Value) Tertagih ;
Tertagih di Neraca
(Rp 2018 (Rp)
2011 2.265.000,00 >5Th 100% 2.265.000,00 0,00 1.087.200,00 100% 1.087.200,00 0,00
2010 18.860.000,00 >5Th 100% 18.860.000,00 0,00 9.052.800,00 100% 9.052.800,00 0,00
2009 18.830.000,00 | >5Th 100% 18.830.000,00 0,00 9.038.400,00 100% 9.038.400,00 0,00
2008 15.910.000,00 >5Th 100% 15.910.000,00 0,00 7.636.800,00 100% 7.636.800,00 0,00
2007 10.865.000,00 | >5Th 100% 10.865.000,00 0,00 5.215.200,00 100% 5.215.200,00 0,00
JUMLAH | 66.730.000,00 66.730.000,00 0,00 | 32.030.400,00 32.030.400,00 0,00
3) Pajak Hiburan
% Saldo P_Se;ldo
Saldo Penyisi Penyisihan Piutang Saldo % Penyisihan EI)Lénadnzg
Tahun Pokok Umur han Piutang Tak 2018 (Net Pokok Penyisihan Denda Tak Paiak
Piutang Piutang | Piutang Tertagih Realizable Denda Denda Tak Tertagih HileJran
2018 (Rp) Tak (Rp) Value) Piutang (Rp) Tertagih (Rp) di Neraca
Tertagih (Rp) 2018 (Rp)
2011 1.556.000,00 > 5Th 100% 1.556.000,00 0,00 746.880,00 100% 746.880,00 0,00
2010 946.000,00 > 5Th 100% 946.000,00 0,00 454.080,00 100% 454.080,00 0,00
2009 925.500,00 > 5Th 100% 925.500,00 0,00 444.240,00 100% 444.240,00 0,00
2008 650.000,00 > 5Th 100% 650.000,00 0,00 312.000,00 100% 312.000,00 0,00
2007 10.000,00 > 5Th 100% 10.000,00 0,00 4.800,00 100% 4.800,00 0,00
JUMLAH | 4.087.500,00 4.087.500,00 0,00 1.962.000,00 1.962.000,00 0,00
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